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Nama 
NPM 
Program studi 
Judul 

: RUSDIAMIN 
: 0706175022 

AllSTRAK 

: Pascasarjana, Fakultas Hukum Univesitas Indonesia. 
: "Analisis Tugas dan Wcwenang Penyidik, Penuntut Umum dan 

Advokat Dalarn Lernbaga Prapenuntutan, Suatu Upaya Menuju 
Pada Satu K.ebijakan Operasional Tahap Pra-Ajudikasi". 

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu n;asyarakat untuk 
menanggulangi masalah kejahatan. Peradilan pidana digerakkan oleh rangkaian 
sub-sub sistem yang terdiri darl kapolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 
pemasyarakutan, termasuk advokat dan dalarn prosesnya dibagi menjadi : tehep 
sebelum sidang pengadilan (pra·ajudikasi), tahap sidang pengadilan (ajudikasi) 
dan tahap setelah pengadilan (puma ajudikasi). Layakuya suatu sistern, 
seharusnya dalam sistem peradilan pidana Ielah te!jalin koordinasi dan 
integrasilketerpaduan pada keselumben sub-sub sistern, sehingga dapat mencapai 
efisiensi dan efektifltas. Tehep pra-ajudikasi sebagai tahap awal dari sistem 
peradilan pidana melaksanakun penanganan proses pidana melalui fungsi 
penyidikan dan penuntutan. Antara fungsi penyidikan dan pennntutan saling 
berhubungan erat, dimana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap 
yang lain dan saling mendukung salu sama lain. Keberhasilan penyidikan menjadi 
keberbusilan penuntutan. Berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang dianut 
KIJHAl', dilakukan penegasanlpembagian antara fungsi penyidikan dan 
penuntutan dengan tetap memberikar sarana penghubung untuk menyelaraskan 
kedua fungsi tersebut melalui lembaga prapenuntutan. Lembaga prapenuntutan 
dapat dimanfuatkan untuk menyusun suatu kebijakan pidana (criminal policy) 
dalarn bidang penyidikan dan penuntutan yang terpadu dengan mendasarkan pada 
tujuan hukum acara pidana, yaitu proses hukum yang adil (due process of law). 
Dari data sekunder yang telah diperoleh, berupa bahan hukum (primer dan 
sekunder) yang dikumpulkan melalui studi dokumen I literatur, dikonfirmasikan 
dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber 
terkait, yaitu polisi1 jaksa, dan advokat, kemudian dilakukan analisis secara 
yuridis kualitatif melalui dua (dari lima) faktor yang mempengaruhi penegakan 
hukum, yaitu faktor hukum ( dalarn hal ini undang-undang) dan faktor penegak 
hukum (pada tehep pra-ajudikasi terdiri dari : polisi, jaksa, dan advokat). Dalam 
praktikuya tidak jarang prapenuntutan memunculkan permasalahan, kebijaksn 
penyidikan dan kebijakan penuntutan belum meugarah pada satu kebijakan 
( operasional) pi dana yang memungkiukan peluang terjadinya proses hukum yang 
sewenang-wenang (arbitrary process). Pada konteks ini advokat didorongkan 
untuk memberikan bantuan hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi 
tersangka dan mengbidarkan dari proses hukum yang seweuang-wenang sehingga 
terjadi keseimbangan dalam proses pra-ajudikasi menuju pada tujuan hukum acara 
pidana, yaltu proses hukum yang adil (due process of law). 

Kala kunci : Pra-ajudikasi, prapenuntutan, kebijakan pi dana. 
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: "Analysis of function and Authority of Investigator, 

Public Prosecutor and Advocate In Preprosecution, An 
Effurt Aiming to One Operational Policy on Pre­
Adjudication Phase". 

Criminal justice system is a system in a society to tackling critne problem. 
Criminal justice system moved by component series of system consisting which 
police departement, district attorney, court and correctional institution, including 
advocate and on its procedure divided as : before court phase (pre-adjudication), 
court phase (adjudication) and resocialization phase (post ajudication). As a 
system, properly in criminal justice system was interlaced coordination and 
integration on the whole system, so gets to reach efficiency and effectiveness. Pre­
adjudication phase is startup phase of criminal justice system on that crittrinal 
process perfonn through investigation and prosecution function. Among 
investigation and prosecution function each other had a close relationship, where 
is the one phase basics for another and becks up mutually. Investigation success 
becomes prosecution success. Base on filnctional differentiation principle that 
followed by the code of criminal procedure (KUHAP), bring about affinnation I 
fragmentation among investigation and prosecution function with regulary given 
infrastructure link to harmonise both through preprosecution. The preprosecution 
can be utilized to atTange a criminal policy (operational policy) in investigation 
and prosecution area that coherent by goes upon criminal procedure goals, which 
il; due process of law. Through secondary data already been gotten, as law 
material (pritnary and secondary) one that is gathered thru document /literature, 
confirmed by acquired primary data through interview with resource person 
concerning, which is police, artorney, and advocate, then by qualitative analysis 
pass through two (of five) factor that law enforcement influence, which is law 
factor (statute) and law enforcement agencies factor (on pre-adjudication phase 
consisting of: police, attorney, and advocate). In a fact preprosecution not sparse 
arises a problem, investigation policy and prosecution policy haven't aimed on one 
policy criminal which enable its opportunity opened arbitrary proces.s. In this case, 
its importance to impulse advocate to give legal aid in order to protection the 
basic right of suspect and avoid of arbitrary process so arice checks and balances 
in pre-adjucation process goes in the direction of crittrinal procedure, which is due 
process of law. 

Key words : pre-adjudication, pre-prosecution, criminal policy. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Mll1 

l'ENnAtttJtuAN 

Manusia sebagai rnahluk sosial (zoon politicon) da!am berbagai hal 

mem:punyai persamaan dengan manusia lain, sedangkan da!am hal-hal lain 

manusia mempunyai sifat-sifat yang khas berlaku bagi dirinya sendiri. Peda 

setiap dirneusi kebidupannya, manusia mempunyai kepentingan yang bisa saja 

6erbeda dengan manusia lain. Atas perbedasn tersebut menitiibulkan kesadaran 

dari diri manusia itu sendiri (kesadarsn individual) dan kesadaran antar 

manusia (kesadaran sosial) bahwa da!am kehidupan bermasyarakat 

sesungguhnya harus berpedoman pada suatu tatanan nilai atau aturan atau 

kaidah yang oleh bagian terbesar masyarakat tersehut dipatubi dan ditaati 

karena diaoggep merupakan pegaogao baginya Kaidah-kaidah dan nilai-nilai 

yang mengatur kebidupan maousia da!arn masyarakat beragarn macamnya, dan 

diantara sekian macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah yang penting 

yaitu kaidah-kaidah hukum, disaruping kaidah-kaidah agama dan moral. 

Sehagaimana telah dijelaskao, kehidupan sosial (kemasyarakatan) 

terdBpat berhagai lata aturan atau norma seperti norma agama, norma moral 

dan norma hukum. Hukurn berbeda dengan agarna dan moral. Hukum 

merupakan perintah yang memaksa (a coercive order), yaag mengatur lata 

prilaku manusia dengan organ tertentu untuk melaksanakan normanya. Norma 

agama lebih mendekati norma hukurn daripada norma moral, karena 

mempunyai ancarnan dan otoritas di alas manusia, meskipun yang menjalankan 

otoritas tersebut ada1ah suatu komunitas manusia. Sedangkan moral lebih 

ditujukan pada diri sendiri bukan sebugai perintah terbadep orang lain dan 

tidak memiliki organ tertentu untuk memaksakannya1. 

Sebagaimana sebuah lll1gkapan "ubi societas ibi ius" atau "dirnana eda 

masyatakat dis!tu ada hukutn". Tiada masyarakat tanpa hukurn dan tlada 

bukwn !lmpa masyarakat H:ukurn diedakan oleh masyarakat untuk mengatur 

1 1illlly Asshlddlq!e dan M All Safa'at, Tecrl Hans Ke/se• Tentang Hukum, Cet PerllUtu!, 
(Ja.lottta: Sekretarlat lmdo:a! dall Kepan!tetaan M!hbmah Kons!lhls! Rl, 2006) b1m. 26. 
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kehidupan mereka Hal ini dapat diartikan sebagal suatu beatuk hubungan, 

masyarakat-hukwn-nmsyarakat. Hukwn dibentuk oleb, daJ1 dibetlakukan oleh 

masyarukal. Ungkapan atau adagiU!n ini dibenarkan oleh kenyataan kehidupan 

dari setiap masyarakat, seperti hukum adat suatu masyarukat ada!, hukum 

nasional suatu baogsa, daJ1 hukum intemasional dalarn masyarakat 

internasionaf. 

~~""yarakat hukum pada bakikatnya merupakan himpunan dari individu­

individu. Setiap individu memilikikepentingan sendiri-sendiri Kepentingan itu 

ada yang sarna, narnun tidak jarang ada yang berheda Kedua jenis kepentingan 

itu dapat menjadi sebah timbulnya sengketa. Sengketa antarindividu dapat 

timbul dari kepentingan yang sarua terbadap sumber pemenuhan kebutuhan 

yang terbatas adall.ya. Untuk mengatur kepentingan itu daJ1 untuk menghindari 

sengketa-sengketa, manusia meuciptakan aturan yang mereka bentuk sendiri, 

daJ1 mereka berlakukan terbadap kehidupan mereka sendiri. Keadaan ini 

berlaka terbadap setiap nmsyarakat. Dalarn masyarakat negara misalnya, 

anggotanya bersililt kompleks, dapat berupa individu, kelompok sosial, dan 

lain-lain. Dalarn masyarakat internasional, anggotanya dapat negara dan 

perhimpunan negara yang secara prinsip memiliki sifat kepentingan yang sama 

dan alasan kebutuhan hukum yang sarua pula. Dengan demikian, hakikat dari 

proses hukum yaitu proses hannonisasi antarkepentingan. Input (masukan) 

dalarn proses sistem berisi data tentang kepentingan itu. Output (keluaran)-nya 

yaitu keadilan atau hukum yang adil yang diberlakukan pada masyarakat. Hasil 

dari penerapan hukum itu kemudian menjadi masukan bagi proses hukum 

berikutnya, demikian selanjutnya'. 

Eksistensi hukum dalarn suatu masyarakat sangat diperlukan dalarn 

mengatur kehidupan manusia (individu daJ1 masyarakat) daJ1 melindungi 

kepentingan manusia dalarn mempertahankan hak daJ1 kewajibannya. Hukum 

secara sosiologis merupakan suatu lembaga kemasyarakaian (social institution) 

' Lili Rasjidi dan l.ll. Wy.~Sa Putra, Hullum Sebagai lilllltu lilstelll, Cet PctWna, (Bandung : 
Rcmaja Rosdakacya, 1993) hlm. 100. 

'Ibid., hlm. 101. 
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yang penting, terdirl dar! himpunall nlfai-n!lal, kaldah-kaldah dal1 po!a-tm!a 

petikelakuan yang berldsat pada kebutahan-kebutahan pokok tna~~us!a4 . 

Sedallgkan dar! sudut llmu politik, hukum merupakan suatu satana dar! oHt 

(golongan tertentu dalam 111llSyarakat) yang memegang kekuasaan dal1 sediklt 

banyaknya dipergunakan sebaga:i alat untuk mernpertahankan kekuasaatmya, 

atau untuk menambah serta mengembangkannya'. 

Diantara perbedaan kepentingan dalam 111llSyarakal terkadang 

rnenlmbulkan sengketa yang rnemuneulkan gesekan etan friksi bahkan konflik 

yang berujung pada prilakn-prllakn menyimpang dan jabal. Kejahatan 

rnerupakan gejala sosial yang rnenjadi fenomena kehidupan manusia. Upaya 

yang dapat dilaknkan terhadap kejahatan dengan cara menanggulanginya 

(menceguh dan mengurangi). Upaya untuk menanggnlangi kejahatan salah 

satunya dapat dilakukan dengan cara sistematis dan rasional sebegai suatu 

usaha oleh 111llSyarakat sehagahnana dikenal deng!l!l istilah potitik kriminal 

(criminal policy), baik rnelalui sanma penal maupun non penal'. lstllah lain 

dati criminal policy yaitu kebijakan kriminal7. Penanggulangan kejahetan 

melalui sarnna penal biasanya didasarkan pada suatu sistem hokum pidana 

yang dirumuskan melalui mekanisme sah dan partisipatif yang secara operatif 

dikenal dengan istilah Criminal Justice System' (Sistem Peradilan Pidana atau 

disingkat SPP). 

Sehagai suatu sistem, peradilau pidana mernpunyai perangkat atau sub­

sistem yang seharusnya bekerja berdasarkan cara-cara yang koordinatif dan 

integratif (terpadu) sehiugga dapat mencapai eiisiensi dan efektifitas. Adapun 

4 Soezjooo Soekanto, PokokwPokok Sasiolagf Hukum, CeL KeduabeJas. (Jakarta : RajaGtafindo 
Persada, 2002) him. 3. 

s Ibid .• h1m. 13. 

6 MuJadi. Kopita Selekra Sistem Perariilan Pi.dtma, Cet. KOOua. (Semarang : Wan Peutt"bit 
UniV<2'sitas Diponegoro, 2004), hlm.3 

1 Matdjono Rcksodipntro, Hak A.sasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan 
Kamngan Buku Keliga, lldisi Pettu:na, (Jalwia ' Pusat Pe!ayanan KAladllan dan Pellgabdlan 
Hukum, 2007) hlm.92. 

• Muladi, op.cll., him !5. 
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sub-sub sistem dati Sl'l' terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 
lembaga pem.asyarakatan, ierm.asuk advokat (penasihat hukum) yang menjadi 

komponen kelima dalam Sl'l' sebagal quasi sub-system karena peranannya 

yang semukin dibutuhkan'. Seluruh sub-sub sistem tersebut merupakan 

lembage yang melaksanakan administra.i peradilan pidana yang saling 

berhubungan dalam SPP. 

Tidak semua kejahatan merupakan tindak pidana. Bila kejahatan tersebut 

Ielah dikrlminalisasi oleh negara (melalui proses yang asprratif dan 

konstitusional), maka menjadi tindak pidana Ketika terjadi tindak pidana 

dalarn m.asyarakat, mulailah aparat penegak hukum (law enforcement agencies 

yang berorientasipeace maintenance10
) yang merupakan bagian (sub) dari SPP 

mengambil peran untuk memposisikan diri dan menjalankan tugas sesuai 

kapasitas masing-masing setta beketja secara terarah dan{erpadu dalam proses 

peradilan pidana. 

Dalam menjalaukan fungsi penegakan hukum, aperat penegak hukum 

telah dibekali seperangkat kewenangan yang melekat dan aplikatif melalui cara 

kerja (prosadur dan mekanisme) yang telah diatur dalam peraturan perundang­

undangan, khmrusnya hukum acara (pidana). Pengaturan tersebut pada satu sisi 

ditujukau untuk memberl demarkasi terbadap ape yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan guna menghindari penyalahgunaan wewenaug aparat penegak 

hukum pada SPP dalarn upayanya untuk memperoleh kehenaran rnaterlil atau 

kebenaran yang sesungguhnya (substantial tn<th) dati suatu tindak pidana. 

Sedangkan pada sisi lainnya pengaturan tersebut diarahkan untuk mewujudkan 

penghonnatan terbadap harkat dan martabat manusia, khususnya bagi pihak" 

pihak yang terkait seperti saksi dan tersangka secara proporsional dan 

seimbang. 

SPP dapat dibagi dalarn 3 (tiga) tahap : (a) tahap sebelum sidang 

pengadilan alan lahap pra-ajudikasi (pre-adjudication), (b) tahap sidang 

'lbid,hlm.21. 

10 Soetdjon.o Soek:alrto, Falaor-Fakior Yang Mempengarufti PcnegtJknn Hukum., Cet. Ketiga, 
(Jakarta ' llajaOtafindo Persad~ 1993) hlm.t9. 
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pengadilan atau Ulhap ajtldikasl (adjudication) dan (c) tahap setelah pengadilan 

alan tahap J>UI'lll>-ajudikasl (post-adjudication)u -tahap pra-ajudbi 

tnerupakan tahap awal dati Sl'P yang tnelaksanakan fungsi penyidikan dan 

penuntutan. Sedangkan tahap ajudikasi tnenjadi kelanjutan dati tahap pra­

ajudikasi yaitu tahap pemeriksaan di hadaPan sidang pengadilan. Tahap purna­

ajudikasi merupakan tahap pembinaan dan usaha resosialisasi bagi terpidana 

Penanganan suatu proses pidana antara salu tahap dengan tahap yang lain 

saling herhubungan era!, dimana Ulhap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi 

tahap yang lain dan soling mendukung satu soma laio. Karena itu proses 

peradilan pidana dikatakan sebagai SPP terpadu (integrated criminal justice 

system). Pada: tiap unsur-unsur atau sub-sub sistem dalam SPP terpadu harus 

mempunyai persamaan persepsi tentang keadilan (tidak hanya keadilan 

prosedural tnelainkan meliputi juga keadilan substansial) dalam hal ini 

keadilan hukurn (legal justice) dan dahun lingkup penyelenggaraan peradilan 

perkara pidana yang seeara keseluruhan merupakan satu-kesat.Uan dati SPP_ 

Tujuan dati diadakannya proses hukum (arara) pidana yaitu terwujudaya 

proses hukum yang adil (due process of law). Sebagaimana dikemukakan oleh 

Tobias dan Petersen, bahwa "due process of law' itu (yang berasal dati lnggris, 

dokumen Magna Charta, 1215) merupakan "constitutional guaranty ... that no 

person will be deprived of life, liberty or property for reasons that ore 

arbitrary. ··- protects the citizen agaiw;t arbitrary action of the government". 

Dengan uosur-unsur dasar darl «due process" yaitu unotice, hean'ng, counce{, 

defense, evidence and a fair and impartial court"12
. (pemberitahuan, 

mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukurn, pembelaan, pembuktian 

dan pengadilan yang berkesdilan dan tidak memihakj. 

Dengan demikian dalam prosesnya, SPP seharusnya diletakkan pada 

kerangka proses bukum yang adil yang menjadi lawan dati proses hukum yang 

11 Mardjono R.eksodiputto op.clt., him. 33. 

" Mate Weber Tobias dan R. David Petttson, Pre-trial Oiminal Procedure, A Survey of 
Conslitusional Rights, Chapter 3, (O!atles C. thomas Publlshet), seperti dilmtip oleb Mardjono 
llel:sod!pulto, Hak Asasi Manus/a Dalam Sistem PeradJ/an Pidana, Kwnpullln Kmwlgan Bu!ru 
Ke#ga, l!disl Pertama, (lalottta : Pusat Pelay.uuu! keadilan dan l>engabdian lfukum, 2007) hlm. 
27. 
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sewenang-wenang (arbitrary process). Proses hukum yang adi! yaltu tlclak 

hanya mencakup penerapan terhadap aturan perundang-undangan ( formi!) yang 

dianggap adil, uamun juga meliputi jaminan dari kekuasaan (negara) terhadap 

hak-hak dari warga negara (balk tersangka maupun korban)13
. !Japat dikatakan 

proses hukum yang adil harus diposisikao sebagai kerangka berpikir dan 

kerangka bekerja dari aparat penegak hokum yang rnenjalankan proses 

peradilan pidana sejak tahap pra-ajudikasi, tahap ajudikasi sarnpal dengan 

tahap purna-ajudikasi. 

Dari ketiga tahapan dalarn SPP yaltu tahap pra-ajudikasi, tahap ajudikasi 

dan tahap puma-ajudikasi belum tergambar jelas tahap mana yang sangat 

menentnkan dalarn seluruh prosesnya. Mardjono Reksodiputro berpaodangan 

bahwa tahap ajudikasi atau tahap sidang pengadilan dianggap "dominan" 

dalarn seluruh proses, dengan argumentasi bahwa KUHAP menyatakan, baik 

dalarn hal putusan bebas, maupun putusan bersalah, didasarkan pada "falcta dan 

keadaan serta ala! pembnktian yang diperoleh dari pemerikaaan di sidang"14 . 

Lain halnya dengan pendapat Romli Atmasasmita yang tidak 

menyangkal bahwa tahap ajudikasi merupakan tahap yang penting dalarn SPP, 

namun bukan sebagai peran "dominan". Meskipun benar bahwa pada tahap 

ajudikasi, dari sudut hukum masing..,masing pemeran utarna (penasihat 

hukumiterdakwa dan penuntut umum) memiliki kedudukan sederajat dan 

memperoleh kesempatan yang sama dan adil, namun pada tahap ajudikasi, 

dilihat dari sudut kriminologi dan viktimologi, proses stigmatisasi dan 

viktimisasi struktural sudah berjalan, bahkan sejak tahap penangkapan, 

penahanan (pra-ajudikasi) dan mencapai puncaknya karena sidang dinyatakan 

terbuka untuk umurn15
. 

13 Mardjono Reksod.iputro, op.cit., him. 49. 

14 Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Pennasalahan Da/am Sisrem Peradilan Pidana, 
Kumpulan Karangan Buku Kelima, Edisi Pertama, (Jakarta : Fusat ~e1ayanan keadilan dan 
Pengabdian Hukum, 2007) h1m. 18. 

15 Romli Atmasasmita, Sistem Peradifan Pi dana Perspekti[ Eksistensialisme dan Abso/utisme, 
Cel Kedua, (Bandung ' Binaclpta, 1996) h1m. 42 dan 43. 
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Tidak kalab pentingnya, dalant s!dang di pengadil!lll (ajudikas!) pada 
dasamya dibatasi oleh kebijakan dalant tahap pra-ajudikasi (pettyidibm dan 

penuntutan). Kebijakao dalam penyidikan dan penuntutan seolab-olab 

merupakan "pintu gerbang" SPP. Seseorang akan beralih status (sebelumnya 

saksi) menjadi tersangka a!au seseorang tersangka akan menjadi terdakwa 

ditentukan oleb kebijakan penyidikan dan penuntutan ( opsporing en 

vervolgings beleid) 16
• 

Demikian pula terbadap berkas perkara basil penyidikan (yang antara lain 

terdiri dari Beri!a Acara Pemeriksaan (BAP), baik saksi-saksi, abli maupun 

tersangka yang dibuat oleh pcnyidik) menjadi dasar penuntut umwn untuk 

menilai hasil penyidikan apakab telab mernenuhi persyaratan untuk dapat atan 

tidak dilimpahkan ke pengadilan. Suatu perkera akao dilimpahkan atau tidak ke 

pengadilan dan seseorang tersangka menjadi terdakwa ditentukan oleh 

penilaian penuntut umum (jaksa) ntas berkes perkara basil penyidibm. Antara 

tabap penyidiken dan tahap penuntutan jaksa menduduki posisi sentral, karena 

yang menentukan dituntul atau tidaknya lersangka. Perlu dihayati babwa jaksa 

berfungi mencari kebenaran, kemudian menuntut terdakwa yang terbnkti 

bersalah dipidana sepadan dengan perbuatannya, tetapi tidak boleh mengusik 

orang yang tidak bersalah atau menyebabkan pernidanaan terhadap terdakwa 

tidak seimbang dengan perbuatannya atau tidak berdasarkan ketentuan undang­

undang17. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tahap pra-ajudikasi sebagai awal 

dan pangkal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini meliputi penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan terbedap dugaan teljadinya tindak pidana. 

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjulnya disebut 

KUHAP) defillisi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berturut­

turut sebagai berikut : 

u; Mardjono Reksodiputro1 ap. cit., hlm. 94. 

11 Andi Hamzah, Pelakswtann Peradilan Pidann Berdasarkan Teori Dan Praktek (Penohanan~ 
Da'-an-Requisltair), Cet. Pertam~ (Jakarta : Rinekll Cipfll, 1994) him. 5. 
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l'enyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik unhtk tnenCllrl dan 
tnenemu.kan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat alau tidaknya dilalmkan penyidikan tru:nurut cara yang diatur 
dalam undang-undang". 
Penyidikan adalah serangkaian lindakan penyidik dalam hal dau menurnt cara 
yang diatur dalam undaug-nndaug lni untuk mencari serla mengumpulkan bulcti 
yang dengan bukti itu membuat ternng tentang tindak pidaua yang rerjadi dan 
guna llll:!llltllukan tmangkanya19• 

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan pukara pid:lr.:t 
ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hat dau menurut ca.• yang dlatur 
dalam undang-undang lni dengan permintaan supaya diperiksa dau dipu.tus oleh 
haldm di sidang pengadilan"'. 

l'ada kese!uruhan tahapan dalam proses peradilan pidana, tennasuk tahap 

pra-ajudikasi, rujalankan dengan menempatkan dan menjunjung tinggi 

penghonnatan alas hak asaai manusia yang diimplelentasikan dalam asaa atau 

prinsip antara lain yaitu : 

1. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law). 

Tidak ada perbedaan rubadapan hukwn, baik tersangka, korban maupun 

petugas penegak hukum sendiri merupakan warga negara yang sama 

kedudukan, hak, dan kewajiban. Karena itu setiap orang siapapun harus 

diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dan siapapun yang melakukan 

pelanggaran terhadap hukum akan mendapatkan perlakuan yang sarna tanpa 

perbedaan". 

2. Praduga tidak bersalah (presumption of innocent). 

18 Indonesia, Undang·WidaJJg Hukwn Acora Pidana atau Kitab Und(I]!g-unckmg Hukum Acara 
Pldana (KUHAP), UU No. 8 Tahwtl981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasall angla! 
5. 

19 Indonesia, Undallg-tmdang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undnng Hukum Acara 
Pidana (KJ.!HtlP), UUNo. 8 Tahun 1981, LNNo. 76 Tahun 1981, TLNNo. 3209, Pasall angka 
2. 

20 lndonesia, Urtdang«tmdang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara 
PltUina (KUHAP), UUNo. 8 Tahun l98l,l.NNo. 76 Tahunl981, TLNNo. 3209, Pasall aogk> 
7. 

11 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasafahan Dan Penerapan KUHAP. Jilfd !, CeL 
Kedua, (1abtta : l>uslaka 1Wtini 1988) hlm. 2. 
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Sellap orang, dalatn bal!Jll tersangka hatus dlanggap (praduga) tab bersalab 

dan s!fat dati perbuatannya tnaslh !netUpakan tudnban satnpai kesalabannya 

diboktikan dalatn tabap selanjutnya yaitu tahnp ajudikasi (tabap sidang 

pengadilan) dan persidangan tersebut hatus bersifat bebas dan jujur serta 

terbuka untuk umum". 

Aparat penegak hukum yang audil pada tabap pra-ajudikasi yaitu polisi 

sebagai penyidik utatna (tugas penyidikau) dan jaksa (tugas penuntutan). 

Kedua aparat penegak hukum ini dalam menjalaukau kekuasaau (tugas dan 

wewenang) masing-masing juga seharusnya hernikap dan turut menempalkan 

dan menjunjung tinggi penghurmatan atas hak asasi manusia yang 

dfunpleleatasikan dalarn """' atau prinsip antara lain yaitu asas persamaan 

kedudukan di hadapan hukum ( equali(Y before the law) dan asas praduga tidak 

hersalab (presumption of innocent) sehagaimam telab dijelaskan sebelumnya. 

Hal ternebut merupakan kondisi idea~ namun kenyatasnnya sering 

berbeda, misalnya kasus salah tangkap atau keliru dalam menetapkan pelaku 

dan korhen tindak pi dana (error In objecto23
). Salah satu inti permasalahannya, 

yaitu menghalalkan segala cara, diantaranya melakukan tindakan kekerasan 

atau intimidasi untuk memperolah "pongakuan" dari tersangka (padahal 

pengakuan tersangka tidak lngi menjadl salah satu alai bukti sah menurut 

KUHAP). Hal tersebut dilakukan dengan tanpa mengindabkan bukti ilmiah 

(scientific evidence) yang diperoleh dari ihnu-ihnu pengetabuan lain sebagai 

pembantu dalarn aeara pidana seperti kedokteran furensik, psikologi, 

kriminologi, dan lain-lain yang kemudian dijadikan bukti hukum (legal 

evidence) dengan menggunakan ilmu pengetahuan hukum pidana (baik hukum 

pidana matorill maupun futmil) dalarn mengaoalisis suatu peristiwa sehagai 

suatu tindak pidana. 

Tindakan penyalahgunaau wewenang atau pengingkaran sumpab jahetan 

oleh oknum aparat penegak hukum tertentu guna memperoleb "pengakuan'' 

n Ibid. 

~ !.P.M. l!alwhandolw, Termlnologi H""""' Inggris-lml<meslo, Cet. Kedua (Jakarla ' Sinar 
Gralika, 2000) hhn. 259. 
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tersangkl! dlasllttiSikan bahwa dengan dlperolehnya ''pengakuli±l" tctsangkl! dan 
keterangan .saksi-saksi yang mendukung ''pengakuan" tersangkl! tersebut, rnaka 

membuat terang tentang tiruJak pidana yang terjadl dan penyidikan telah 

dianggap selesai. Sesuai pandangan dalam asas inkusitor (inquiliitoir) bahwa 

pengakuan tersangka merupakan ala! bukti terpenting. Dalam asas ini !etsangka 

dipandang sebagai objek pemeriksaan. Sebingga alurnya yaitu menentukan 

tersangka, mencari ''pengaknan'' tersangka, ( dengan mengbalalkan segala 

cara), dan keterangan saksi~saksi. Sikap seperti ini yang menghancurkan 

kerangka proses bukurn yang adil (due process of law) dalam SPP. Kondisi 

demikian menyebabkan orang-orang yang tidak bersalah dapat dihukum, 

karena analisis dan konstrnksi berpikir penegak bukum yang keliru. 

Bandingkan dengan KUH!\P yang mengbendaki mencari (kebenaran terbadap 

suatu peristiwa) serta mengumpnlkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang !entang tindak pidana yang terjadi dan gana menemukan tersangkanya. 

Sebingga alurnya yaltu mencari (kebenaran terbadap suatu peristiwa) dan 

mengumpulkan bukti (barang bukti dan keterangan saksi-saksi), selanjutnya 

menemukan tersangkanya. 

Dalarn proses peradilan pidana, antara pencarian fakta (kebenaran 

terhadap suatu peristiwa) dan perlindungan terhadap individu (antara lain saksi 

dan tersangka) dalarn hal ini para pihak yang terkait dalam suatu peristiwa 

(pidana atau bukan pidana) diletakkan pada keseimbangan. Terkait dengan 

permasalaban ini Packer memperkenalkan "Two Models of the Criminal 

Processt' {dua corak proses pidana)~ yang memperluas dua fungsi ini dengan 

mengembangkan "crime control modef' (model kontrol kejabatan) dan "due 

process moder' (model proses yang selesai). Versi pengontrol kejabatan 

ditekankan kepada penemuan fakia secara efisien, sedangkan model yang 

selesai merupakan arab rintangan dimana kekuasaan pejabat dihatasi untuk 

melindangi individu24• 

Z4 Herbert L. Pack«, The Limits of The Criminal Srlnction {ca1ifbrttia : Stanlbtd Uttivmit:y 
Press, 1968), sepetti dlkutip oleh Joachim Herrman, Tire Phi/osofY of Criminal JWilice and Tile 
Mmlnlstroffon of Criminal Justice, ('l'ouloose : l<evue lntomatlonal De !Jtolt P<ru!l 3e et 4° 
Trimestres, 191!2) hlnt 843, sepetti dlkutlp k<mbali oldt Lite. Hnlstttan, Sistem PeradilaJl 
Pidana Dalam hespektif Perbandlngan Hukum (11te Dulch Criminal Justfr:e System From A 
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Keseluruhan proses menearl kebenaran terbadap suatu peristiwa setla 

menguttl!Julkan bukti yang dengan bukti itu memhuat terang tentallg tindak 

pidana yang te!jadi dan guna menemukan tersangkanya termasuk dalam 

lingkup wewenang penyelidikan dan penyidlkan. Penyelidikan bukanlah fungsi 

yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya 

mernpukan salah satu cara atau metoda atau sub dari fungsi penyidlkan, yang 

mendahului tindakan lain (upaya paksa) antara lain penindakan berupa 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitalln, perneriksaan sural, 

pemanggilan, tindakan perneriksaan. 

Jadl sebelum dilukukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan 

tindakan penyelidikan dengan maksud untuk mengetahui bahwa peristiwa yang 

diberitahukan (melalui laporan, pengaduan atau informasi) memang benar­

benar Ielah te!jadi dengan eara mengnmpulkan data dan fakta yang 

herbubungan dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya data dan fakta yang 

diperoleh tersebut digunakan untuk menentukan apakah peristiwa ternebut 

merupakan tindak pidana dan apakah terbadap tindak pidana tersebut dapat 

dilakukan penyidikan. Dengan kala lain, penyelidikan merupakan tindakan 

persiapan bagi penyidikan. 

Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbubnya sikap bati­

hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam 

melaksanakan tugas penegakan hukum. Disini terlihat fungsi penyelidikan 

antara lain adanya perlindungan dan jarninan terhadap harkat serta matahat 

manusia (bak asasi manusia atau HAM). Adanya persyaratan dan pembatasan 

yang ketal dalarn penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya 

lernbaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa 

yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menarnpakkan bentuknya 

secara jelas sehagai tindak pidana Karena itu sebelum melangkah lehih lanjut 

dengan melaicukan penyidikan dengan konseknensi digunakannya upaya paksa, 

bendaknya perlu ditentukan terlebih dahulu herdasarkan data atau keterangan 

Comparative Legal Perspective). Dite<jemahkan oleh Soedjono Dirdjosisworo, Ftlsafat Peradilan 
Pidana dan Perbtmdingan Hakwn, O;t. Kedu~ (Bandung: Armieo, !984) blm. !9. 
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yang didapat dati basil penyelidikan bahwa peristiwa yang tetjadi dan diduga 

sebagai lindale pidana itu benar adanya dan merupakan tindak pidana sehingga 

dapat dilanjutkan dengan tindak penyidikan dengan landasan prinsip kehati­

batian dan kecermatan25
. 

Seyoglanya kegiatan penyelidiken harus mampu menghasilkan prima 

facie evidence (bukti-bukti permulaan yang meyakinkan dan tidak memberi 

peluang lagi bagl pelaku kejahatan untuk roenghindari diri dati tuntutan)26
, 

sehingga pada tahap selanjutnya dapat memenuhl syaral untuk disidangkan ke 

pangadilan (prima facie case). 

Bila dalam kegiatan penyelidikan Ielah memperoleh prima facie 

evidence, kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dimulainya penyidikan 

ditandai secara formal-prosedural dengan dikeluarkannya Sllnlt perintah 

penyidikan oleh pejabat yang berwenang pada instansi penyidik Sural perintah 

penyidikan merupakan "pengingat" bagi penyidik dalam melakukan tugas dan 

wewenaugnya serta sekaligns menjadi pencegah teljadinya penyalahgunaan 

wowenang. Sementara bagi tersangka berarti jaminan dan perlindungan 

terhadap hak-hak dan martabat tersangka. 

Tesangka yang merasa penyidikan yang dilakukan terhadapnya tidak 

dilakukan herdasarkan sural perintah yang sah, dapat segera meminta 

diperlihatkan sural perintah penyidikan tersebut atau meminta penjelasan 

kepada atasan penyidik, bahkan dapat mengajukan praperadilan (guna 

memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi) pada pengadilan hila merasa 

penangkapan dan atau penahanan alas dirinya dianggap tidak sah. Kesadaran 

pada kondisi derniklan terdapat pada tersangka yang "melak" hukum, namun 

bagaimana hagi tersangka atau yang akan dijadikan tersangka yang "buta" 

hukum, tenlu akan sangat merugikannya bahkan bisa saja tidak memperoleh 

Jaminan alas huk-hak dan martabataya sehagai manusia 

" llamrat Hamid dan Hnnm M. Husein, Pembahasan Pennasalahan KUHAP Bidang 
Penyidilrm, Dalam Bentuk TIP(YII·J<I\Wib, Cel Pertama. (Jakarta; Sinar G..aflka, 1992) hlm.24. 

,. Ibid., hlm. 37. 
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Sebagalrnana suatu ra11gkaiaJ1 yaJ1g sallng terkalt dan bethubungan, 

kegiatan peuyidikan dalam proses peradilan pir.lana juga terkait dan era! 

berhubungan dengan tabap penuntutan, Hal tersehut dapat diketabui dati 

adauya lemhaga pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP. Pada 

lemhaga lni diletakkan dasar-dasar kerjasama, koordinasi dan integral antar 

lembaga I instansi penegak hokum dalam hal ini penyidik (fungsi penyidikan) 

dan penuntut UllllUll (fungsi penuntutan)21
. 

Bahwa pemberitabuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada 

penuntnt umum tersebut menjadi suatu kewajiban yang harus segera 

dilaksanakan oleh penyidik blla telah memulai suatn penyidikan, meskipun 

dalam KUliAP tidak mengatur sanksi terhadap tidak disampaikannya 

pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut unrum 

Pada huhungan antar lernhaga ini teJjalin kaitan era! antara wewenang 

penyidikan dan penuntutan yang bersifat fungsional (fungsi penyidikan dan 

fungsi penuntntan) dan horizontal (antara instansi penyidik dan instansi 

penuntut urnum) serta sekaligus menjadi sarana pengawaBan, sehingga dalam 

penerapen bukurn acara pidana ada sistem cek (checking) antara para penegak 

hokum sehugai diamanatkan oleh KUHAP", 

Pemheritahuan dimulainya penyidikan ditetapkan oleh KUHAP sehagai 

hal yang hersifat imperatif (wajib) dengan fungsi utama dalam rangka 

pelaksanaan tugas prapenuntutan, dalam hal ini penelitian herkas perkara tahap 

pertama dan pemberian petnnjuk oleh pemmtul urnum kepada penyidik dalam 

hal basil penyidikan helum lengkap", lstilah prapenuntutan"' telah dilntroduksi 

oleh KUHAP sebagai hukurn positif acara pidana di Indonesia pengganti dari 

hel Herzierle Infandsch Reg/ement (HlR) atau Regletnen Indonesia Yang 

"Ibid., hlm.43, 

"M. Yahya l!Mllhap, op.cil., hlm.SO, 

"'ltanuat Hamid dan llMun M.llusein, Ibid,, hlm. 45. 

Jo J.ndo.nesla, Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), WNo, S tahun l9Sl, 1.N No. 76 tahun I9Sl, TLN No. 3209, Pasal14huruf 
b. 
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Dibaharui (RlB), na111un KUHAP tidak menjelaskan definlsi prapenuntutan 

melalui penaliliran otentik dari ketentuan UlllliJmya. 

Pendapat Mardjono Reksodiputro, koordinasi kerja antara KepoUsian dan 

Kejaksaan menurut KUHAP dapat diselenggarakan rnela!ui lembaga "pra­

penuntutan", yang merupakan '1daerah perbatasan" antara wewenang 

penyidikan dan wewenang penuntntan (tahap pra-ajudikasi), karena itu 

sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk menyusun suatu kebijakan kriminal 

(criminal policy) da!am bidang penyidikan dan penuntutan yang terpadu atau 

integral (integrated)". Prapenuntutan menjadi wadah aparat penegak hokum 

yaltu penyidik (kepolisian dalarn kewenangan penyidikan terhadap tindak 

pidana umum) dan penuntut umum untuk berinteraksi dan menyamakan 

paudangan terhadap proses peradilan pidana (padu peralihan antara tahap 

penyidikan dengan penuntutan) yang sedang berlangsung. Pada lernbnga 

prapenuntutan inilah menjadi tumpuan keberbasilan atau kegagalan penyidikan 

yang dilakukan oleh penyidik dan penuntutan yang dilakukan penuntut umum 

di hadapan persidangan keluk. 

KUHAP sebagai hukum acara pidana berkehendak untuk menciptukan 

suatu diferensiasi I diferensi fungsional dalam arti penjelasan dan peuegasan 

pembagian fungsi dan wewenang bidang penyidikan dan penuntut;m"­

Kon.sekuensi dari kehendak KUHAP yang menciptakan suatu diferensiasi 

fungsional sekaligus menjadi sarana cek dan keseimbangan antar 

lembagalinstansi di satu sisi. Namun di sisi lain menginginkan dibingkainya 

konsep diferensiasi fungsional tersebut melalui keterpadnan "integrated'' kerja 

yang bersifat koordinatif antara para penegak hokum tersebut kelak dalarn 

praktik akan mernunculkan permasalahan pada tahap pra-ajudikasi (tahap 

diantara penyidikan dan penuntutan). 

Dalam hal in~ ketika berlangsungnya kootdinasi kerja antara in.stansi I 

lembaga penyidik ( da1am hal ini kepollsian sehagal penyidik utarna yang 

menjalankan kebijakan penyidikan) dan penuntut umum (k~aksaan yang 

" Mardj011o Rel:sodljmtro, op. ell., him. 96. 

" Hatnrat Hamid dan l1lll1Ul M.lluseln, op.clt., h1m. 42. 
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menjalankan tugas penuntutan), tetmasuk dalam pemahaman dan meletakkan 

proses hukum yang adU (due process of law) pada-kebijakan (opetasional) 

tahap pra-adjudikesi (penyidikan dan penuntutan) yang dipertemukan melalui 

lembaga prapenuntutan. Masalah se!anjulnya yang akan timbul yaitu dalam 

menentukan ruang lingkup, arah dan batasan koordinasi kedua lembaga 

(kepolisian atau kejaksaan) tersebut pada tahap prapenuntutan, sehingga akan 

betdampak pada hubungan kelembsgaan (penyidik dan penuntut umum) serta 

derap langkah dalarn menjalankan fungsi (penyidikan yang dilukukan oleh 

ponyidik dan fungsi penuntutan yang dilakukan penuntut umum di hadapan 

persidangan) dabun tahapan peradilan pidana, yaltu tahap pra-ajudikasi. 

B. Rnmusm Masalah 

Hukum acara pidana merupakan bagian deri hukum pidana dalarn arti 

yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana 

substantif (materiil) maupun hukum pidana formil atau hukum acara pidana. 

Hukum acara pidana terdiri dari empat tuhsp yang sangat penting yaitu 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan 

putusan hakim 

Tahap penyidikan dapat dijabarkan empat tahap di Indonesia, mencari 

kebenaran, penyelidikan, penyidikun dan penyempurnaan penyidikan alas 

petunjuk jaksa. Pihak yang menjalankan fungsi penyidikan perkara pidana 

disebut penyidik. Dabun Pasal6 ayat (1), KUHAP ditetapkan dua badan yang 

dibebani wewenang penyidikan, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia 

(Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tartentu yang dibari wewenang 

kbusus oleh undang-andang. Pada ayat (2), dinyatakan bahwa syarat 

kepangkatan dari penyidik akan diatur lebih lanjut dabun peraturan pemerintah. 

Pejabat penyidik Polri merupakan penyidik umum ( untuk kepentingan tes!s ini 

difokuakan pada penyidik Polri). Dalarn empat tahap penyidikan sebagalmana 

telah dijelaskan, jaksa menduduki posisi sentral (diantara penyidik dan baklm), 

karena dialah yang menentukan dituntut tidakuya tersangka betdasarkan asas 

oportunitas (selain asas legalitas) yang dianut di indonesia, tnaka jaksa 
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merupakan dominus litis perkara p!dana, artinya dialalt yq memonopoli dan 

menentukan penuntutan". 

Kegiatan penyidikan diarahkan kepada pembuktian yang merupakan 

tugas penuntutan (kejaksaan), sehingga tersangka dapal dituntul sebagai 

lerdak:wa kernudian dipidana sebagai terpidana. Bila segala fungsi penyidikan 

Ielah dikembkan secara optimal tetapi berakhlr dengan pembebasan, maka akan 

merugikan nama baik polisi sebngai penyidik dalam masyarskat. Kerens itu, 

sebelum penyidikan dimulai, berus sudal:t dapat diperkirakan tindak pidana apa 

yang telalt teljadi, selanjutnya diCOC<>kkan pada perumusan tindak pidana dan 

pasal yang mengatumya dalarn perundang-undangan pidana. Meskipun 

demikian pennntul umum dapat pula rnengubah pasal perundang-nndangan 

pidana yang dicantumkan oleh penyidik Disinilah letak hubungan yang tak 

terpisaltkan anlara polisi (penyidik) dan penuntul urnurn34
• 

Semakin kuatnya tuntulan masyarakat terhadap penghormatan negara 

(alat negara) alas barkat dan martabat manusia dihadapan hakurn dengan 

mengedepankun profesionalisme dan menjunjung tinggi keluhuran profesi 

aparat penegak hukum (alal-alat negara dibidang hukum), khususnya yang 

berada pada lembaga penyidik dan penuntut umum. Alas hal lersebut, KUHAP 

merespon dengan berupaya melakukan penjelasan dan penegasan pembagian 

fungsi dan wewenang (diferensiasi fungsional) yaitu bidang penyidikun 

(lembaga penyidik) dan penuntutan (lembaga penuntut umum} yang secara 

fungsional-instansional dipadukan I dintegralkan melalui lembaga 

prapenuntutan. 

Pada lembaga m1 JUga diletnkkun barapan terciptanya pengawasan 

instansional-horizontal antar lembaga dapat dijalankun, term.ssuk diadakannya 

bantuan hukum oleh advokat dalam semua tingkat perneriksaan (penyidikan, 

penuntutan dan persidangan) guna pendarnpingan tersangku dan pernbelaan 

tarbadap hak-hak tersangkalterdak:wa (bukan pembelaan bagl 

" A!ldi llamzah, op. elL, blm. 2. 

34 Andi Haruzab, HukumAcara Pidana lndonesia, Cet. Kedua. (Jakarta: Sinar Gra1ika, 2002) 
hJltl. 79. 
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terslltlg!Wterdakw~ agar bebas dab terhindar dari pemldanaan) dalam ptoses 

peradiliut pidana 

l:>a!atn penerapan hukum acata pidaba ada sistem cek dan keseimbangan 

(checks and balance!!) antara para penegak hukum Misalnya jaksa dikatakan 

memonopoli penuntntan, hal tersebut hanya dalam arti kebijakan (policy I 

be/eid) tidak dalam arti riil. Hakim memperpanjang penahanan jaksa, memberi 

izin penggeledahan, menentnkun hari sidang, semua itn terletak dibidang 

penyidikan dab penuntntan, bakan dibidang mengadili. Dengan demikian, 

hams dibedakan antara penuntntan sebagai kebijakan (policy) dan perbuatan 

penuntntan (daden van vervolging) seperti perpanjangan penahanan, izin 

manggeledab, dan sebagainya" 

Disisi lain, bakan tanpa rnasalab, tidak jarang diantara kedua lembaga 

(kepoliaian dab kejaksaan) yang dibagi berdasarkan tugas dab wewenangnya 

(kekuasaan) tersebut yang dlharapkan berninergi dalam lembaga prapenuntntan 

sebagai wedah berkomunikasi secara positif, namun inenjadi gesekan ( friksi) 

karena bias-bias kepentingan yang berlainan dan jauh dari terwujudnya proses 

hukum yang adil (due process of law) sehingga menjadi salah satu lilktor 

penghambat terlaksananya proses peradilan pidana secata sederhana, cepat dan 

tnntas. 

Sebagaimana Ielah dljelaskan sehelumnya, dlibaratkan kegiatan SPP 

sebagai suatu rangkaian yang saiing terkalt dab berhubungan antara tahap satu 

dengan tahap lainnya, termasuk dan tidak terkecuali tahap pra-ajudikasi, yaitu 

penyidikan dan penuntutan yang saling terkait dan paralel dengan 

prapenuntutan sebagai penghubungnya Permasalalwt yang akan dltelltl 

yaitn kebljakan penyldlkan dan pennntntan belum mengarahka.n pada 

satn kebljakan pldana. Kei:Jijakan pldana yang dlmakaud, yaknl 

kebljakan operaslonal dalam tahap pra-ajudlkasl. 

Agar daiam pembahaaannya terarab, perumusan permasalahan tersebut 

dibatasi daiam heberapan pertanyaan peuelitian fresearch questions), yaitn: 

35 Attdi ltatnzab, op. cit., hlru. 5. 
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L Apakah !embaga prapenuntulall dapal rnetljadi sntana Ulllllk nrenetapkan 

kebijakan pidana (kebijakan opetasional dalam tahap pra-ajudikasi) 7 

2. Bagaimana mewujudkan ko!!lrol I pengawasan hila kebijakan pidana 

(kebijakan operasional dakun tahap pra-ajudikasi) tetah dipersatakan oleh 

lernbaga prapenuntutan ? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelltian 

Terkait dengan. SPP yang rnenjunjung tinggi penghormatan terhadap 

barkat dan rnartabat manusia dengan mengedepankan proses bukum yang adil 

{due process of law) pada setiap sub sistem dalam proses peradilan pidana, 

mska tujuan yang ingin dlraih dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

kedudukan lembaga prapenuntutan pada tahap pra-ajudikasi dalam proses 

peradilan pidana Selain itu juga untuk menge!ahui kesulitan-kesulitan yang 

timbul pada lernbaga penyidik dan penuntut umurn dalam mernanfaatkan 

secara pcsitif lembaga prapenuntutan untuk mewujudkan dan menyatukan 

kebijakan pidana {kebijakan operasional dalarn !ahap pra-ajudikasi). 

Selanjutnya untuk rnengetshui peran dad advokat sebagai komponen kelima 

penegak hukum dalarn SPP untuk melakukan pendampingan dan memberikan 

bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana pada tshap pra-ajudikasi. 

Penelitian ini juga diharepkan menjadi baban-bahan pengetahuan secara 

pralctis dan teoritis serta perbaikan dan pengembangan profesionalisme instansi 

penyidik dan penuntut umum serta advokat dalam SPP di Indonesia 

D. Kerangka Teorl 

Dalam penelitian hokum, adanya kerangka/landasan konsepsional dan 

kerangkallandasan teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Pada 

landasanlkerangka teoritis diuralkan segala sesuatu yang terdapat dalam teori 

sebagai suatu aneka "theore 'mO:' atau ajaran ( di dalam bahasa Beland a : 
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"/eersteling'')". Berikut diketengahkan kerangka teori yang terkalt dengan 

penelithmlnl. -

Mengenai hubungan penyidik ( dalam hal ini polisi yang meny!dik tindak 

pidana umum sebagaimana tercantum dalam KUHAP) dalam melaksanakan 

fungsi penyidikan dan pennntut umum yang menyelenggarakan fungsi 

petlnntutan sangat erat hubungannya Demikian pula kebijaknn penyidikan dan 

pennntutan ( opsporing en vervo/gings beleiff) saling terkalt37
. 

Demikian menyatunya penyidikan dan penuntutan, sebinggs penyidikan 

tidak harus berbenti jika jaksa telah menerima berkas petkata dari polisi dan 

melakukan penuntutan, Bahkan selama sidang berjalan penyidikan (lanjutan) 

masih dapat dilakukan atas permintaan jaksa penuntut umurn''. Penyidikan 

meropakan bagian terpenting proses pidana yang menjadi hulu kegiatan 

penuntutan", 

Keherhasilan pada tahap penyidikan aknn menentukan pula keherbasilan 

pnda tahap penuntutao, terutama dalam memfurmulasikan sura! dakwaan dan 

membuktikalmya di hadapan perr<idangan dengan menyajikan alat-alat bukti 

yang sah menurut hukom Sebagai upaya uotuk mendukong keherhasilan 

penyidikan dan penuntutan KUliAP memfasilitasi lembaga penyidikan dan 

penuntutan da1am berkoordinasi melalui lembaga prapenuntutao. lumyataan ini 

tidak akan menjadi suatu pertnll3alahan apabila koordinasi pada lernbaga 

prapenuntutan diarahkan secara positif dan intagratif dalam kerangka proses 

hukum yang adil (due process of law) dan tidak menjadikan lemhaga 

prapenuntutan hanya sebagai "kotak pos" pemindahan dokumen-dokumen 

(dalam bentuk berkas perkara) antara penyidik dan penuntut umum40
. 

36 Soerjono Soekanto dan Sri Manudji. Penellttcm flukum. NormuJif Suatu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007) him. 7. 

37 Mardjono Reksodiputro, opcit., hhn.94. 

38 Badan Pem.binaan Hu.kum Nasioua:L Analisis Dan Evaluasi Hukum Ten!ang W~nang 
Kepolisian Dan Kejakraan Di Bidang Penyidikrin. (Jakarta : Badan Pettthlnaan Huku.tn. Nasional, 
200!), bJm, 31. 

'
9 Ibid., him. 40. 

40 Mar4jono Reksodiputto, op. cit., hhn. 94. 
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Pembagian tugas dlUl wewenang (kekuasaan) antara penyldikan (lembaga 

penyldik) dlUl penuntutan (lembaga penuntut urnum) secara fungsional­

instansional telah digariskan oleh I<UHAP. Baik buroknya suatu kekuasaan 

(tugas dan wewenang) dalam hal ini kekuasaan bidang penyidikan dan 

penuntutan, bergantung dari penggunaan kekuasaan ternebut dan kekuasaan 

hendaknya diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang 

sudah ditentukan. 

Dalam hal penggunaan kekuasaan bidang penyidlkan dan penuntutan 

tersebut diperlukan keselarasan dalam pembagian tugas dan wewenang antara 

penyidik dlUl pen•1ntut umum. Pelaksanaan dari kekuasaan (tugas dan 

wewenang) tersebut memerlukan penegakan hukum yang berlandaskan pada 

penerapan aturan perundang-undangan (fonnil) yang dianggap adil dan 

jatninan dari kekuasaan terhadap huk-hak dari warga negara, dalam hal ini 

masyarakat secara umum dan tersangka maupun korban secara khusus. 

Penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Soe~ono 

Sockanto, ada lima unsur penegakan hukum, yaitu : 

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja; 
b. Faktor penegak hukurn, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 
c. Fukinr sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; 
e. Faktor kebudayaan, yakni basil karya, •lf'ta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia rudalam perganlan hid up. 4 

PenylWkan dan penuntutan barns merupekan kesatuan dan tidak boleh 

tetkotak-katak. Antara penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisallknn 

secara llljam. Hal tersebut dapat dilihat dari wewenang yang diburikan I<UHAP 

kapada penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka 

penyempurnaan penyidikan oleb penyidik. Petunjuk untuk menyempurnakan 

41 Soerjono Soekanto, op.cit., him. 8. 
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penyidikau pada hakikatnya metupakan bagian dati penyidikan lanjutan". 

Prapenuntutan . memungldnkan . hal tersehut terwujud ·dengan pelaksanaan 

koordinasi antara penyidik dan penuntut umum secara koheren dan integratif 

sehingga mencapal husil keJja yang efektif juga efisien serta sekaligus 

merupakan upaya pengawasan horizontal (antar instansi) guna meminimalkan 

teJjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalarn pelaksanaan 

penegakan hukum. 

E. Kerangka Konseptnal 

Sebagaimana dijelaskan pada butir D, bahwa selab landasanlkerangka 

teoritis, adanya landasanlkerangka konsepsional menjadi syarat yang sangat 

penting dalam penelitian hukum. Dalam kerangka konsepsional diuogkapkan 

beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar 

pengertian hukum". Berikut ini diuraikan beberapa pengertian yaug akan 

dipergunakan sebagai dasar penelitian ini. 

Prapenuntutau sebagui istilah tercantum di dalarn Pasal 14 butir b 

KUHAP, narnun sebagai lembaga, pengertian otentiknya tidak dijelaskan 

dalam KUHAP, padahal Pasall KUHAP telab memuat penafsiran otentik dari 

32 (tiga pulub dua) perkataan narnun tidak ada penafsiran otentik dari istilah 

"prapenuntutan". Tujuan dari suatu penafsiran untuk memastikan tentang arti 

(vim ac polastem) putusan keheudak dari pembentuk unduag-undang, seperti 

yang telah dinyatakannya di dalam sesuatu · rumusan undang-undang". 

Meskipun tidak ada penafsiran secara otentik terhadap istilah "prapenuntutan", 

dalam beberapa Pasal yang terkait dapat dijadikan acuan untuk 

menginterpretasikan prapenWltu!an diantatanya Pasal8 ayat (2), ayat (3) huruf 

a dan b, Pasal!IO ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Plisal 138 ayat (1) dan ayat 

~2 Andi Hatttr.g}J, op.cit., him, 154. 

" Sceojono Souto dan Sri Manudj~ /uc. cit. 

« G.A. van Hamel, Inleiding lot de s!Udie van heJ Nederland Strafrecht (Haadem : Tjeenk 
Wlliink&Zoon, 1953) hlm. 129 sep<rti dikutip oleh P.A.P. lamintango Kilab Und(lJfg-Undang 
HuAwn Acaro Pidana Dengan. Pembaha.san Secara Yuridis Menurut Yurisprndensi dan flmu 
PengeUJhuan Hukum Pidana, Cet.Pertama (llandung : Slnat l3arn. 1984) hlm.6. 
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(2). !Cenyataan ini mernerlukan pernahaman yang sama dan komprebenslf dar! 

lembaga penyidik dan penuntut umum terhadap subs!al!s! darl lstilah dan 

lembaga prapenuntutan. Atas pemahaman substansi prapenuntutan tersebut, 

maka dapat ditetapkan ruang lingkup, arab dan batasan koordinasi lredua 

lembaga (kepolisian atau kejaksaan) pada tahap prapenuntutan dan akbimya 

menjadikan proses bukum yang adil (due process of law) sebagai kerangka 

berpiklr dan kerangka beketja darl penegak hukum pada tahap prapenuntutan. 

Melalui penafuiran tatabahasa alan gramatikal (grammatical 

interpretation) dan atau penafuiran menurut tujuan (telealagical interpretation) 

bahwa pengertian prapenuntutan adalah wewenang penuntut umum untuk 

melengkapi berkas perkara basil penyidikan dengan cara melakukan 

penyidikan tannhahan oleh penyidik berdasarkan petunjuk darl penuntut Ulnum. 

Dengan kala lain, prapenuntutan merupakan wewenang penuntut umum untuk 

melengkapi berlres perkara basil penyidikan dengan cara memberikan petunjuk 

kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tannbehan45
. 

Prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalarn arti sempit 

(pakara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 

Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut 

umnm untuk memheri petnnjuk dalarn rangka penyempuruaan penyidikan oleh 

penyidik. Memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan 

penyidikan seperti dalam hukam acara yang lama (IDR) termasuk penyidikan 

lanjutan". 

Sedengkan Martiman Prodjohamidjojo menggambarkan tentang 

pengartian prapenuntutan yaitu wewenang dari penuntut UlflU!D. Apabi!a 

setelah menerima dan memeriksa berlres perkara darl pihak penyidik atau 

penyidik pernbantu dan berpendapal bahwa hasil penyidikan itu beiU!D lengkap 

den sempuma, maka alas dasar itu penuntut umum harus segera 

mengembalikannya kepada penyidik dengan diserta petunjuk-petunjuk 

" R M. A Kullal, P•nerapall KUHAP Dalarn Praklik Hukwn, Cet. Ketiga, (Malang : 
UniV<ltsitas Muhamadiyyah Matang, 2003) blm. 238. 

116 And! HamzahJ op. cit. 
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seperlunya (Pasal 14 KtJHAI>), dalatn hal ini penyldik segcta melakukan 

penyidikan tambahan sesuai dengan jletunjuk yang <liberikan penuntut umum 

(Pasal 110 ayat 3 KUI!AP), dan apabila penuntut umum dalam waktu etnpal 

betas hari tidak mengembalikan hasil penyidikan !ersebut, maka dianggap 

selesai (Pas a! II 0 ayat 4 KUI!AP) dan hal ini herarti pula bahwa tidak boleh 

dilakukan prapenuntutan 1ngi47
. 

Prapenuntutan .adalah wewenang penuntut umum untuk memperniapkan 

penuntutan yang akan dilakukannya dalam suatu perkara, dengan cara 

mempe!ajart atau meneliti herkas pedcara basil penyidikan, guna menentukan 

apakah basil penyidikan tersebut telah memennhi persyaratan penuntutan, atau 

bedcas perkara tersebut perlu dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk 

untuk melengkapi basil penyidikan, agar basil penyidikan ternebut memenuhi 

syarat penuntutan"'. 

Penyerahan berkas pedcara tahap pertama dilakukan oleh penyidik 

dengan seeara nyata dan fisik menyampaikan berkas pedcara kepada penuntut 

unmm, dan penuntut umum pun secara nyata dan flsik menerimanya dari 

penyidik. Namun sekalipun telah terjadi penyerahan nyata dan fisik herkas 

perkara kep.ada penuntut umum, undang-undang (KUI!AP) helum menganggap 

penyidikan Ielah selesai. Bisa saja herkas perkara dikembalikan kepada 

penyidik karena dianggap belum lengkap dan pemeriksaan penyidikan belum 

mencapai titik penyelesaian. ltu sebabnya penyerahan herkas tahap pertama 

disebut "prapenuntutan"49
• 

Melalui lembaga prapenuntutan dapat diselenggarakan koordinasi kerja 

antara Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga ini merupakan "daerah perbatasan" 

antara wewenang penyidikan dan penuntutan50 
• 

., Martiman Prodjohamidjojo sebagaimano dikndp Hamra! Hamid dan Harun M. Huscin, op. 
cit., h1m. 151. 

48 Hamrat Hamid dan Hatnn M. Husein. op. cit., hlm. 152. 

49 M. Yah.yaHarahap, op.cit, hlm. 378. 

50 Mardjono ltebodiputro1 op. cir., b1m. 94. 
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Dalam prosesnya, untuk memasuki SJ>J> di Indonesia pertama haruslah 

melalui tahap pra-adjudikasi, ~tahap di mana letak prapenuntutan betada, 

sehingga hubungan koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan sangat 

diharapkan mempunyai korelasi positif bagi terwujudnya prinsip proses hukum 

yang adil (due process of law), yang tidak banya mencakup penerapan terhadap 

aturan perundang-undangan (fonnil) yang dianggap adil, narnun juga meliputi 

jarninan dari kekuasaan (tugas dan wewenang) pada tahap pra-ajudikasi 

(penyidikan dan penuntutan) terhadap hak-hak dari warga negara (baik 

tersangka maupun korhan). 

F. Metode Penelltlan 

Metode penelitian diperlukan guna mengnmpulkan bahan-bahan yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada butir B 

sebelumnya Adapun metode penelitian yang dignnakan terdiri dari sistematika 

sebagai berikut : 

1. Metode Penelltlan 

Mengacu pada permasalahan penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis norrnatif, dengan 

pertimbangan bahwa penelitian ini bertitik tolak pada penelitian terhadap 

tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum dan advokat dalarn pra­

ajudikasi~ Selanjutnya hubungan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam 

prapenuntutan sebagai penghubung kedua lembaga tersebut, yang juga 

terkait dengan advokat dalarn menjalankan fungsi bantuan hukum pada 

proses peradilan pidana yang didukung dengan wawancara. 

2. Jenls dan Somber Data 

Penelitian ini menggnnakan sumber data sebagai berikut : 

a Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum dan 

advokat serta kaitannya dengan prapenuntutan dan priusip proses hukum 

yang adil (due process of law)~ Literatur yang digunakan diperoleh dari 

buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan 

terkait lainnya. 
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b. !Jata l'!imet dipeto!eh mela!ui kegiatan wawancara dengan pihak-pihak 

terkait dalam penelitian in~ yaitu Polisi; Jaksa Penun!ut Umum dan 

Advokat yang mempunyai pengalaman tentang rnasalah yang akan 

diteliti da!am tesis ini. 

3. Penyajlan dan Anallsls Data 

Data sekunder dan data primer yang dipero!eh lalu disusun secara sisternatis 

untuk dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk 

memperoleh analisis dan cvaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan 

komprehetlSif untuk mendapat kejelasan dan jawaban atas permasalahan 

pada penelitianlni. 

G. Slstemattka Penullsan 

Pene!itian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut : 

BABI 

BAB2 

BAB3 

PBNDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai Jatar belakang permasalahan, 

rumusan permasalahan, tujuan penelltian, kegunaan penelitian, 

keraagka teori, kerangka konseptual, dan metode yang digunakan 

da1am penelitian ini s~rta sistematika penulisan penelitian. 

TINJAUAN MBNGBNAI HUBUNGAN ANTAR PIHAK PADA 

TAHAP PRA-AJUDIKASI DAN KAITANNYA DENGAN 

PROSES HUKUM YANG ADIL 

Dalarn bah ini dibahas mengenai konsepsi hak asasi manusia 

(HAM), prinsip proses hukum yang adil {due process of law) dan 

kaitaanya dengan tahap pra-ajudikasi pada sistem peradiian pidana 

(SPP) serta hubungan antar pihak pada tahap pra-ajudikasi 

ANALISIS TERHADAP TUGAS DAN WEWBNANG 

PBNYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN ADVOKAT DALAM 

LBMBAGA PRAPENUNTUTAN 

Bah ini memhahas mengeuai basil penelitian terhadap tugas dan 

wewenang letnbaga penyidik dan penuntut umum dalam 

pemahamannya tethadap koordinasi antar kedua lembaga tersebut 
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dalam prapenuntutah serla advokal dalaln peranan bantuan hukum 

torkait dengan proses hukum yang adi! (due process of law) serta 

model hubungan pada tahap pra-ajudikasi 

BAB IV PENUTUP 

Bah ini merupakan bab terakhir yang menyampaikan kesimpulan 

dati permasatahan yang diutarakan dalam penelitian dan saran yang 

mungkin berguna dalam praktik dan pembaharuan hukum, 

khususnya hukum acara pidana eli Indonesia 
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TINJAUAN MENGENAl HUt!UNGAN ANTAR PlliAKl"ADA TAHAI' 

l"RA-AJUDIKASll>AN KAITANNY ADENGAN PROSES HUKUM YANG 

ADIL 

A.Due Process Of Law {Proses Hukum Yang Adll) Dan Kaltannya Dengan 

Knnsepsl Hak Asnsl Manusla (IJIIJll) Sebagal Perwujudan Negara Hnkum 

Dllndauesla 

Cita negara yang berdasarkan hukum (rechtsidee), telah menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dMi perkembangan gagasan k:enegaraan Indonesia. Hal 

tersebut dapat dilihat dari penegasan dalam koastitusi (Undang-Undang Dasat 

Negara Republik Indonesia tahun 1945) bahwa negara Indonesia berdasar atas 

bukatn (rechtsstflat), tidak berdasarkan keknasaan belakn (machtsstaat). Di 

Bropa Kontinental, konsep negara hulrum menggunakan istilah Jerman, yaitu 

"rechtsstaaf'. Sedangkan dalarn tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukurn 

menggunaknn istliah "the rule of law'. Prinsip the rule of law mendasarkan 

pada pandangan bahwa setiap tindakan negara (kekuasaan) barus 

mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan yaitu landasan kegunaan 

(doe/matigheid) dan landasan bukum (rechtmatigheid)51 

Prinsip pokok negara bukum (rechtsstaat ataupun the rule of law) yang 

merupakan pilar utarna penyangga berdlri tegaknya suatu negara modern 

selringga dapat disebut sebagai negara bukum dalarn arti yang sebenarnya 

menurut Jimly Asshiddiqie dlpersyaratkan autara lain, yaitu adanya 

perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) dau berlakunya 

due process ufl<rnf'. 

" Jilnly Asshlddiql~ "Cita Negara Hukum Tnd""-'Sia Kontemporer," (Orasi !lmiah 
disa!lljlailwt pada Wisuda Sllljana Hukum Palrultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 
Marel2004) hlnL!. 

"Il>ld. blm.3. 
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t. l'erllndungan HAM denganjamlnan hukum 

l'erlindungan HAM secara konstltusiottal dengan jamirum bukum bag! 

tnntutan penegakannya tnelalui ptoses yang adiL l'erlindungan terhadap HAM 

tersebut din:msyarakatkan secara luas datam rangka mempromosikan 

penghormatan dan perlinduogan terhadap bak-bak asasi manusia sebagai ciri 

yang penting suatu negara hukum yang demokratis. HAM (human rights) oleh 

masyarakat di dunia secara universal diartikan sebagai "those rights which are 

inherent in our nature and 'Without which we cannot live as human beint''>3
. 

Mengacu pada pengertian terse but, HAM merupakan hak negatif (negative 

righ() karena sifatuya yang kodra!i dan universal. Setiap manusia sejak 

kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat 

bebas dan asasi Atus dasar tersebut pandangan manusia tentang HAM yang 

melekat pada dirinya sejak lahir tidak banya menyangkut tnntutan untuk diaku~ 

tetapi juga periiaku yang harus pula mengakai dan menghonnati HAM orang 

lain. Menurut Muladi perihal HAM pada dasarnya paling sedikit terdapat 4 

(empat) kelompok pandangan sebagai berikut: 

a. Pandangan yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal. Pandangan ini 

tidak menghargai sarna sekali profil sosial budaya yang melekat pada 

masing-masing bangsa. Pandangan ini disebut universal-absolut. 

b. Pandangan yang melihat persoalan HAM sebagai masalah universal, 

namun demikian perkecualian (exceptions) yang didasarkan atas asas-asas 

hukum internasional tetap diakui keberadaanoya. Pandangan ini disebut 

universal-relatif. 

c. Pandangan yang melibst HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa. 

Pandangan ini disebut partikulatistik-absolut. 

d. Pandangau yang melihat persoalan HAM disamping sebagai masalah 

lmiversal juga merupakan masalah nasional masing-masing negara. 

llerlakunya dokumen-dokumen intemasional hatus diselaraskan, 

disetasikan dan diseimbangkan serta metnperoleh dakungan dan tertanam 

53 Muladi. Hak Asasi Man usia, Po/ilik Dan SJstem Peradilan Pi dana, Cet. Kedua (Semarang : 
l!adan Penerblt Unlmsltas Dlpollegoro, 20o:l) him.!. 
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(embedded) da1am budaya bangsa. l>andanganlnl tldak sekedat aeferudf, 

tetapi juga secara aktif berusaha mencarl petUmus!IJl dan pembenaran 
(vindication) tentang karaktet:istik HAM yMg dianut. l'Mdangan inl 

disebu! partikularlstik-relatif." 

Indonesia termasuk yang menganut pandangan partikularlstik -relatif, 

dengan berusaha nntuk menemukan titik dialogis diantara empat pandangan 

terhadap HAM sebagaimana telab dije!askan alas dasar Pancasila dan UUD 

1945 (konstitusi}, tanpa mengesarnplngkan substansi dari dokomen-doknmen 

intet'lll1Sional tentang HAM. Bag! bangsa Indonesia HAM sebagal pemikiran 

dan sehagal paradigma permasalablUI HAM telab menjadi perdaha!an pada 

perumusan UUD 1945. Pemuatan esensi dari HAM da1am tJUD 1945 
• 

merupakan konklusi dari kompromi dan konsensus dari berbagai pandangan 

tentang HAM. Atas dasar asas kekeluargaan hak-hak asasi warganegara barus 

selaras, serasi dan seirnhang dengan kewajiban warga negara, sehingga teJjadi 

interaksi dan interelasi antara bak-hak asasi manusia (human rights) dan 

kewajiban asasi manusia {human duties and responsibilities).55 

Terlepas dari pandangan-pandangan terhadap HAM sebagnirnana Ielah 

dijelaskan, dalarn hal terbentuknya nagara dan demiktan pula penyelenggaraan 

kekuasaan suatu negara tidak bnleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan 

hak-hak asasi kernanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan 

penghol111lltan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat 

penting dalarn setiap negara yang disebut nagara hukum. Jika dalam suatu 

negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sangaja dan 

penderitaan yang ditimbulk:annya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara 

yang bersangkutau tidak dapat disebut sebagal negara hukum dalam arti yang 

sesungguhnya 56 

"Ibid. hlm.3 dan 4. 

55 Jbtd, 

56 Jimly Asshiddiqie,loc.cit. 
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2. Berlakunya due process of law 

Berlakunya due process of law, yaitu segala tindakan (petttetintahan) ho_rus 

didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis (asas 

legalitas) yang menghendaki setiap perbuatan atau tindakan harus didasarkan 

atas aturan atau 'rules and procedures'51
. Sebagai suatu istilah1 '"due process of 

law" oleh Mardjono Reksodiputro ditetjemahksn dongan istilah "proses hukum 

yang adil", suatu istilah yang sangat populer diperguaakan dalam merangkum 

eita hukum acara pidana". Se\langkan Harkristuti Hatkrisnowo menetjemahkan 

due process of law dengan istllah "proses yang adil menurut hukum"59
• 

Menurut Mare Tobias dan R David Peterson bahwa "due process of law" is 

the frame work upon which the system of ordered justice is build ... "." Artinya • 

"due process of law" merupakan kerangka keija untuk memastikan bahwa 

keadUan akan tercapai dalam suatu sistem peradilan pidana. 

Bmbtio dati kelahiran "due process of law' bernrula dati Jnggris, 

berdasarkan dokumen Magna Charta 1215, yaitu dokutuen yang membatasi 

kekuasaan raja dan bangsawan-bangsawan yang kejam terhadap rakyatnya. 

Jobn Lackland merupakan raja lnggris yang ketika itu Ielah mengalami 

kelelaban perang di Bropa yang berkepanjangan (saat itu kekuasaan penguasa 

atau raja yang absolut dengan kegemaran berporang tanpa menghiraukan akibal 

menyengsarakan rakyatnya). !a secara teq>aksa harus menandatangani Magna 

Charta pada tanggal 15 Juni 1215 yang selain berisi pembatasau kekuasaan 

raja dan pungutan pajak yang sernena-mena, juga memuat antara lain ketentuan 

tak seorangpun bn1eh ditangkap, diasingkan, dirampas harta kekayaannya, atau 

51 Jimly Asshlddiqie, op. dt., Wm,4 dan 6. 

38 Mardjooo Reksodiputro, op.dt .• hlrn.27. 

" l!atkristoti Hatlirimowo, "Rtkonstruksi Konsep Pemidanaan ' Suatu Gugatm terluulap 
Proses Legislasi dan Pemirulaan di Indonesia , " (Oras! llnllith disampaikan pada Upacara 
Pengukuhm Guru Besar Te!ap da!am !lmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
Depok, 8 Maret 2003) blm.6. 

6ll Marc Weher Tobias dan R. David Peterson. PnHn'al Criminal Procedure, A Sttrvey of 
C<>nslil"'lonal Rig/14, Otar1es C. Thomas, publisher, Springfield Illinois, seperli dikutip oleh 
tuhnt MP. Pangaribuan, Lp;y J!Jdges dan Hakim Ad Hoc : Sttatu Studi Teorlffs Mengenal Sfslem 
Peradilan Pidona Indonesia, Cet Pertama (Jakarta : Program Pascasarjana Pab:lt.as Hukutn 
Universitas Indonesia, 2009) blm.57. 
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debgan cara aJllljlUn diperkosa hak-haknya kecuali alas dasar peraturan hukurn 

atau putusan pengadilan'I 

Dokurnen itu sendiri tidak ada kaitannya dengan k:ebebasan individu warga 

negara. Magna Charta rnerniliki dua simbol penyelesalan konstitusional. 

l'ertama, Magna Charta rnembatasi kekuasaan negara. Sebah pada waktu itu, 

raja adalah penronifik:asi dati negara. Raja herdaulat mutlak, yaitu kekuasaan 

ada ditangan penguasa yang diangkat secara ilah.i alas semua rakyat (harnba­

hambal-lya) dan raja dapat rnernak!;akau kepatuban mutlak terbadap rakyatnya 

serta lcakuasaan tersehut tidal< dapat dipersoalkan oleh pera barnba rnaupun 

oleh orang yaog berdaulat lainnya. Kedua, Magna C~arla mengandung 

boherapa perubakau dalarn aturan HAM yang selatna berabad-abad tidak 

pernah disinggung. Misalnya, pada Pasal 40 menyehutkan rl\ia heijanji bahwa 

tidak ada siapapuu yang boleh dipeljualhelikan, bahwa siapapun tidak ada yang 

boleh dilnglcari atau dituada pernberian keadilan atau hak,.haknya" Dengan 

demikian dapat dikatakan prinSip "due process of law' menjadi hagian yang 

tidal< terpisahken dati konsep HAM dan prinsip hukum 

Antaru HAM dan hukum sangut era~ karena sekalipun HAM merupakan 

hak negatif karena sifatnya kodrati dan universal sehingga tidak memerlukan 

pengesahan, namun dalarn kehidupan hermasyarakst, berbsngsa dan bernegara 

yang semakin kompleks, pengaturan secara hukum terhadaP HAM 

(positlvlzation of rights) akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara 

hukum (rechtsstaat ataupun the rule of law). Dalam hal ini hukwn dapat 

herfungsi sebagai sarana untuk mengejawantahken kebijakan-kebijakan 

nasional yang secara alamiah telah disepakati sebagai tnll8ukan untuk 

melakakan modifik:asi sosial (social modification)"-

61 Bambaog Poemomo, Pofa Dmar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pit/ana Dan Penegakan 
Hukurn Pidana. Bdisi Kedua, Cet. Pertmna, (Yogyalwta; Liberty, 1993) hlnL53. 

u Gtofltey Robertson~ Kejaharan Terhadap Kemamuiaan : Pet;juangan Untuk Mewujudkan 
Keadilan Global (Crimes Against Hwnanfty: The: Struggle For Global Justice) editor Suhartono 
(Jakarta ; Komls! Naslorud llak Asasi Mmusi., 2002) hlm.4 dan 5. 

H MufudJ) op. ell., blm.6 
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Secara allllniah terbuktl bahwa pendeka!all dari alas ke bawab (top doWtl) 

dan sebaliknya dar! bawah ke atas (bottom up) harus dilakukan dan istilah 

modifikasi meruJlakan kompromi un!uk menetralisasikan kelemahan fungsi 

hukum baik sebagai alat kontrol sosial (law as a tool of social cantrol) maupun 

sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Dalam istilah 

modilikasi sosial ini keselarasan, kesetasian dan keseimbangan antara 

kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara harus 

selalu dijaga 64
• 

Spirit on harmony lersebut barns diterapkan kasus per kasus dengan selalu 

mernpethitungkan bobot petmasalabannya masing-masing. Dengan demikian 

belum tentu kepentingan pribadi haru selalu dikalabkan dengan pertimbangan 

kepentingan umum". Kepenlingan umum dalam hal ini yaitu kepentingan 

negara (staatsbelang), kepentingan masyarakat (maatschappelijk belong) dan 

kepentingan prihadi (particuleir belang)'•. 

Disamping masib banyaknya kelemaban dan tan!allgan, banyak pula 

kekuatan dan peluang yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk 

mengimplementasikan pemikiran partikularistik-relatif sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya. Beberapa faktor yang membetikan peluang antara lain sebagai 

berikut pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara hukum, yang 

berkehendak untuk monegakkan asas-asasnya berupa legalitas formal maupun 

materiil, perlindungan HAM dan peradilan bebas. Kedua, penernpa!all 

pembangunan bukum sebagai salab satu bidang pembangunan tersendiri dan 

tidak lagi menjadi bagian dari pembangunan politik. Kemandirian 

pembangunan hukum tersebut menggambarkan keinginan politik yang 

merupakan bagian dari kebijakan negara yang bernaaba mentranformasi tipe 

hukum yang dianut secara tuntas, dari tipe hukum yeng represif (represivelaw) 

"Ibid 

65 lbld 

" Proyek Kdjii.Sama Unl""'""" llasanttdin dmgan Kl;labaan Agung Rl, Slmposlum 
Masalah-MasalahAsas Opportunitas. (Ujang Pandang, 19&1) him. 59. 
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kearah hukum yang otonom (otonomous law) dan sejauh tnungkln tnencapa! 

talmpan hukum responsif (responsive law)"'. 

Dalam perspektif hukum responsif, hukum :yang baik seharusnya 

menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, 

mempunyai kompenteusi sekaligus adil yang tnampu mengidentiflkasi 

keinginan masyarakat dan berkomitmen terhadap tercapainya kcadilan 

substanril'". Hukum responsif meusyaratkan suatu masyarakat yang memiliki 

kapasitas politik untuk menyelesaikan permasaluhan-permasalabannya, 

menetapkan prioritas-prioritasnya dan membuat komitmen-komitmen yang 

dibutuhkan. Hukum responsif bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan. 

Pencapaiannya bergantung pada kemauan dan sumbet daya dalatn komunitas 

politik dengan menfusilitasi tujuan masyarakat dan membangun semangat 

untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan69
. 

Lahirnya konsep HAM yang didasarkan pada prinsip "due process of law' 

yang berkembang dan mempengaruhi sistem hukum dan keta!anegaraan 

hampir negara-negara di seluruh dunia. Demikian pula pengaruhnya dalam 

organisasi dunia dengan menghasilkan konvensi~konvensi intemasional dalam 

bentuk dokumen-dokumen intemasiouat. 

Sebagian dari dokumen tersebut dikeuat dengan istilah "the international 

bill of human rights". Yang dimaksudkan dengan "international bilf' 

merupakan 4 (empat) dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (disingkat PBB) 

yang terdiri dari Universal Declaration of Human Rights ( diterima oleh Sidang 

Umum PBB pada tanggai 10 Desember 1948, International Covenant on 

Economic, Social and Culturol Rights (diterima pada tanggal 16 Desetnber 

1966 dan berlaku pada tanggal 3 Janusri 1976), International Covenant on 

Civil and Political Rights (diterirna pada tanggal 16 Desember 1966 dan 
berlaku 23 Maret 1976), dan Optional Protocol to the International Covenant 

111 Muladl, op.cil .• hhn.1. 

" Philippe Nonet dan Philip Selmiek, Hulnun Respons!f (Law and SocteJy In Tmmlflon : 
Towrd Ile.>JWI13ive Law). Diterjemahkan ol<h Raisnl Mottaqiw, Cet P<riama (llandung : 
Nusamedia, 2007) h!m.84. 

"Jbld, hlm.t25. 
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on Civil and Political Rights ( diterima pada tanggal 16 Desembet 1966 dan 

berlaku pada tangga! 23 Maret 1976)70
. Pri!lSip "due process of lmv' diilcuti 

dengan menjadikannya sebagai hak konstitusional (hak-hak pokok warga 

negara) dan prinsip hukum serta menjadi bagian dari konstitusi negara 

bersangkutan, misalnya di 1nggris "Magna Charta" (1215), eli Prancis 

"Declaration des droits de I" home et du citoyen" (1789), di Amerika Serikat 

"Bill of Rights" (1791) dan Amandemen Keempat, Kelima dan Keenam dalarn 

Konstituse1
. Karena itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan 

penemuan prinsip hukum HAM "due process of law' telah membawa suatu 

revolusi hukum atau suatu perubahan sosial yang besar. Friedman 

mengarnbarkan : 

.. . the due process revolution grows out of a specific tradition, the 
American constitutional experience ... The 'due process of law revolution' 
is therefore the product of social change. Artinya, revolusi proses bukum 
yang adil berkembang sarnpai keluar tradisi hukum yang khusus, 
pengalaman Konstitusional orang Amerika ... revolusi proses hukwn yang 
adil oleh karenanya basil dari perubahan sosial72

. 

Dengan demikian, due process of law baik sebagai konsep HAM maupun 

sebagai proses yang berkeadilan dalarn prinsip hukum Ielah membawa dampak 

yang besar dan luas pada penegakan hukum khususnya sistem peradilan 

pidana. Melalui due process of law diyakini tujuan dari peradilan pidana itu 

yakni keadilan akan lebih mudah dapat dicapai73 

70 Mardjono Reksodiputro, op. cit., hlm.2. 

11 Ibid., hlm.29. 

72 Lawrence M. Friedman, Total Justice, (New York : Rnssell Sage Foundation, 1994) hlm.5, 
seperti dikutip oleh Li.J.hut M.P. Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis 
Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cet. Pertama (Jakarta : Program Pascasaijana 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009) hlm.59. 

73 Luhut M.P. l'angaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai 
Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cet. Pertama (Jakarta : Program Pascasatjana Faku1tas 
Hokum Universilas Indonesia, 2009) hlm.6l. 
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B. Cakuplltl Ptoses Hukmn Y lltlg Adll 

Sebagai suatu istilabJ'due process" mengandung pengertian "the conduct 

of legal proceedings according to established rules and principles for the 

protection a>Jd enforcement of private rights, including notice and the right to a 

fair hearing before a tribunal with the power to decide the case"14
• Artinya, 

pengaturan dari cara beke!janya hukwn rnenurut aturan-aturan dan prinsip­

prinsip yang telah ditentukan untuk rnelindungi dan menegakan bek-bak 

pribadi, termasuk pembertlahuan dan bek didengar secara adil sebelum 

pcngadilan yang dengan kekuasaannya memutuskan perkara. Pengertian "due 

process" sama dengan pengertian "due process of law' dan "due course of 

law'. Frase "due process of law' mengandung pengertian yang sama pula 

dengan "by the law of the land'' sebagai klausul dalam dokumen Magna 

'Charta. 

Unsur-unsur dasar dari ~'due process" yaitu "notice, hean'ng, councel, 

defense, evidence and a fair'and impartial court". (pemberitahuan, mendengar 

tersangka dan terdakwa, bantuan hukum, pemhelaan pembuktian dan 

pengadilan adil dan tidak memibak) yang dijelaskan sebagai herikut : 

Notice: 

Pemheritahuan terhadap tersangkafterdakwa mengenai tudnban yang 

disangkakan kepadanya guna mempersiapkan diri untuk mengadakan 

pemhelaan atas sangkaan tersebut. 

Hearing: 

Hak untuk didengar pendapatlketerangan tersangka/terdakwa dalarn keperluan 

penyarnpaian terhadap keadaan diriuya yang terkait deugan tuduban dan hal 

yang dialaminya sebagai bentuk pernhelaan terhadap bek-haknya. 

Councel: 

Pada setiap tingkatan penanganan kasus terbadap tersangkalterdakwa tidak saja 

memiliki bek untuk hadir dalam pemeriksaan melainkan juga memperoleh 

bantuan hukum untuk mengemakakan hak-haknya melalui penasihat hukum. 

14 Henry cantpbetl !Jtnck, Black's Law Dictionary1 Seventh Edition) (Sl Paul : West 
l'ub!isblllgCo,l999)hlm.516. 
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Defence: 

Untuk kepentingan membe!a diri, tersangka/terdakwa berbak untuk 

mengajukan pembelaan. 

Evldence: 

Harus dipenuhinya bukti-bukti yang lengkap dalam hal menyatakan kesalahan 

terhadap seseorang. 

A fair and impartial court : 

Tata cata peradilan tidak boleh melnihak dan adanya dengar pendapat ulang 

(rehearing) sebelurn hakim memutuskan dalarn persidengan yang terbuka 

untuk unrum dan kemungkinan koreksinya. 

l3ila bukum tidak melindungi individu (beserta bak-baknya) dari 

kekuasaan (negara dan alat-alat perlengkapannya), rnuku akan timbul 

kekuasaan yang sewenang-wenang. Hak-bak asasi yang melekat pada individu 

rnenimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi individu-individu 

tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari 

negara atau aparatnya. "Due process" menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari pengaruh dan konsep HAM sebagai salah satn pilar penyangga dari doktrin 

dasar negara hukum. Pengaruh ini Ielah dimulai dari waktu yang eukup lama 

sampai dengan saat ini. Pengaruh ini juga berakibat antara lain pada batas-batas 

yurisdiksi suatu negara bisa menjadi relatif, karena sifat HAM yang universal". 

C. Dlakomodaslnya Prlnslp Proses Hukum Yang Adil (Due Process Of Law) 

DalamKuhap 

Diundangkannya hukwn acara pidana nasional melalui Undang-undang No. 

8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209 lenlllng Undang-undang 

Hukum Acara Pidana atau Kitab Undaag-undaag Hukum Acara Pidana (selanjutnya 

disebut KUHAP) merupakan salah satu bentuk peljuangan panjang rnasyarakat, 

kbususnya masyarakat hukwn Indonesia untuk rnemperoleh hukwn acara 

pidana nasional yang lebih manusia dan lebih memperhatikan hak-hak 

tersangke dan terdakwa sebagai pettgganli HlR atau het Herziene ln/andsch 

"Luhu! M.P. Panglltlbuan, op. elf., hlm.57. 

UnlvetsHaslndonesla Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 2009



Reglement (Staalsblad 1941 Notnor 44) yang dibet!akukatt berdasatkan Pasa! 6 

ayat (I), Undang-Undaeg No.I Drt. tahun 1951 den peraturan sebe1ntnnya 

yaitu IR atau het In/andsch Reg/ement (Staatsblad 1926 No!nOr 559)." IR yang 

digantikan lllR pada pokoknya merupakan prodak ko!onia! yang ditujuknn 

untuk kepentingan melanggengkan keknasaan projajah di Hindia-Be!anda 

(Indonesia saat ini) yang dilaksanakan dengan cara-<:ara yang menindas bak­

hak rakyat Indonesia. 

Demikian pula dalam peijalanan sejarah kebangsaan setelah proklarnasi 

kemerdekaan Indonesia 17 Agnstus 1945, lllR tetap menjadi pedoman beracara 

(perkara pidana) dan dalam menjalankan ptosesnya masih saja dipengaruhi 

oleh semangat penindasan terhadap warga negara sendlri. Dengan mengambil 

HIR sebegai huknm acara pidana makn telah mengambil a1ih pula semua 

kekurangan dalam perlindungan terhadap hak-hak tersangkn dan terdakwa pada 

proses peradilan pidana, hal ini bertentangan dengan landasan idiil negara 

Indonesia sebegai negara hukum 

Beberepa hal pembeda antara KUHAP dan HIR antara lain adanya 

pengaturan dalam KUHAP mengenai bantnan hukum didalam pemeriksaan 

oleh penyidik dan penuntut umum, hal mana tidak diatnt dalam HIR, demikian 

pula mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya 

dalam HIR. Dengan lahimya KUHAP tnjuan unifikasi dan kodifikasi hukum 

acara pidana telah tercepai. Sehagai pembeda lainnya antara KUHAP dengan 

hukum acara pidana pendahulunya yaitn di dalam KUHAP diintroduksi 

pemberian jaminan dan perlindungan terhadep hak asasi manusia, perlindungan 

terhadap harkat dan martahal manusia sehegaimana wajarnya ditniliki oleh 

suatu negara hukum Undang-Undang Dasar Negara Repubh1< indonesia tahun 

1945 menjelaskan dangan togas, hahwa negara Indonesia betdasarkan alas 

bukum (rechtsstaat), tidak betdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal itu 

berarti hahwa Republik Indonesia merupakan nogara hukum yang delnOkratis 

berdasarkan Pancasila sebegai falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tabW11945 sebagal kot1Stitns! negara, menjunjung 

76 Mardjono Reksodiputro, op. cit., htm.lg da!:l 19. 
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tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara hersamaan 

kedudukannya di dalam hulrum dan pemerintahan, serta wajlb menjunjung 

bukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kekecuallan71
. 

Dalam proses perkara pidana memberikan kedudukan hukum acara pidana 

horus menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda terhadap para pihak 

dalam perkara, demikian pula cara mengendalikan kewenangan dalarn perkara 

horus disertai kewajiban memberikan perlindungan terbadap masyarakat 

sekaligus terbadap individu tentang HAM, dan menjarnin juga kelancaran tugas 

bagi ala! perlengkapan negara yang berwenang dalam peradilan pidana 

(penegak hukum) sehingga hukum acara pidana mengandung sifat 

ambivalensin 

Keheradaan KUHAP sebagal dasar heracara perkara pidana dalam 

kehidupan hukum di Indonesia Ielah meniti suatu era hera, yaltu era 

kehangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi 

seorang tersangka dan harapan agar penegakan bukum berlandaskan undang­

undang dalarn mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi 

tersangka tersebut (sebagai bagian dati hak-hak asasi warganegara) diharapkan 

terlaksana sejak seorang ditangkap, ditaban, dituntut dan diadili di muka 

pangadilan yang bebas (independent court) dengan hakJm yang tidak memihak 

(impartial judge) yang terwujud dalarn putusan yang bertanggungjawab79
• 

KUHAP telah meletakkan tujuan dari bukum acara pidana sebagaimana 

dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut : 

Tujuan dati bukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan 
setidak-tidaknya mendekuti kehanaran rnaterill, ialab kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan 
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk 
mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakakan suatu 

1'/lndonesia, Undang-undang Hukum Acara Fidana. atau Kitab Undang-undang Hulwm Acaro 
Pldana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, P~elasan 
Umum. 

18 B!llilbangPoemomo, op~ cfl.,hlm.26. 

"Romli Atmasasmila, op. cll.,hlm.39. 

Universitas Indonesia Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 2009



39 

pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemetiksaan dan putusan 
dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat 
dipersalahkan". · · · · · · · · 

Jelas bahwa Pedoman Pelaksanaan KUf!AP menyatukan antara tujuan dan 

tugas atau fungsi hukum acara pidan>L Pada umumnya pengertian antara tujuan 

dan tugas atau fungsi hukum acara pidana dengan begitu saja dicarnpur­

adukan, karena sulitnya menempatlam posisi kedamaian, kebenaran dan 

keadllan dalam hukum. Hukum yang mengatur tatanan heracara perkara pidana 

tujuannya diarahkan pada posisi untuk meneapai kedamaian, adapun 

penyelenggaraan beracara perkara pidana oleh pelaksana dengan tugas mencari 

dan rnenemukan fakta menurut kebenaran dan selanjutnya mengajukan tunutan 

hukurn yang tepa! untuk mendapatksn penerapan hukum dengan keputusan dan 

pelaksanaannya berdasarkan keadilan. Dengan demikian tugas atau fungsi 

hukum aeara pidana melalui alat perlengkapannya yaitu (I) untuk mencati dan 

menemukan fakta menurut kebenaran, (2) mengadakan penuntutan hukum 

dengan tepa~ (3) menerepkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, 

· dan (4) melaksanakan keputusan seeara adit". 

Seberusnya tujuan hukum acara pidana dari segi tectitis dipararelkan 

dengan rujuan hukum pada umumnya yaitu untuk mencapai 01kedarnaian)t 

dalam masyarakst. Selanjutnya dalarn operasionalisasi tujuan hukum acara 

pidana dari segi praktis yaitu untuk mendapatkan suatu kenyataan yang 

"berhasil mengarangi keresahan dalarn masyarakat berupa aksi sosial yang 

hersifat rasional dan konklusif didasarkan kebenaran hukum dan keadilan 

huk:um"s:z. 

Di dalarn KUfiAP terkandung asas-asas yang mencerminkan pengormatan 

terhadaP keluhuran harkat dan martabat manusia, yaitu : 

w lndonesia, Pedaman Pela/csanpcm Kitab Undtmg-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan 
Mmteri !Cebaldman No. M.01.PW.07.031ahun 1982, Bidang Uwwn Bab I Pendahuluan. 

81 Bambang Pcetnomo. op. cit., blm.29. 

"Ibid .• blm.31. 
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a. perlakuan yang sama alas diri sotiap orang di muka hukum dengan 
tidak mengadakan petnbedaan perlukuan; 

b. penangbpan, penabanan, penggoledahan, dan penyitaan hanya 
dilakukan berdasarbn perintah tertulis oleh pejabat yang diberi 
wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara 
yang diatur dengan undang-undang; 

c. setiap orang yang disangka, ditangbp, ditahan, dituntut dan atau 
dibndepbn di nruka sideug pengndilan, wajib dianggap tidak bersalah 
sampai sdanya putusan pengadilan yang menyatabn kesalahanaya dan 
mempetoleh kekuatan yang retap; 

d. kepeda seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 
alasan yang berdasarkan undeug-undang dan atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapbn wajib diberi ganti 
kerugtan dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat 
penegak hukutn yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya 
menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntu~ dipidana dan 
atau dikenakan hukuman administrasi; 

e. pemdilan yang hams dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya 
rlngan serta bebas, jujur dan tidak memihak barns diterapbn secara 
koasekuen dalam seluruh tingkat peradilan; 

f. setiap orang yang tersangl"Ut perkara wajib diberi kesempatan 
memperoleh bantuan hukutn yang sernata-mata diberikan untuk 
melaksanakan kepentingan pemhelaan alas dirinya; 

g. kepada seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan atau 
penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang 
didakwakan kepadanya, juga wajib diberitallU hanya itu termasuk hek 
untuk menghubungi dan tninta bantuan penasibat hukum; 

h. pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadimya terdakwa; 
i. sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali 

dalam hal yang diatur dalam undeug-undang; 
j. pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 

dila.'<ukan oleh ketua pengadllan negeri yang bersangkutan". 

Menurut Mardjono Reksodiputro, kesepuluh asas yang ditegaskan dalam 

Penjelasan Umum KIJHAl> sebngahnana dijelaskan sebelumnya, dapat 

dibedabn menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus, yaitu : 

Ill lndonesla. Undtmg~undang Hukwn Acara Pfdana atau Kltab Undtmg.undmtg Hukum Acara 
Pidana (11:U1!AP,), UU No. 8 talum 1981, LN No. 76 Tahun 1981, 'I1..N No. 3209, Penjelasan 
UmUln. 
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Asas-asas umum : 
I. perlakuan yang sama di mo:ka hokum tanpa diskrlmll!asl apapUlt; 
2. praduga tidak bersali!h; 
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti 111g1) dan rehabilitasi; 
4. hak untuk meodapat bantuan hokum; 
5. hak kehad~-an terdakwa di mo:ka pengadilan; 
6. peradilan yang be bas dan dilako:kan dengan cepal dan sederhana; 
7. peradilan yang lerbeka untuk !lll1ll11l; serla 

Asas..asas khusus : 
8. pelanggaran alas bak-hak individu (penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang 
dan dilakukan dangan surat perintab (tertulis); 

9. hak sea rang tetllangka untuk diheritahu !en tang persangkaan dan 
pendakwaan terbadapnya; dan 

10. kewajiban ,/lengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan­
putusannya . 

Kesepuluh asas sebagaimana tetab disebutkan tidak dapat dilepnskan dari 

desain prosedur (procedural . de.sign) SPP yang ditata melalui KUHAP. 

Mardjono Reksodiputro merubegi sistem ini dalarn 3 (tiga) tahap, yaitu tabap 

pra-ajudikasi (pre-adjudication) alan tahap sebelum sidang pengadilan, tahap 

ajudikasi (adjudication) atau tahap sidang pengadilan, dan tahap puma­

ajudikasi (post-adjudication) atau tahap setelah pengadilan". 

Menurut P.A.F. Lamintang asas-asas yang dipunyai oleh hukum acara 

pidana itu sendiri antara Jain : 

a. Perlaknan yang sama terbadap setinp orang di depan hukum (gelijkheid van 

ieder voor de wet) yang berarti hakum acara pidana tidak mengenal 

perlaknan yang bernifat khusus bagi pelaku-pelakn tertentu deri suatu 

tindak pidana lforum privilegiantium). 

b. Larangan untuk ''main hakim sendiri" atau dikenal dengan asas verbon van 

eigen ricling, lanpa mengindahkan proses peradilan. 

c. Sikap hakim yang pasif dalarn proses penuntulan alan dikenal dengan asas 

iudex ne precedat ex offici<>, bahwa hakim barus bersifal menunggu sarnpai 

14 Mardjono Reksodiputto, op. cit., hltn.32 dan 33. 

" Mardj0110 llelc;odipu;ro, ep. cit., hlm.33. 
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pejabat yang berwenang melakukan penuntutan yakni penU11lul UII!um 

tnengajukan perkara ke pengadilan. Dalatn babasa Jerman, "wa kein klager 

ilit, ist kein richter', artinya dimruw. tidak ada penuntutan, disitu juga tidak 

ada pekeijaan yang harus dilakukan oleh hakim 

d. Keterbukaan dari suatu proses peradilan (openbaarheid van het proces), 

artinya dalatn prosesnya persidangan dilekukan secara terbuka untuk UII!um 

dan dengan putanan yang diucapkan secara terbuka untuk umum pula. 

e. Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana (onajhankelijkheid 

der rechterlijke macht), dengan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam 

bentuk apapun, baik dari individu maupun penguasa. 

f. Asas oportunitas (apportuniteitsbeginse[) yang memberikan kewenangan 

kepada penutut umum untuk mengesarnpingkan perkara, dalam arti tidak 

mengajukan suatu perkara ke pengadilan, apabila kepentingan UII!um atau 

kepentingan hukum menghendakinya. 

g. Asas legatitas (legaliteitsbeginsel) yang menghendaki kepada semua pelaku 

tindek pidana, tanpa k""uali harus dituntut ke pengadilan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Asas praduga tidak bersalab (presumption of Innocence) yang rnenghendaki 

seseorang harus dianggap tidek bersalab sampai kesalabannya dinyatakan 

Ielah terbukti dan diputus oleh pengadilan berdasarkan putusan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)." 

Selain asas-asas sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP, M. 

Y ahya Harabap mengernukakan pula asas-asas hukum acara pi dana sebagai 

berikut: 

a. Prinsip legalitas, babwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tnenjunjung 

tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersatnaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintaban serta wajib menjunjung 

tinggi hukum dan pernerintahan tanpa terkecuali 

"P.A.F. Lamint"'l!, op.ct., blm.30 dan 31. 
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b. J>rinsip keseimbangan, bahwa dalam setiap penegakan bukum barus 

berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia deugan perlindungan terhadap 

kepentingan dan ketertiban masyarakat. 

c. Asas penggabungan pidana dengan ganti rugi. Berdasarkan KUHAP hal ini 

merupakan hal baru dalam peradilan pidana di Indonesia, dimana kotban 

lindak pidana dapat menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap 

terdakwa betllamaan dengan pemeriksaan perkara pidara yang sedang 

berlangsung. 

cl Asas unifikas~ diperlukan dalarn usaha peningkatan dar penyempurnaan 

huknm nasional dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum acara 

pidana. 

e. Prinsip diferensiasi fungsionaL deugan penjelasan (clearingfication) dan 

penegasan pembagian/pengelompokkas melalui modifikasi (modif<eation) 

togas dar weweruuig antara komponen-komponen dalarn peradilan pidana 

secara instansional. Penjernlhan dar pengelompokkan tersebut diatur 

sedemikian rupa sehingga tetap terjalin saling korelasi dar koordinasi serta 

terpadu antara komponen satu deugan lainnya dalarn peradilan pidana. 

f. Prinsip koordinasl, pembagian tugas dar wewenang tidak menghalangi 

masing-masing komponen (polis! sebagai instansi penyidik, kejaksaan 

sebagai instansi penuntut umum, hakim sebagai pemutus perkara pidara 

dipersidangan dan lembaga pemasyarakatan sebagai pembina terhadap 

warga lembaga pemasyarakatan yang bertujuan resosialisasl) untuk 

menjalin kerjasama sekaligus tercipta sistem koreksi diantara masing· 

masing komponen peradilan pidana. 87 

Asas-asas yeug dicantumkan dalarn Penjelasan Umum KUHAP dan 

beberapa srujana sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan 

pengakomodaslan prinsip "due process of law' (proses hukum yang adil) 

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yeug harus ditaati dan dilaksanakan 

deugatt pemahaman yeug benar dan Jujur yang terwujud sebagai sikap-batin 

87 M. Yahya llarabap, op.cit .. blm. 33-49. 
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melalu! penerapan hukum acara pldana oleh penegak hukum yang 

menghottnat! hak (serta kewajlban) warga masyarakat". 

D. Sfstem Peradllan Pldana 

Untuk pertama kalinya istilah ''sistem peradilan pidana" {selanjutnya 

disingkat SPP) diperkenalkan dalam "criminal justice science" oleh para ah!i 

bukum pidana di Amerika Serikat parla tahun 1960-an. Kernunculan SPP 

sebagai reaksi le!badap ketidakpuasan terhadap rnekanisrne ke!ja instltnsi dan 

aparatnr penegak hukum Pada masa itu peodekatan yang dlpergunakan dalam 

penegakkan hukum ysitu "hukum dan ketert!han" (law and order)". Romli 

Atnsasasrnita berpendapat hahwa c!ri-ciri pendekatan "hukum dan ketertihan" 

(law and order approach) dalarn peradilan pidana yaitu: 

a. Kepribadian ganda : 
1. Penggunaan hukum sebagai instrumen ketertihan dalarn masyaraka~ 

dan 
2. Penggunaan hukum sebagai pemhatas kekuasaan penegak hukum 

b. Titik berat pada "law enforcement" dimana hukurn diutamakan dengan 
dukuugan instansi kepolisian. 

c. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangatterganlung pada efektifitas 
tugas kepolisian. 

d. Menitnbulkan ekaes diskresi dalam ,~;elaksanaan tugas kepolisian : "police 
bnttaliti'; kolusi; police corroption . 

I. Pendekatan sl.stem 

Pendekatan ''hukum dan ketertiban" dalarn praktik di Amerika Serikat 

Ielah rnengalami kegagalan dlaktbatkan meningkatnya angka kriminalitas 

sehingga muncut gagasan "pendekatan sistem" atau "system approach" di 

da1arn mekanisrne administrasi peradllan pidana yang kemudlan dikenal 

sebagai "criminal jusctice system model"91
. Romli Atmasasmita 

" Mard]Olllllteksodipulro, op. cil., h!m.16. 

" Rooill A!n!asasmlta, op. cit., h!m. 7. 

"Ibid. 

91 lbtd. 
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mengemukakan, cirl-ciri pendekatan "slstem" dalam petll.dilatt p!datta sebagat 

berikut: 

a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidatta 
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). 

b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan olen komponen 
peradilan pidana. 

c. Efektifilctas sistern penaggulangan kejahatan lebih utama daripada ef!Siensi 
penyelesaian perkara. 

d. Penggunaan hukum sehagai instrumeu antuk memantapkan "the 
administration ofjWlticrt"'. 

lstilah '"criminal juctice system" mengartdung pengertian uthe collective 

institution through which an accused offender passes until the accusations 

have been disposed of or the assessed punishement concluded'"'· Altinya, 

kumpulan institusillemhaga yattg menentukan suatu tuduhanlsangkann 

terhadap pelanggarnya sampai dengan tuduhanlsangkaan tersebut diselesaikan 

atau ditetapkan putusannya. 

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa SPP (criminal justice system) 

merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah 

kejahatan94
• Menanggulangi diartikan sehagai usaha untuk mengendalikan 

k«iahatan agar herada dalam hatas-batas toleransi masyarakat. tujuan dari SPP 

dapat dirumuskan sehagai berikut: 

a. Mencegah masyarakst menjadi korban kejahatan; 

b. Menyelesaikan kasus kejahatan ( dengan diajukannya pelake kejahatan ke 

sidang pengadilan den diputus heraalah kemudian menjalankan pidana) 

yang terjadi sebingga masyaraket puas hahwa keadilan telah ditegskkan 

dan yang bersalah dipidana; dan 

·n. Ibid., blm.7. 

"Hemy Gunpbelllllack, op. ell., hlnl. 381. 
94 Mardjono Reksodiputto, op. cit., hltn.S4. 
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c. Mengusahakan agar meteka yang pemah melakukan kejahatm tidak 
mengulangi.lagi kejahatmnya". 

Berdasarkan batasan tentang SPP sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Mardjono Reksodipulro, rnenurut Romli A!masasmita perlu dibedakan antara 

istilah "pengendallan" dan "penegakkan hukum" karena memiliki makna yang 

berbeda. Pengertian "sistern pengendalian" dalam batasan mengenai SPP 

sebagaimana dijelaskan sebelumya merupakan bahasa manajemen yang berarti 

meogendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan, dalam hal ini 

"aspek manajemen" upaya menanggulangi kejahat!ll. Sedangkan SPP diartikan 

sebagai suatu penegakkan hukum (law enforcement) didalamnya terkandung 

"aspek hukum" yang menitikheratkan kepada operasionalisasi petaturan 

peruodang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahat!ll dengan tujuan 

meneapai kepastian hukum (certainry). Di sisi lain pengertian SPP bi!a 

dfpandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait pada 

tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam SPP terkandung 

aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (expediency)". 

2. Slstem dan integrasi dalam proses peradilan pidana 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setidaknya ada 4 (empat) 

komponen yang bekerjasarna dalam sistem peradilan (kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang betdasarkan tujuan dari SPP 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya dibarapkan bekerjasarna dan membentuk 

suatu "integrated criminal justice administration" atau "adminlstrasi peradilan 

pidana terpadu""'. Kata integrated atau terpadu menurut Muladi, sang at 

menarik hila dikaitkan dengan istilah system dalam the criminal justice system. 

Didalam istilah system seharusnya sudah terkandung keterpaduan (integration 

and coordination)"'. Selanjutnya Muladi menyetujui hila penyebutm istilah 

"Ibid., blm.B5. 

~6 Romll Atmasasmita, op. cit., h1tn. 15. 

91 Ibid. 

9
'" Muladi. op.cit.1 blm. 1. 
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tersebut diatahkan untuk lebih tnemberikan tekanan agar integrasl dan 

koordinasi lebih diperbatikan, sebab fragmentasi dalatn sistem peradilan pidana 

nampaknya merupakan disturbing issue di berbagai negara99
. Lebih Ian jut 

Muladi menegaskan babwa integrated dalarn SPP merupakan singk:ronisasi 

yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan yang terdiri dari : 

1. Singk:ronisasi strokl:ural (structural synchronization), keserempakan dan 

keselarasan dalarn rangka mekanisme hubungan antar-lembaga penegak 

hukum 

2. Singk:ronisasi substansial (substantial synchronization), keserempakau dan 

keselarasan yang horizontal dan vertikal dalam kaitannya dengan hukum 

positif. 

3. Singk:ronisasi struktural (structural synchronization), keserempakan dan 

keselarasan dalam menghayati paudangan-pandangan, sikap-sikap dan 

falsafab yang secara menyelwuh dan mendasari jalannya SPP. 100 

Selanjutnya teikait dengan kala ·~erpadu", Muladi mengemukakan, 

penyebutan sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan predikat 

terpadu kiranya sangat berlebihan (overboding), sebab tidak aria slstem yang 

lidak terintegrasi atau terpadu, dengan indikator-indikator yaitu : berorientasi 

parla tujuan (purposive behavior), menyeluruh daripada sekedar panjumlahan 

bagian-bagiannya (who/ism), sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang 

lebih besar (openness), operasionalisasi bagian-hagiannya rnenciptakan sistem 

nilal tertentu (transformation), antar bagian sistem berus cocok satu sama lain 

(interrelatedness), dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian 

secara terpadu (control mechanism). 101 

Ke-empat komponen dalarn sistem peradilan pidana tersebut masing­

masing secara administratif dan instansional berdiri sendiri yang dalam konteks 

Indonesia yaitu : Kepolisian berarla pada instansi Kepolisian Negara Rl (Polri), 

Kejaksaan berarla pada instansi Kejaksaan Agung RJ, pengadilau berada pada 

9
!) Ibid. 

100 Ibid 

101 1bld.,hlm.l19. 
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ittslalisi Mahkatnah AgUng 1U dan Lembaga Pernasyarakatan betada pada 

ittslalisi !Jepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) lU. Melalui 

mekanisme administrasi peradilan pidana yang didasarkan pada pendekatan 

sistem (system approach) seharusnya bagianlsubikomponen peradilan pidana 

(kepolisian, kejaksaan, pengadiian dan iembaga pernasyarakatan) tidak iagi 

menjadi ittslalisillembaga yang berdiri sendiri dan terfragmentasi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya (kekuasaan), melainkan rnasing-rnasing 

merupakan unsut penting dan saling berkait erat antara satu dengan lainnya 

setta terpadu atau integral (integrated) untuk membentuk sistem peradilan 

pidana yang efektif dan eflsien sebagai upaya rasional dalarn menanggulangi 

kejabatan melalui sarana penal. 

Apabila keterpaduan dalarn bekerjanya sistem tidak diiakukan, maka 

diperkitakan terjadi 3 (tiga) kerugian sebagai berikut : 

1. kesukaran dalarn menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing­
masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; 

2. kesulitan dalarn memecahkan senditi rnasalab ( -rnasalab) pokok rnasing­
rnasing instansi (sebagai sub-sistem dart peradilan pidana); dan 

3. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, 
maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh 
dari sis tern peradilan pi dana 102

. 

Dalarn SPP dikenal3 (tiga) bentuk pendekatan yaitu : 

1. Pendekatan normatif 

Pendekatan ini memandang ke-empat aparat penegak hukum (kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai ittstitusi 

pelaksana dart peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ke­

empatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

penegakkan hukum semata-mata. 

2. Pendekatan admnistratif 

Pendekatan ini memandang ke-empat aparat penegak hukum sebagai suatu 

otganisasi manajemen yang mentiliki mekanisme kerja, baik hubungan 

102 Mardjono lteksodiputro, op. eft., htm.85. 
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yang bersifat horizontal maupun yang bers!fat vertikat (interaksi anblr 

berbagai komp<;Jnen atau sub-sub sistem dalam SI'P) sesuai dengan 

struktur organisasi yang berlaku dalam otganisasi tersebnt dengan 

mempergunakan sistem administrasi. 

3. Pendakatan sosial 

Pendekatan ini memandang keempat aparat penegak hukum sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga 

masyarakat secara keseluruhan ikut bettanggung jawab alas keberbasilan 

atau kegagalan dari ke-empat aparat penegak hukum dalam melaksaaakan 

tugasnya. Hasil penerapen hukum pidana harus tnenggambarkan 

keseluruhan basil interaksi antara aturah hukum, praktek administratif dan 

perilaku sosial. Dengan detnildan sistem yang dipergunakan yaitu sistem 

sosia1103 

3. Model proses pldana (criminal process model) 

Mengenai pendekatan normatif, Packer mengemukakan bahwa suatu 

pendekatan pragmatis terhadap pertanyaan mendasar mengeruti tujuan dari 

hukum pidana memerlukan suatu penyelidikan secara umum apakah suatu 

proses pidana mempakan suatu kendali sosial yang memiliki kecepatan tinggi 

atau rendah dan penyelidikan lanjutan yang bersifat khusus mengenai 

kemarnpuannya untuk mengatasi penlaku anti-sosial, bertitik tolak dari kedua 

prasyarat tersebut memerlukan suatu pemahaman mengenai "criminal process~~ 

atau prcses pidana. catanya dengan mengahstraksikan kenyataan dan 

mernbangua sebuah model Model yang hendak dibangun yaitu : 

1. Yang memiliki kegunaan sebagai indeks dati suatu pllihan nilai rnasa kinl 

tentang bagahnana suatu sistem diimplernentasikan; 

"" Geolli:ey Ha:wd Jr., dalam S-rd Kadish. Encydopedlo of Crime andjusrlce, Vol.2, (Tho 
Free Press-Mc.Millian Company, 1983) blm. 450, seper1i dilruil oleh IWmli A!masasl111ta, Sisrem 
Peradifan Pidana Perspeki.if Eksistensiallsme dan Ab.solutisme. CellCedua, (Ban dung : t:llnaclpta, 
1996) hlm. 17. 
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2. Sebuah model yang terbentuk dati usaba u.ntuk membedakan secara tajam 

bukum dalam buku leks dan lriC!lgungkapkan seakurat mungkjn apa yang 

sedang terjadi dalam kehidupan sehari-bari; 

3. Sebuab model yang dapat dipergunakan untuk mengenali secara eksplisit 

pilihan nilai yang melandasi rincian suatu j'criminal processfl atau proses 
pidana. 104 

Bentuk model yang cocok untuk mencapai ketiga hal tersebut yaitu model 

atau modeJ,.nrodel narmatif, yang dibedakannya menjadi 2 (dua) model, yaltu 

crime control model dan due process model. Pembedaan !e!hadap pendekatan 

normatif ke dalam SPP gaya Packer tersebut tidak mutlak, sehingga 

operasionalisasi kedua model tersebut dilandasi pada asurnsi yang ,._ yaitu : 

1. Dalam menetapkan suatu tindakan sebagai tindakan pidana hams lebih 

dabulu ditetapkaa jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan 

seorang tersangka (pelaku tindak pi dana) atau asas "ex post facto ltrni' at au 

asas undang-lllldang tidak berlaku surut Aparat penegak hukum tiak boleh 

menyimpangi asas tersebut; 

2. Diakui kewenangan yang terbatas pada aparat penegak hukum untuk 

melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadaP seorang 

tersangka; 

3. Seorang tersangka merupakan subjak hukum yang harus dilindungi dan 

berhak alas peradilan yang jujur dan tidak memihak.10
' 

Selain itu terdapatjuga perbedann yang tampak dari kedua model terse but 

yaitu nilai-nilai yang dijadikan landasan kOJja kedua model tersebut, 

mekanisme dan tipologinya 

Nilai-nilai yang melandasi crime control model sebagai berlkut : 

I. Tindakan represif terhadapa suatu tindakan kriminal menjadi fungsi 

terpenting dati suatu proses peradilan; 

104 Herbert L. Packer, The Limits of The Crimina/Sanction (CaliftH:nia: Stanibtd University 
Press, !986), seperti dilrutip ol<h Romli Almasasmlta, Sistem Peradilan Pidana Perspeklif 
E/c;isteNSialisme don Ahsolutlsme, Cet. K<doa, (llandung' Binaclpta, 1996) blm. 18. 

tru Romli Attnasasmita. op. ctt., h1m. i9. 
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2. l!fisiensi menjadi perhatian utama yang harus ditunjukan dati suatu 

penegakkan hukum. untuk . menyeleksi tersangka, menetapksn 

kesalal!annya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses 

peradilannya; 

3. Proses kriminal penegakkan hukum harus dilaksanakan berlandaskan 

prinsip cepat (speedy) dan tw1tas (finality) dan model yang daPat 
mendukung proses penegakkan hukum tersebut harus model administratif 

dan menyerupai model manajerial; 

4. Asas "praduga bmaiah" atau "presumption of guilf' akan menyebabkan 

sistem ini dilaksanakan secara efisien; 

5. Proses penegakkan hakwn barus menitikberatkan kepada kualitas temuan­

temuan fakta administratif, dtmana temuan tersebut akan membawa kearah 

pembebasan seorang tersangka dati penuntutan atau kesediaan dati 

seorang tersangka menyatakan dirinya bersalal! (plead of guilty).'"" 

Sedangkan nilai-nilai yang melandasi due process model sebugai berikut: 

I. Model ini hanya rnengutamakan "formal-alijudicative dan adversary fact 

finding:r", yang burarti dalam setiap kasus tersangka hams diajukan ke 

persidangan yang tidak rnernihak dan diperiksa sesudah tersangka 

mernperoleh hak yang penuh untuk rnengajukan pembelaannya. Dengan 

demildan, kemungldnan adanya faktor "kelalaian yang sifutnya 

manusiawi" atau "human error"' menyebabkan model ini menolak 

"informal fact finding process" sebagai cara untuk menetapkan secara 

definitif 1'factual guilt'1 seseorang; 

2. Menekankan pada pencegahan (preventive measures) dan menghapuskan 

sejauh mungkia kesalahan rnekanisme administrasi peradilan; 

3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan 

utama di dalam proses peradiian dan konsep pembatasan wewenang 

formal sangat memperbatikan kombinasi stigma dan kehilangan 

kernerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang 

yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dianggap 

I06fbid 
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sebagal ntenekan (coercive), membatasi (restricting), dan merendahkan 

martabat (demeaning). !'roses peradilan hams dikendalikan agar dapat 

dicegah penggnnaannya sarnpai pada titik optimum karena kekuasaan 

cenderung disalahgunakan atau memilik.i potensi untuk menempatkan 

individu pada kekuasaan yang koersif dati negara; 

4. Bertitik tolak dati nilal yang bersifat anti terhadap keknasaan sehingga 

model ini memegang teguh doktrin legal-guilt yang memilik.i konsep 

pemikiran yaitu seorang dianggap bersalah bila penetapan kesalahannya 

dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki 

kewenangan untuk tugas tersebut dan seseorang dianggap tidak dapat 

dianggap bersalah mesk.ipnn kenyataannya akan memberatkan jika 

perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang 

bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat 

dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalarn konsep "legal­

guilt" terkandung asas praduga tidak bersalah atau presumption of 

innocence. Factual guilty tidak sarna dengan legally guilty; factually guilty 

mungk.in saja legally innocent; 

5. Gagasan persarnaan di muka hukum atau "equality before the law'' lebih 

diutamakan, sehingga pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama 

untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah 

menjarnin bahwa ketidakmampuan secara ekonomi seorang tersangka 

tidak akan menghalangi haknya untuk mernbela dirinya di muka 

pengadilan. Tujuan khusus due process model yaitu sekurang-kurangnya 

melindungi mereka yang secara faktual tidak bersalah (factually innocent) 

sarna halnya dengan menuntut mereka yang factual bersalah (factually 

guilty); 

6. Model ini lebih mengutarnakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana 

(criminal sanction). 101 

Petbedaan lainnya antara crime control model dan due process model 

terletak pada mekanlsme. Crime control model terdiri dati : represif, praduga 

107 Ibid., hlnt20. 
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bersalah (pre~~umption of gu/i{), penemuan fakta secara lnfurmal (informal fact­

fmdlng), kesalahaa faktuallfactual gn/lt) dan efisienst Sedangkan mekanisme 

due process model terdiri dari ; pencegahan (preventive), praduga tidak 

bersalah (presumption of innocl!ltce), ajudikasi formal lformal adjudicative), 

salah secara hukum (/ega/ gni/t) dan efektifitas. 108 

Perbedaan secara tipologi yang dianut yaitu crime control model menganut 

tipe "affirmative modef'. Peogertian "affirmative modef' selalu menekankao 

pada eksistensi dan peuggunaan kekuasaao formal pada setiap sudut duri proses 

peradilan pidana, dan duiam model ini kekuasaan legislatif snngat domioan. 

Sedangkuu due pracess model menganut tipe "negative modef'. Pengertiau 

"negative modef' selalu menekankan peinbatasau pada kekuasaao lbtmal dan 

modifikasi duri penggunaan kekuasaan tersebut. Dalam model ini kekuasaan 

yndika!if yang dominan dan selalu meogacu kepada konstitusi. 109 

Muiadi berpendapat hahwa terdapat kelemahan dari model-model (crime 

control model dan due process model) pada SPP tersebut yaitu crime control 

model berpandangan bahwa tindakau represif sebagai terpen!ing dalam 

pelaksanaau proses peradilan pidana, model ini merupakan bentuk asli dari 

adversary model yang bercirikan yaitu penjahat dilibat sebagai musuh 

masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan dan berpandangan efisiensi 

serta ketertiban umum berads diatas segalanya. Model ini terlalu menjunjung 

tinggi kepentingan negara dan mengorbuukan hak-bek individu. Tujuan 

pemidanaau yakni pengasingan. Sedaogkan due process model tidak 

sepenuhnya menguntungkan karena mendasarkan pada konsep yang 

mengutamakan individu dan pembatasan terhadap kekuasaau aparat sebagai 

pelengkapnya dan bersifat anti-authoritarian values. 110 

Pads dasarnya model pengendalian kejahatan (crime control model) dan 

model perlindungan bek (due pracess model) merupakan baglan dari model 

perlawanan (adversary model) yang menganggap bahwa sistem peradilan 

till Ibid. 

'"Ibid., hlm.2L 

'" Mu'-"'l . ·-~-· 5 liiW, op.cll .• llillL • 
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pidana (SPP) merupakan model peperangan (battle model). Demilcian juga 

modo! kekeluru:gaan (family model) yang berorielllasi pada pelaku tindak 

pidana, padahal disisi lain terdapat korban yang hams mendapatkan perhatian 

serius dan akses perlindungan. 111 

Sebagai suatu sistem, dalam prosesnya peradilan pidana merupakan sistem 

yang terukur deagan indikator-indikator sebagai berikut tingkat pengungkapan 

perkara yang telah <illakukan oleh kepolisian (clearance rate), tingkat 

keberhasilan juksa dalam membuktikan dakwaannya di sidang pengadilan 

(conviction rate), tingkat kecepalan penanganan di dalam SPP (speedy tria[), 

tingkat penggunaan altematif pidana kemerdekaan (rate of alternative 

sanction), menonjol atau tidaknya disparitas (disparity of sentelicing 

peiformance) dan tingkat pengulangan tindak pidana darl pelaku (rate of recall 

to prison). Lebih lanjut Muladi mengemukakan bahwa perlu dikembangkan 

sistem peradilan pidana yang terpadu (Integrated criminal justice system) 

sebagai model idiil SPP di Indonesia melaiui model yang reaiistis dengan 

memperbatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hokum pidana 

yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, 

kepentingan pelaku tindak pideaa dea kepentingan korban yang disebut dengan 

model keseimbangan kepentingan (daad-daaderstrafrecht). 112 

4. Bentuk proses pemerlksaan perkara dalam SPP 

Untuk menelusuri dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana 

serta menentukan pelakunya dan menemukan kebenaran yang menghasilkan 

keadilan ditentukan melalui bentuk proses pemeriksaan perkara yang dalam 

SPP dilihat dari penggunaan kekuasaan terdiri dari konsep-konsep sebngai 

berikut: 

a. Koi!Bep inquisitorial-non adversariol 

Konsep ini betpandangan bahwa kebenaran akan muncul secara langsung 

dengan memeriksa setiap orang yang mengetahuinya dan lidak menekaukan 

111 Muladi, op.cil., hlm.47. 

112 Ibid. 
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perlunya formalitas dan rules of evidence:m Suatu prosedur diarahkatt pada 

pemberian keterangan yang kurang bebas dan keterangan· yang didapatkan 

dalatn pemeriksaan itu digunakan dalam menentukan "probable cause and 

reasonable suspicion'\ satu klausula yang secara hukum digunakan da1am 

memenubi persyaratan untuk penyidikan dan menerapkan upaya paksa, dalam 

tahap pra-ajudikasi yaitu penangkapan dan penahanan, penggelcdaltan dan 

penyituan ala! bukti114
. 

Dalam inquisitorial-non adversary, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang 

dibuat tahap penyidiksn sebagai bagian sentral dan dipersiapkan pada (pra­

persidangan). BAP bahkan berfungsi dalan> membuktikan perkara di 

persidangan, dimana baldm menjalaakan peran aktif dan penting dalarn da1arn 

pernbuktian1
" Di Indonesia dalam sistem KUHAP, BAP memegang bagian 

penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, meskipun surat dakwaan 

telah dibuat sebagai formulas! dari BAP oleh penuntut umum dan dijadiksn 

dasar pemeriksaan perkara oleh hakim, narnun tetap saja BAP beserta sural 

dakwaan dikirim ke pengadilan. Konsep ini dipraktekkan secara umum pada 

· negara-negara yang mewa.risi tradisi hukum dari Bropa Kontinental, demikian 

. pula Indonesia. 

b. Konsep /1CCllsatoriaJ-adversary 

Konsep ini berpendangan bahwa kebenaran akan muncul secara tidak 

langsllllg melalui kontes (mengadu) pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 

m Philip L. Rcichd, Comparative Criminal Justice System, A Topicah Approach, Second 
Edition (University of Northerm Colorado, 1998} hlnl233 seperti dikutip ohm Luhut M.P. 
Pangaribu.an, Lay Judges dan Hakim Ad Hac : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan 
PidaruJ Indonesia, Cet Pmatna (Jakarta : Program Pascasarjana Fakttltas Hukum Universitas 
Indonesia, 2009) hlm.82. 

114 Stephen C. Thaw.an, Comparative Criminal Procedure a Casebook ApproachJ Comparative 
Law Series (Cl!ro!Wa Academic Pzess, 2002) bJm_ to sep..ti dikutip oleh Lulmt MP. P-ouan, 
Lay Judges dan Hakim Ad Hoc : Bu.at~ Studi Teoritfs Mengenaf Sistem Peradilan Pidam 
Indonesia, Cel Pertama (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum tlnivcrsitas Indonesia, 
2009) blm.83, 

115 Chateritte Blllot and <llaterine Vern~ France Legal qystem (London :Longman) Pearson 
llducatioo, 2000) blm. 141 sep..ti dikutip okh Luhut MP, Pangaribuan, Lay J•dgru tltm Ha!Cm 
Ad Hoc .· Suatu Studi Teorilis Mentpmai Sistem Peradilan Pi dana Indonesia, Cet Pertama (Jakarta 
: Program Paseasarjana Fakullas Hnkum Univmit:as Indonesia, 2009) bJm_S4, 
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perkara, karena ltu 1ayaknya da1am suatu pertandingan procedural roles untuk 

mengarahkan pertandingan sangat penting. Sistem yang banya memungkinkan 

potisi (penyidik) dan penuntut umum untuk mengidentifikasi pelaku tindak 

pidana yang . disebut tersangka, namun penyidik tidak akan pemah 

meneruskannya ke pengadilan sampai dengan memiliki suatu bukti mendasar 

yang menunjakkan tidak ada k~ bahwa tersangkalah sebagai pelaku 

tindak pidana atau "show beyond reasonable doubt that the person they 

accused ofthecrimedid it". 11' 

Di Inggris pengadilan menjadi lembaga yang vital dahun sistem 

adversarial. Dalam sistem ini terdakwa merupakan snbyek yang berbadapan 

dengan yang mendakwa (penuntut umum) dan keduanya mempunyai 

kedudukan yang sama didalamnya Keduanya menyampaikan argumentasi dan 

alasan terbaiknya Kebenaran akan muncul melalui proses bukan melalui 

pemeriksaan secara langsung. Tujuannya yaitu perltudungan terhadaP individu 

(ternangka) atuu due process melalui ketentuan rules of widence dan jury 

system dari k:ekuasaan yang sewenang-wenang negara. Hakim berperan 

menjadi wasit untuk memastikan ketidekberpihakan dan kesederajatan antara 

terdlakwa dan penuntut urnum. Ada persepsi bahwa konsep SPP dalam bentuk 

adversary merujuk pada model Anglo-Amerika dan bentuk non-adversary 

merujuk pada model Eropa-Kontinental. Persepsi tersebut tidek tepat karena 

kedua model dapat menganut kedua konsep SPP (adversary dan non­

adversary) pade saat sanlll. Perbedaan hanya mungkin pada yang satu lebih 

banyak atau lebih sedikit dari yang lain. 117 

1" Philip L. Reichel, op.clt., seperti dikotip oleh Luhut M.P. Paugaribuan, Lay Judges don 
Hakim Ad Hoc : Sw:uu SJwlt Teoritis Mengeooi Sistem Peradilan Pfdana Indonesia, Cet Pertama 
(Jakarta: Progtam Pascasarjana Falrultas HoJrum Universitas Indonesia, 2009) Wm.82. 

117 Malco1m Davies, Hazel Croall; and Jene Tyrer, Criminal Jusfice: An lnJroduclion to The 
Crlmi/UIJ JIL'ldce fiystem In England and Wales, SCC<lll<l Edition (l.<mdon and New York : 
Longman, 1995) Wm.12 "'!lerti dikutlp oleh tuhut MP. Pmgaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad 
Hoc : Sualu S!udi Teorltts Men.genal SiSJem Perodilan Pidana Indonesia, Cet. Pertama (Jakarta ; 
l'rogralll P""""":laua Falrult!S HoJrum Uni-lru!ooesia, 2009) Wm.86. 
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E. Tahap l'ra-Ajudlkasl l>alam l'roses l'eradllan l'ldana 1>1 btdonesla 

Konsep &sar dan rancangan ptosedur dalam SPJ> di Indonesia tetah diatur 

dalam KUHAP dan diluar KUHAP yang diatur me!alui Undang-Undang yang 

bersifat selctoral seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002 teutang Kepolisian 

IU, Undang-Undang No.I B tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang 

No.l6 tahun 2004 tentang Kejaksaan IU, Undang-Uedang No. 8 tahun 2004 

tentang Peradilan Umum dan lam-lain. Dapat dikatakan, SPP meliputi kaidah­

kaidah yang terkaedung dan diatur dalam KUHAP serta ketentuan-ketentuan 

lain diluar KUHAP. Sebagai snatu sistom (SPP), pengaturan fungsi-fungsi 

aparat dalam penegakkan bukam dalam KUHAP mengacu pada konsep SPP 

secara diferensi fungsionai sekaiigns terpedu (integrated). 

Sebagai salah satu tahapan dari SPP, pra-ajudiaksi menjadi tahapan 

terdepan untuk mengawali proses pemeriksaan perkara dangan beljalannya 

fungsi-fimgsi dari komponen aparat penegak bukurn yaitu penyidik, penuntut 

umum dan advokat. Pra-ajudikasi sebagai snatu tahapan yang mengawali dan 

memasuki sistem peradilan pidana (SPP) yang terdiri dari 3 (tiga) kategori 

yaitu pra-ajudikas~ ajudikasi dan puma-ajudiaksi Adapula yang 

menggolongkannya kadalarn 2 { dua) tahap yaitu pemeriksaan pendahuluan dan 

pemeriksaan pada sidang pengadilan. m 

Pra-ajudikasi merupakan tahap yang mendahului pemeriksaan bakim di 

pengarlilan. Sehingga pra-ajudikasi dikatakan sebagai tahapan pemeriksaan 

pendahuluan. Tahap pra-ajudiaksi dahulu dalam HIR disebut dengan 

pemeriksaan permulaan/pendahuluan atau vooronderzoek { dalam KUHAP 

tahap penyelidikan dan penyidikan). Pemeriksaan pendahuluan merupakan 

pemeriksaan perkara pidena setelah teljarlinya suatu dugaan tindak pidena. 

Pada tahap ini organ!aparat penegak bukum yang herwenang yailu penyidik, 

yang terdiri dari Polri (Kepelisian Negara Republik Indonesia), Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS ( dengan kootditlasi Polri) dan Jaksa 

11
' Soepomo, Sf..rtem Huku.m Dl Indonesia, Sebe!um Percmg Dunia Ke II, Cel Kewantbelas 

(JalouiA : Pradnya paraml!s, 2002) hlm.137. 
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(peneliti berkas perkara pidana). Khusus dalam tindak pidana korupsl jaksa 

dapat berperan sebagai penyidik. 119 

Dalam tabap pra-ajudikasi dilakukan tindakan!upaya dari penyidik dengan 

cara pengumpulan fakta dan bukti diantaranya yaitu dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap saksi/abli dan tersangka sebagai masukan (input), basil 

dari pemeriksaan terhadap saksi/ahli dan tersangka dimuat dalarn Berita Acara 

Pemeriksaao (BAP) yang kemudian disatukan dengan basil tindakanlupaya lain 

seperti penggeledahaao dan penyitaao dalam berkas perkara sehingga menjadi 

produk (basil) penyidikan sebagai keluaran (output). BAP dabulu disebut 

dengan process verbal yang pada dasamya merupakan bukti dan keyakinan 

penyidik atas suatu perkara pidana babwa telab ditemukannya fakta dan adanya 

kesalaban tersangka. Mesldpun, berdasarkan asas praduga tidak bersalah 

(presumption of 

tersangkaiterdakwa 

innocence) secara fonnil penentuan kesalahan 

berdasarkan bukti-bukti dan alat-alat bukti merupakan 

otoritas dari hakim di persidangan yang dalarn prosesnya leblh pada 

memverifikasi apakab keterangan yang sudab ada dalarn BAP henar adanya, 

meskipun BAP tidak mengikat persidangan pengadilan.-120 

Selanjutnya BAP (yang dimuat dalarn berkas perkara) yang telah dibuat 

oleh penyidik disarnpaikan kepada jaksa (peneliti berkas perkara). Jaksa 

peneliti akan mendalami BAP apakab telab memadai dan layak, sehingga 

dalarn prosesnya bias teijadi BAP dikembalikan oleh jaksa peneliti kepada 

penyidik agar dilengkapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk jaksa peneliti. 

Proses pemberian petunjuk-petunjuk oleh jaksa peneliti dalarn rangka 

melengkspi BAP disebut prapenuntutan. 

Bila BAP dinyatakan telab memadai (memenuhi syarat formil dan materiil 

atas tindak pidana) kemudian dlikuti dengan penyeraban secara fisik tersangka 

dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (kejaksaan), sehingga tanggung 

jawab terhadap tersangka dan barang bukti (hila ada) berallh dari penyidik 

kepada jaksa penuntut umum. Jadi fungsi BAP yang dibuat oleh penyldik yaitu 

119 Luhut MP. Pangaribuan, op. cit., hlm.130. 

120 Ibid., him. 131. 
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sebagai dasar dari penuntut umum dalam menyusun 

sangkaan/tuduhan/dakwaan lethadap tersangka/terdakwa yang difonnulasikan 

dalam bentuk sural dakwaan. Untuk se!anjutnya sural dakwaan beserta berkas 

perkara (BAP) dilirnpahkan ke pengadilan untuk disidangkan (tahap ajudikasi) 

dengan tetap berpedoman pada asas legalitas (jika sudah terdapat cukup bukti 

penuntut umurn wajib melakukan tuntutan) dan asas oportunitas (penuntut 

umum berwenang tidak melakukan suntu tnntutan, jika adanya tuntutan itu 

dianggap tidak "opportuun" tidak berguna bagi kepentingan masyarakat) yang 

masih dianut dalam SPP di Indonesia121• 

Secara fonnal pra-ajudiaksi (BAP sebagai basil atau produk da:ri penyidik 

dan sura! dakwaan sebagai basil atau produk da:ri jaksa penuntut umum) 

dijadikan sebagai pedoman dalarn pemeriksaan di pengadi!an o!eh hakim 

(tahap ajudikasi). Karena itu, pra-ajudiklli menjadi tahapan penting, selain 

tahap ajudikasi dan tahap puma-ajudiaksi, meskipun sebagaimana Ielah 

dijelaskan sebelumnya dalarn Bab Pendahuluan, tahap ajudikasi merupakan 

tahap yang "dominan" dalarn seluruh proses, dengan argumentasi bahwa 

lCUHAP menyatakan, baik dalarn hal putusan bebas, maupun putusan bersalah, 

didasarkan pada "fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari 

pemeriksaan di sidang"- Sebagai ilustrasi tahap pra-ajudlkasi menjadi tahap 

penting, seseorang akan beralih status (sebelumnya saksi) menjadi tersangka 

atau seseorang tersangka akan menjadi terdakwa ditentukan oleh kebijakan 

penyidikan dan penuntutan (opsporing en vervolging;< beleid)122
• 

lCUHAP mengatur pemeriksaan pendahuluan (pra-ajudikasi) dengan 

membagi fungsi masing-masing aparat penegak hukum secara independen 

antars salu dan lainnya (instansional), yakni dalam proses penyidiklln dan 

panuntutan yang keduanya terpisah dan dijalankan oleh instansi yang berbeda 

(kepollsian dan kejaksaan). !Consekuensi da:ri pengaturan fungsi masing-masing 

penegak hukum, diberikllnnya tugas dan wewenang kepada masing-masing 

dalarn menjalankan perannya sebagai sub-sub dalarn SPP (penyidikan oleh 

121 Soepamo, /OI;!cil. 

"' Mat~o lleksodiputro. op.cil .. hlm.94. 
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penyidik, pet!U!!lu!a!l oleh petluntut umum dan bantuan hukum oleh advokat 

sebaga! komponen kellma dar! SJ>J>), melalui KUHAl' dan Undang-Undang 

lain yang hersi!at sektoral. Ben1rnt dijelaskan fungsi dari masing-masing 

komponen (sub) yang berperan dalam proses peradilan pidana, khususnya pada 

tabap pra-ajudiaksi (penyidik, penuntut umum dan advokat). 

1. Penyelldlbn dan penyldlbn dna tahapan yang berwujud satu 

K1JHAP tidak tnemberikan deftnisi atau penafsiran otentik tenlang bukum 

acara pidana, namun bagianltabapan hukum acara pidana diberikan delinisi 

seperti penyidikan, penuntutan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan 

la!n-la!n. KUHAl' membedakan antara istilah "penyelidikan" dengan 

"penyidikan". Rangkaian dalam ptoses mencari kebenaran terhadap suatu 

peristiwa serta mengnmpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat Iorang 

tenlang lindale pidana yang teljadi dan guna menemukan tersangkanya 

termasak daJam lingkap wewenang penyelidikan dan penyidikan. Pihak yang 

tnenjalankan fungsi penyelidikan disebut penyelidik Dalam KUHAP 

dijelaskan, "Penyelidik adalah pejabat polis! negara Republik lndoensia yang 

diberi wewenang oleh undang-undang ini nntuk melakukan penyelidikan". 123 

Penyelidik menjalankan tugasnya melakakan penyelidikan, sebagaimana 

penafi;iran otentik dalam KUHAl' sebagai berikut : 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemakan suatu peristiwa yang diduga sebaga! tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tldakn,ra dilakakan penyidikan menurut cara yang 
diatur daJam undang-undang1 

• 

t:a tndonesta, Undang-undtmg Hukum Acara Pldana atau Kltab Undang-utulQflg Hukum 
Accra Pidt!na (lWHAP}, UUNo. 8 Talnm 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasall 
butir4. 

124 Indonesia, Undang-undang Hulrurt). Acan; Pidana atau Kllab Undang-rmdang Hukum 
Acara Pidana (KtllUP), UU No. 81ahUI11981, LN No. 76 Tah1111 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 
butfr 5. 
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Untuk dapat tnelaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik diberi 

wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana, tnencari keterangan dan dan barang bukti, menyuruh 

berhenti seseorang yang dicurigai dan rnenanyakan serta tnerneriksa tanda 

pengenal diri dan mengadakan tindakan lain tnenurut hukum yang 

hertaoggungjawab. Yang dirnaksud dengan "tindakan lain" merupakan 

tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : 

a. Tidak hertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 

tindakan jabatan; 
c. Tindakan itu harus petut dan tnasuk akal dan termasuk dalarn lingkungan 

jabatannya; 
d. Atas pertimbengan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; 
e. Menghonnati hak asasi manusia 125

• 

Penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan berupa : penangkapan, 

larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, perneriksaan dan 

penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan 

menghadapkan seorang kepada penyidik 

Penyelidikan merupakan tindakan tahap awal!permulaan dati penyidikan. 

Penyelidikan sebagai hagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan"' 

Penyelidikan bukanlah fungsi yeng berdiri sendiri dan terpisab dari fungsi 

penyidikan, melainkan hanya merupakan salab satu cara atau metode atau sub 

dari fungai penyidikan, yang mendahului tindakan lain (upaya paksa atau 

coercive measure) diantaranya berupa penangkepan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan, perneriksaan sural, pemanggilan, tindakan 

pemeriksaan. Jadi sebe!um dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu 

tindakan penyelidikan. 

125 1ndonesia, Undang-undang Hukum Acara Pldwta atau Kitab Undang-1mdang Hukum 
Acara Pidana (KUH.4P), UUNo" BTalnm 1981, LNNo. 76 Tahlltl 1981, TLN No. 32Q9, Paed 5 
dan Penjelas.nnya. 

"' M. Yah'l"'l!arahap, op.cff., him. 99. 
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Tindakan penyelidikan dirnaksud untuk tnengetahul bahwa per!stlwa yang 

diberitahukan (melalui laporan/pengaduan oleh plhak yang dirugikan atau 

infurmasi oleh inforrnan) memang benar-benar telab terjadi dengan cara 

rnengwnpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. 

Selanjutnya data dan fakta yang diperoleh tersebut digunakan uutuk 

menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindsk pidana dan apakah 

terbedap tindsk pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Dengan kala lain, 

penyelidikan merupakan tindskan persiapan bagi penyidikan"'- Penyelidikan 

yang dilakukan oleh pejabat penyelidik hertujuan untuk mengumpulkan "bukti 

pennulaan yang cukup" guna dilakukan tindsk lebili lanjut berupa penyidikan 

oleh pejabat penyidik. Penyelidikan dan penyidikan menjadi dua tabapan (fuse) 

yang herwujud satu"'· 

Dalatn prosesnya sangat beralasan untuk tidak melanjutkan suatu 

penyelidikan ke tabap penyidikan, hila fakta dan bukti helum memadai serta 

cukup, dengan alternstif pilihan yakni menghentikan penyelidikan atau 

berupaya untuk tetap mencari dan menemuksn kelengkapan fukta serta barang 

bukti agar menjadi "bukti permulaan yang cukup" untuk melanjutkan ke tahap 

penyidikan, Sebsgaimana telab dijelaskan sehelumnya, pemeriksaan 

pendabuluan merupakan pemeriksaan perkara pidana setetab terjadinya suatu 

dugaan tindak pidaua. Pemeriksaan perkara pidana dalam hukum acara pidana 

(KUHAP) disebut dengan "penyidikan" yang sinenim dengan istUah 

"pengusutan" (opsporing dalam babasa Belanda atau Investigation dalam 

babasa Inggris)."' 

Penafsiran otentik alas istilab "penyidikan" berdasarkan Undang-undang 

No. 8 Tabnn 1981 tentang Hukum Acara Pidaua atuu Kit:ab Undang-undang 

Hukum Acara Pi dana ( disingkat KUHAP), yaitu : 

m HamtatHatnid dan Harttn M. Husein,. op.cit., him. 25. 

'" M, Yahya Hllrahap, op.clt,, blm. 109, 

129 Luhut M.l'". Pangaribllan, op.cft., hlm.152. 
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l'enyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cata yang diatur da1ru.n undang-undang . in! uutuk m>Jlcari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang tetjadi dan gun a menemukan tersangkanya 1". 

Pasal I butir I, KUHAP diterangkan, "Penyidik adalah pejalsot polisi 

negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wowenang khusus oleh undang-undang untuk melakulum penyidikan"131
. 

Dengan demikian dalam K1JHAP penyelidik dan penyidik {tindak pidana 

umum) berada ditangan kepolisian, disini lembaga kepolisian sebagai the gate 

keeper of the criminal justice system, 1embaga yang mengawali proses 

peradilan pidana 132
• Selatn rnenerangkan tentang penyidik, K1JHAP juga 

menjelaskan, "Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik 

Indonesia yang karena wewenang tertentu dapat melakakan tugas penyidikan 

yang diatur dalam undang-undang ini""'. Pihak yang menjalankan fungsi 

penyidikan perkara pidana disebut penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik 

pembantu terdiri dari pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan 

dua polisi dan pejalsot pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu dilingkungan 

Kepolisian Nagara 

Dalam Pasal 6 ayat (!), K1JHAP ditetapkan dua badan yang dibebani 

wewenang penyidikan, yaitu pejabet polisi Negara Republik Indonesia (Polri) 

dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang kbusus 

oleh undang-undang. Pada ayat (2), dinyatakan bahwa syarat kepangkatan dari 

penyidik akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintab. Pejabat penyidik 

130 Indonesia. Undang~undang Hukum At:ara Pidann atau Kilab Undang-undang Hukum 
Acaro Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal1 
butir 2. 

HI Indonesia, UtUiarJg-undang Hukum Acara Pidana arau Kitab Undang..undang Hukwn 
Acara Pidana (KUEIAP), UUNo. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasa11 
bntir!. 

112 Harkristuti Harkris:nowo. op,cU., hlm.2. 

Ill Indonesia, Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-wuiang Hukum 
Acara Pirlm!a (KUHAP), UUNo. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLNNo. 3209, Pasall 
butir 3. 
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l'olri rnetUpabui penyidik umum (untuk kepentingan penulisan tesis ini 

difokuskan pada penyidik polri)< l'olisi negara memonopoll penyidikau pidana 

umum yang tercanlum dalam KUHP" Sedaugkan PPNS hauya penyidik 

terhadap tindak pidana yang tersebut dalam perundaug-undangan pidana 

khusus atau perundaug-undangan administrasi yang bersanksi pidana (non­

penal code affences)Y' Pejabat yang diberi wewenang menyidik oleh 

perundang-undangan tersebut cltautaranya, pejabut imigrasi, bea cukai, dinas 

kesebatau, pajak, angkstan taut dau lain-lain" 

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik diberi wewenang: 

a M<merima laporan alan pengaduan deri seseorang tentang adanya tindak 
pldana; 

b" Melakukan tindakan pertama peda saat ditempat kejadian ; 
c" Menyurub berbenti seorang tersangks dan memeriksa Ianda pengenal diri 

tersangks; 
cl" Melakakan penangkapan, penabanan, penggeledaban dan penyituan; 
e" Melakukan pemeriksuan dan penyitaan sural; 
f MengambU sidik jeri dan memo !ret seerang; 
g" Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
h" Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksuan perkara; 
i Mengadakan penghentian penyidikan; 
J Mengadnkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab" 
Kemudian penyidik membuat berita acara tantang basil pelaksanaan tindakan 
tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
pemasukan rumab, pensitaan benda, pemeriksaan sural, pemeriksaan saksi, 
pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan 
pengadilan, serta pelaksanuan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam 
undang-undang hukurn acara pidanam 

Penyidik berwenang untuk menghentian penyidikan karena tidak cukup 

bukti, atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan 

134 Andi Hamzah, op. cit., him. ?S. 

us 1ndonesia, Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undal'lg41J1dang Hukum 
AC<ltl1 Pidana (KUH)IP), UU No" 8 talmn 1981, LNNo" 76 Tahlllll98!, TLN No" 3209, Pasal 7" 
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dihentikan demi hukutn1
". Oasar penghentian peny!dikan demi hukutn sama 

dengan dasar penghentian panuntutan demi hukum. 

Untuk menyelidik dan menyidik suatu tindak pidana yang diduga 

dilakukan seseorang, para penyelidik dan penyidik pada dasarnya dapat 

melakukan kewajiban mereka dengan tidak bergantung pada adanya lapora:n 

atau suatu pengaduan (absolut atau relatil) yeng berisi permintaan dari 

seseoreng warga rnasyarakat yang merasa Ielah dlrugikan oleh orang lain yang 

diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana l>enegasan dan pembedaan 

antara penyelidikan dan penyidikandimaksud yaftu : 

a. Untuk menciptakan pentahapan tindakan dalam proses penegakkan hukum 

guna menghindarkan cara-cara yang tergesa-gesa dan gegabah dati penegilk 

hukutn yang daPat berdampak pada sikap dan tingkah laku aparat penegilk 

hukum yang arogan dan cenderung sewenang-wenang (arbitrary) kurang 

mengbormati martabat manusia. 

b. Tahap penyelidikan dimaksndkan agar tumbuh sikap hati-hati sekaligus 

rasa tanggungjawab hukum sebagai penyeimbang dari tugas dan wewenang 

aparat paneguk hilkum dalarn proses penegakkan hukum deogau dasar dan 

sikap yang manusiawi, sehingga dalam penggunaan kekuasaannya, aparat 

peneguk hukum dapat terhindar dari kesan dan pariluku yang merendahkan 

dan melanggar hak asasi manusia l 37 

Dalam hal penyidik mulai melukukan penyidikan suatu tindak pidana, 

penyidik memberitahukan hal tersehat kapada penuntut umum Kegiatan 

pemberitabuan tersebut disampaikan me!alui cara tertulis yang dikenal dengan 

Surat l'ernberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)m Pernberitahuan 

dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana 

ditentukan dalam Pasa1 109 ayat (I) KUHAP : "Dalarn bal penyidik telah 

1* Indotl.esia, Undang-1mdang Hulwm Acahl Pidoha atou Kltab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KIJHAP), UU No. S tahwl98l, LN No. 76 Tahlllll981, TLN No. 3209, Pasal 
lo9 ayat (2). 

"'M. Yllhya llilrahap, ap.clf., hllll. too. 

'" llamrat Hatnld dan Hllt1ln M. Husein, ap.ctt., him. 38. 
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memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, 

penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"m 

Tahepan ini menjadi awal mula le!ja!in interaksi dan intetelasi antara 

penyidik dan penuntut umum, yang dikenal dengan prinsip diferensi fungsional 

dan inS"'.ansional yang berorinetasi koordinatif dan integratif Dalam pasa11 09 

ayat (1) KUHAP sebagaimuna Ielah dijelaskan sehelumnya tidak ade frase 

"wajib", sebagai bentuk penekanan terhadap pentingnya pemberitahuan 

dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum, namun 

berdasarkan asas diferensiasi fungsional, KUHAP bermaksud menciptakan 

atmosftr pengawasan dan korelasi antara penyidik dan penuntut umum dengan 

tetap mengedepankan kepastian hukum dari setiap tindaksn yang diambil oleh 

aparat penegak hukum ( dalarn hal ini penyidik), sebingga "wajib" menjadi 

lebih bermakna dalarn kepastinn hukum terhadep dimulainya tindakan 

penyidikan oleh penyidik. 

Hal tersebut dikuatkan oleh Mahkamab Agung RI bahwa pemberitehuan 

dimulainya penyidikan bersifat imperatif Rangkaian tindakan-tindaknn pada 

tahap penyidikan dituangkan secara tertulis dalam benluk berita acara yang 

dibuat dalarn rangka tugas penyidikan oleh penyidik yang dikenal deogan 

sebutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kesernuaoya disatukan dalam 

berkas perkara. Pembuatao berkas perkara merupakan hasil (produk) dari 

penyidikan yang selanjutnya oleh penyidik wajib segera diserahkan kepada 

penuntut umum (kejaksaan). Hal ternebut dinyatakan deogao tegas, "dalam hal 

penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera 

menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum" 140 

Kewajiban lain deri penyidik pada rangkaian tindakan-tindakan 

penyidikan yaitu pada saat pemeriksaan terhadep kepada tersangka. Penyidik 

wajib memberitehukan kepada ternangka bahwa yang bersangkutan 

139 Indonesia, Undang-undang Hukum Acara Pidana otau Kitab Undang~undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 
109 ayat (1). 

Ht1 fndonesia, Undang..tmdang Hukum Acara Pidana arau Kitab Undang.:undang Hukum 
AC4ro Pida1111 (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 TahWl 1981, ti.N No. 3209, Pasa! 
llo ayat (1). 
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tnetnpunyai bak (bahkan dalam tindak pidana tertentu menjadi wajib) 

nremperoleh bantuan .hukum melalui penasihat hukum (advokat). Disini 

penyidtk mempunyai korelasi dengan advokat yang memberikan 

pendampingan dan bantuan huknm terhadap tersangka pads pemeriksaan tahap 

penyidikan. 

Sebagai penyidik umom, polisi dapat dikatakan kekuasaan (power) dan 

wewenang (authority) yang luar biasa penting dan sangat sulit Selain dari 

kewenangan penyidikan polis! (yang biasa disebut kepolisian kehakiman) '". 

Polri mempunyai tugas untuk mewujudkan keamanan dalam negcri yang 

melipuli terpelibaranya keamanan dan ketertiban masyarakal, lertib dan 

tegaknya bukum, terselenggaranya perlindungan pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakal, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 

manjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)142
. 

2. Jaksa dan penuntut umum dalam penuntutan 

a. l'erslapan Penuntutun 

Sebagaimana Ielah dijelaskan sebelumnya, dalarn hal penyidik mulai 

melakukan penyidikan suatu tindak pidana, penyidik memberitabukan hal 

tersebut kepada penuntut umum10
. Kemudian, penyidik menyerahkan 

berkas perkara kepada penunlul umnm144
. Pada redahi lain, KUHAP 

menjelaskan dalam hal penyidik Ielah selesai melakukan penyidikan, 

penyidik wajib segera menyerabkan berkas perkara itu kepada penuntut 

14
t Andl Hamzah, ap.dt., hlm.BO. 

142 Indonesia, Undang-tmdang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 2 TahWl2002, 
LNNo. 2 Tahun 2002, TLNNo. 4168, Pasal2jo. Pasal4 jo. Pasal !3. 

10 llldonesia. Undang-undang Hukum Acaro Pidana atau Kitab Undong-u.ndang Hukum 
Acnra Pldana (KUHAP), UU No. 8 Tahllll !981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 
109 ayat (1). 

144 Indonesia, Untlar:g-undang Hukum Act1ra Pidana atau Kitab Unda~undang Hukum 
Acara Pidana(KUHAP), UUNo. 8 TahUJI198!, LNNo, 76 Tahun 1981, TLNNo. 3209, Pasal8 
11}•1 (2). 
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wnum145. Oalam waktu tujuh harl penuntut wnum barus menentuk:an 

apakab betkas perkara tersebut sudah lengkap. Lengkap berarti terdapat 

bukti-bukti yang cukup dan betkas perkara disusun menurut KUHAP'""· 

Bila penuntut urnum berpendapat berkas perkara belum lengkap, berkas 

perkara dilrembalikan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk untnk 

melengkapinya melalui penyidikan tambaban147
• Dalam waktu empat belas 

hari penyldik harus menyelesaikan penyidikan tambaban sesuai dengan 

petunjuk-petunjuk penuntut urnum148
• 

Dari paragraf di alas menjelaskan dan menegaskan terdapalnya 

korelasi antara penyidik dan penuntut umum pada penanganan perkara 

tindak pidana Hubungan antara penyidik dan penuntut umum tersebut 

masih pada tabap penyidikan, belum mernasuki tahap penuntutan (tindakan 

penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan seterusnya, 

sebagaimana definisl penuntutan dabun Pasal I hutlr 7 KUHAP149
), 

sehingga lebih topatnya, ''persiapan penuntutan" atau tingkat persiapan 

penuntutan, dimana setelah menerima berkas perkara dari penyldik, 

selanjulnya penuntut umum mempelajari berkas perkara unluk dapal atau 

tidak menyusun sura! dakwaan. Dalarn KUHAP persiapan penuntutan 

dikenal dengan istilah "prapenuntutan"."' 

145 Indonesia, Undang-undang Hukum Acara Pidana alau Kilab Ur!dang-undang Hukwn 
Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasa1 
110 ayat (1). 

146 R.M. Surachman dan Andi Ham.zah, Jaksa Di Berbagai Negara Peran dan Kedudukannya, 
Cet.Pcrtama (Jakarta: Sinai Gralilol, 1996) hlm.35. 

141 Indouesia, Umiang~undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang~undang Hukum 
Acara Pldaaa (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 
ItO ayat(2)jo. Pasal138 KUHAP. 

HB Indonesia. Undang~undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang~undang Hulrum 
Acara Pidaoo (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahon 1981, TLN No. 3209, Pasal 
138 ayat (2) KUHAP. 

149 Penuntutan adalah tinda.lrnn pmuntDt u.ruum untuk mel:itnpahkan perkara pidana ke 
pengadil"' neged yang ~orwenang da\ant hal dan '""'W11! cara yang dialur datam uadaog-undang 
ini dengan ~O'Illlnllllm supaya diperiksa dao diputus oleh hak1m di sidangpengadilan. 

150 lobtt Z. l.oudoe, Fakta dan Norma Dalam Hulrum Acara,. Cet.Pertama (Jakarta : Bina 
Aksara, 1984) blm.19. 
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lJari definisi penuntutan tetsebut yang tnetttpunyai kapasitas untuk 

melakukan per.untutan yakni per.untut llli1Ulll, bukan jaksa (jaksa baru 

dikatakan bertindak sebagai penuntut llli1Ulll, jika menangani tugas-tugllS 

penuntutan)151
• Dengan demikian, secara teknis yuridis, yang menjalankan 

fungsi persiapan penuntutan yakni jaksa. Meskipun KUHAP Ielah 

memberikan defmisi jaksa dan penuntut llli1Ulll, namun masih terdapet 

kerancuan dalam pengaturan pasal demi pasal yang berhubungan 

penggunaan istilah ·~aksa" dan "penuntut umum"152
. 

b. Penuntutl!n 

Kata "penuntutan" betpadanan dengan kata "prosecution" dalam 

bahasa Jnggris dan kata ''prosecutus" dalam bahasa Latin. Kata yaug 

terskhir tersebut terdirl darl ''pro" yang berarti sebelum dan"sequf' yang 

berarti mengikuti dengan pengertian sebagai "proses perkara dari 

permulaan sampai selesai". Prosecutor atau penuntut atau jaksa merupaksn 

seorang (pejabat) yang berwenang membuat dakwaan. 153 

Tiap-tiap negara mernpunyai berrnacam-rnacam sebutan terhadap 

pejabat yang berwenang rnenuntut itu. Di Indonesia sebutan "jaksa" telah 

lama digunakan yang berasal dari bahasa Sansekerta "adhyakra", yaitu 

gelar bagi pendeta tertinggi di Kerajaan-Kerajaan di Pulau Jawa, namun 

adhyakra merupekan pejabat negara yang fungsinya sama dengan hakim134
. 

Contohnya di Kerajaan Malaram pada abad XVII menggunakan istilah 

bahasa Jaw a "jeksa" atau "jaksa""'. Jaksa merupakan pejabat hulrum yang 

berwenang menuntut perkara-perkara pidana 156 

m Harm. M. Husein. PenyJdilum dan Penuntutan Dalam Proses Pidono, Cet.Pettama (Jakarta 
'Rineb Cipis, !99!), hlm.22Z. 

m Ibid. 

tsl R.M. Sutachman dan Andl Jiamzah. op.cil .• hlmJ. 

"' R. Tresna, Peradllan di lndooo$ia dart Abad r.. Abad (Jalo!rta ' W. Versluys N.V., 1957) 
hlm.143 sebaga.lm.an.a dikutip o1eb Andi Hnm,...ah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. Kedua, 
(Jabrta : S!rutt Grallka, 2002), hhn.68. 

ISJ Marwatt JUfei.td!, Kejaksaan RI Pasisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Cet Pertama 
(Jalo!rta : llrll!!lOOia Pustakn tfuw!~ 2005) hlm.60. 

'" R.M. Surachman dan Andlllamzah, op.cil., hhn.3 dan 4. 
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KUHAP telah menjclaskan delinisi penuntctan scbagal penafs!tan 

otenlik sebagai berikut : 

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk mel!tnpahkan 
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan 
permintaan supeya diperiksa dan diputcskan oleh hakim di sidang 
pengadilan"". 

Menurut Harun M. Husein, rurnusan penuntutan yang demikian 

kurang lengkap dan kureng jelas, Kurang lengkap, karena pelimpehan 

tmebut hanya meliputi berkas perkara (basil penyidikan) saja, padalhal 

yang dilimpahkan ke pengadilan meliputi berkas perkara dengan segala 

kelengkapannya yang meliputi : berkas perkara, terdakwa dan barang bukti 

dalam perkara yang bersangkutan. Kurang jelas, karena adanya kalimat 

'1indakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan dan seterusnya". lS& 

Rumusan demikian tidak membedakan antara persiapan penuntctan 

(prapenuntutan yang masih menjadi lingkup penyidikan) dengan 

penuntutan, sebingga menyarna-ratakannya menjadi penuntutan. Dengan 

rumusan demikian, segala tindakan dalarn rangka melimpahkan perkara 

pidana ke pengadilan mencakup pula sebagai penuntutan, Padabal menurut 

Pasal 137 KUHAP tindakan penuntutan hanya menyangkut pelimpehan 

perkara pidana ke pengadilan yang berwenang. 159 

Pihak yang menjalankan fungsi penuntutan disebut penuntut umum. 

Hal ini ditegsskan dalam KUHAP, "penuntut umum berwenang melakukan 

penuntutan terbadap siapapun yang didakwa melakukan snatu tindak pidana 

dalam daereh bukumnya dengan melimpehkan perkara ke pengadilan yang 

m Indonesia. Urulang-wulang Hukwn Acara Pidana atau KiJab Undang-undang Hukwn 
Acara Pidana (ICUHAP), UU No, 8 TahUll 1981, LN No. 76 Tahm1 l9Bl, TLN No. 3209, ~asall 
butlr 7, 

tst~ Hanm M, Husein, op.cif., b..l:m.224. 

USO JbJd 
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Oerwellllllg mengadili"160
• Peribal penuntut umum dalam KUHAP diatur 

pada bagian ketiga Sab IV. KUHAP da!a!n keteiltuan umumnya 

membedakan antara jaksa dan penuntut umum sebagai berikut : 

a Jaksa ada1ab pejabat yang diberi wewenang oleb undang-undang 
ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksannkan 
putusan pengadilau yang telah mempero!eh kekuatan hukum 
tetap. 

b. Penuntut umum ada1ab jaksa yang diberi wewenang oleh undang­
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim161 

Da!am Pasal 13 KUHAP, defmisi penuntut umum diulangi lagi 

sebagaimana telah dijelaskan dalarn Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP. Dari 

perumusan 'jaksa" dan "penuntut umurn" sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, d3Pat dikatakan bahwa pengertian ')aksa" terkaii dengan 

jabatan, sedangkan "penuntut umum" terkait dengan fungsi16
'. Berdasarkan 

pemisahan rumusan jaksa dan penuntut umum, sudah pasti penuntut umum 

merupakan jaksa, tetapi sebaliknya jaksa bel urn tentu penuntut umum. 

Dengan kata lain, tidak semua jaksa bertindak sebagai penuntut 

umum, namun semua penuntut umum merupakan jaksa, karena hanya jaksa 

yang dapat bertindak sebagai pennntut umum Yang menjadi kewenangan 

jaksa yakni bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai 

pelaksana putusan pengadilan dalarn perkara pidana atau eksakutor ( dalam 

perkara perdata juru sita bertindak sebagai eksekutor). Seorang jaksa baru 

mempunyai kapasitas sebagai penuntut umum jika yang bersangkutan 

menangani tugaslfungsi penuntutan berdasarkan sura! perintah yang sah 

16u Indonesia. Undang-unrlang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukwn 
ACilM PidO!Ia (KUHAP), UU No. 8 Tahtm 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 
137. 

161 Indottesla. Undang-undang Hukwn Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidona (KUJW), UUNo. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLNNo. 3209, Pasall 
butir 6. 

162 Andi Hn.mzah. op.cit., him. 72. 
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(selain itu jaksa dapat berkapasltas sebagai penyidik dalam tindak pidana 

tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan pe!anggaran HAM berat). 

l'etihal penuntut utnum dalam tctJliA.I> diatur pada bagian ketiga Bab 

IV. Suatu """" yang terpenting dati penuntut umum yang berdiri sendiri 

yakni ketentuan bahwa penuntut umum itu satu dan tidak berbagi (een en 

ondee/baarheid) "". Pada redaksi lain, diuraikan da1am Undang-Undang 

No.16 tahun 2004 tentaug Kejaksaan RI dengan frase "satu dan tak 
terpisahkan"l64. 

Hal ini menunjnkkan satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenanguya di bidang penuntutan yang bertujuan memelibara kesatuan 

kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan cirri khas yang 

menyatu da1am lata piker, tala 1aku dan lata kelja kejaksaan. Karena itu 

kegiatan penuntutan dipengadilau oleb kejaksaan tidak akan berhenti hanya 

karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalarn hal demikian tugas 

penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu 

dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti165
. 

A(lapun kewenangan penuntut unrum secara rinci sebagai berikut : 

Penuntut Umum mempunyai wewenang : 
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

atau pembantu penyidik; 
b. Mengadakan prapenuntutan apahila ada kekurangan pada 

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pas a! 110 ayat 3 dan 
ayat 4 dengan memberi petunjuk dalarn rangka menyempurnakan 
penyidikan dan penyidik. 

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan 
lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik; 

d. Membuat sural dakwan; 
e. Melimpahkan perkara kepengadilan; 

163 lbid .• hhu,69. 

164 Indonesia, Undang~u1kfang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 tabun 2004, LN No, 
67 T-2004, TLNNo. 4401, Pasa11ay.~t(3). 

"' Indonesia, Unrfnng-undang Kqaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 T- 2004, LN No. 
67 tal!un 2004, 'l'tNNo. MOl, hnjelaslll! hsallay.~t(3). 
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f. Menyarnpaikan pemberitahuan kepada terdakwa lentang ketentuan 
dan waktu perkara dlsidangkan yang disertal sural panggilan, balk 
kepada terdakwa rnaupun kepada saksi, untuk da!lng pada sldang 
yang Ielah ditentukan; 

g. Melakukan penuntutan; 
h. Menutup perkara demi kepentingan hokum; 
i. Mengadakan tindakan lain dalarn lingkup tugas dan tanggung 

jawab sebagai penuntut urnum menurut undang-undang; 
j Melaksauaksn penetapan hakim1

"'-

"Tindakan lain" sebagainnana dimaksud dalarn huruf i, diterangkan 

dalalt1 penjelasannya, ''yang dimaksud dengan "tindakan laln" adalah antara 

lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperbatikan 

secara togas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum 

dan pengadilanulti7. 

c. Wewenang tldak menuntat 

Selain kewenangan menuntut, penuntut umum dapat untuk tidak 

melakukan penuntutan dengan menetapkan untuk mengbentikan 

penuntutan. Penghentian penuntutanu;a terdiri dari dua macam, yaitu : 

I. Penghentian penuntutan karena alasan teknis. 

Ada tiga keadaan yang dapat menyebabkan penuntut umum 

menetapkan tidak rnenuntut yaitu tidak cuknp bukti-buktinya, 

peristiwanya hukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi 

hukum (meliputi tersangkanya meninggal dunia, kadaluarsa, dan ne his 

in idem). 

2. Pengbentian penuntutan karena alasan kebijakan (policy). 

166 Indonesia, Undang-tmdang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang~tmdang Hukwn 
Acara Pidana (KUHAP), UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahon 1981, TLN No. 3209, Pasal 
137, 

1
(i
7 lndonesia, Undang-undang Hukum Acorn Pidana atau Kitab Und!lng-undang 1lukum 

Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Talwn 1981, LN No. 76 Tahon 1981, TLN No. 3209, 
Penjelasan Pasa114hurufi. 

161 indonesia. Undartg-undang Hukum Acara Pidana otau KUab Undang-undtmg Hukum 
Acara Pldflna (KUHAP), UU No. 8 '!'alum 1981, LN No. 76 tahun 1981, TLN No. 3209, l'asal 
140 ay.l! (2). 
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Penghentian penuntutan dengan mengesampingkan perkata detni 

kepentingan umum merupakan kebijaksanaan ( diskresi) yang 

diterjemahkan juga sebagai keleluasaan hertindak (freies ermessen) 

yang bersumber dari asas oportunitas alan asas kebijaksanaan menuntut 

(discretionary prosecution), meskipun bukti-bukti cukup1". Untuk 

mencegah penyalahguoaan kebijaksanaan ( diskresD penuntutan hanya 

ada pada Jaksa Agung knrena alasan kebijakan (po/icy) 110
• Dalam 

KUHAP wewenang tersebut secara implisit (tersirat) dalam Penjelasan 

Pasal 77 KUHAP pengenyampingan perkara untuk kepentingan umum 

rnenjadi wewenang Jaksa Agung. Secara aksplisit, dipertegas dalam 

Pasal35, Undang-Undang No.l6 tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl 

3. Ikatan antara penyidikan dan penuntuan dalam prapenuntutan 

Sistem Peradilan Pidana (SPP) menjadi ketentuan prosedural yang akan 

dilakakan dan atau diternpkan oleh aparat penegak hukllm bila terjadi dagaan 

tindak pidana. Sebagai suatu sistem, peugaturan fungsi-fungsi aparat dalam 

penegakkan hukum dalarn KUHAP mengacu pada konsep SPP secara diferensi 

fungsional sekaligns terpadu atau integrated. Dikatakan diferensi fungsional 

karena aparat penegak hukllm telah diatur fungsinya masing-masing dalam 

hukum acara Meskipun menjalankan fungsinya masing~masing, namun aparat 

penegak hukum banJs berinteraksi dan berinterelasi secara terpada atau 

integrated (knrena berada dalarn suatu sistem, yaitu SPP) dengan persepsi yang 

tercermin dalarn kehendak untuk menjalankan fungsi-fungsi aparat penegak 

hukum tersebut secara koordinatif (teratur dan tidak saling bertentangan) dan 

koheran (saling berhubungan} tidak terfragmentasi. 

Sebagaimana te\ah diterangkan sebelumnya, konsep ini disebut diferensi 

fungnional. Narnun dalam menjalankan fungni tnasing-masing ( instansi 

kepolisian menjalankan fungsi peuyidikan dan kejaksaan menjalankan fungsi 

pnnuntutan}, KUHAP metnberikan ']embatan penghubung" (antara instansi 

169 R.M. SurachmandmAndi Hamzah, ap.cit .• hlm.14. 

119 Ibid., hlm.:38. 
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kepolisian dan kejaksaan) yang bersifat koordinatif me!alui prapenuntutan, 

dengan harapan demi keberhasllan da!am penanganan perkara pidana sehagai 

kehendak terwujudnya keterpaduan atau integrated dn!am SPP sebagaimana 

dikenal dengan istllah sistem peradilan pidana terpadu alau integrated criminal 

justice system. 

Secara historis, berclasarkan keterangan pemerintah dalam menghantarkan 

RUU KUHAP, sebagaimana dikutip oleb Luhut M.P. Pangaribuan, tidak 

terlepas dari sejarah pembentukan RUU Hukum Acara Pidana {pengganti !fiR) 

sampai dengan diundangkannya RUU Hukum Acara Pidana tersebut menjadi 

Undang-Undeng Hukum Acara Pidana sebagaimana yang dikenal dengan 

KUHAP, bahwa adanya dua instaasi (kepolisian dan kejaksaan) yang sama­

sama mampunyai weweneng melakukan penyidikan dalam praktek 

menimbu!kan kosimpang-siuran, karena tidak ada pembidangan yang jelas dan 

tegas antara fungsi penyidikan dan penuntutan., .karena itu diadakanlah suatu 

pembidangan yang jelas. Jadi konsep diferensi fungsional yang memisahkan 

penyidikan dan penuntutan yang dikenal sekarang merupekan upaya (Undang­

Undang) untuk mengbindari kesimpang-siurnn sebagai akibat konsep yang 

dianut HIRm 

Konsep diferensi fungsional diperlukan sebagai upaya peningkatan mutu 

dan tanggung jawab, untuk menertibkan fungsi masing-rnasing aparat penegak 

hukum, dengan tidak mengabaikan tugas penyidikan dan penuntutan yang 

terpadu dan berkesinambungan meskipun fungsi hulp magistraat kepotisian 

dalarn rnelakukan penyidikan sudab ditinggalkan dan karena jabatannya 

penyidik wajib memenubi pennintaan dan petunjuk jaksa Dengan kata lain, 

fungsi prapenuntutan dianggap akan dapat menjembatani dengan baik 

pemilahan penyidikan dan penuntutan itu. 172 

Dalam dokttin belum diperoleh kesepakatan pengertian tugas 

prapenuntutan, hal ini disebabkan karena Kitab Undeng-Undang Hukum Acara 

Pidana tldak mernberikan penjelasan tenlang arti dan makna istilab 

111 Luhttt MP. Pangarlbuan, op.ciL, bhnJ 16, 

mlbld. 
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ptajlenUll!Utan letsebut. !>ada Ult!Utnnya para ahli mengattikalt tugas 

prapenuntutan sebagal pelaksanaan jlettelitian berkas perkara yang diterima 

dari penyidik guna melengkapi berkas perkara basil penyidikan. Dikaltkan 

dengan perkembangan hukum acara jlidana dewasa ini pengertian tersebut 

tidak sesual lagi. Tetapi dalam pengertian luas tugas prapenuntutan yaitu 

meliputi pelaksanaan tugas-tugas pemantauan perkembangan penyidikan, 

penelitian berkas perkara tahap jlertarna, pemberian petunjuk guna melengkapi 

basil penyidikan, penelitian ulang berkas perkara, penelitian ternangka dan 

barang bukti serta pemeriksaan tarnbahan. 

Dalam tabap prapenuntutan ini setelah menertma Sural Pemberitahuan 

Dimulainya Penyidhn (SPDP) dati penyidik, diterbitkan Surat Perintah 

Penujukan Jaksa untuk penelitian Perkara tetsebut, yang bertugas untuk 

memantau perkembangan penyidhn. Tugas jaksa peneliti selanjutnya setelah 

menertma berkas perkara tabap pertama dari penyidik segera melakukan 

penelitian tentaug kelengkapan berkas perkara, apakah basil penyidikan itu 

sudah lengkap atau belum Apabila bel urn lengkap maka dalarn jangka waktu 7 

(tujuh) hari sejak diterima berkas perkara dikembalikan kepada penyidik 

disertai petunjuk-petunuk tentang hal apa saja yang hams dilengkapi, mengacu 

pada Pasal 110 ayat (2) KUHAP. Penyidikan harus dianggap lengkap dan 

selesai apabila dalam waktu 14 (empat betas) hari berkas perkara tidak 

dikembalikan kepada penyidik. Setelah menerima kernbali basil penyidikan 

yang lengkap dari panyidik, jaksa peneliti segera menentukan apakab berkas 

perkara sudah memenuhi pernyaratan untuk dapat atau tidak diadakan 

penuntutan."' Hal terse but menunjukkan adanya jalinan erat autara penyldikau 

dan penuntutan (melalui ikatan prapenuntutan) dalarn tahap pra-ajudikasi. 

4. Bantuan hukum oleh advokat 

Kebutuban terhadap bantuan hukum secara idiil didasarkan pada gagasan 

untuk menciptakan koreksi dan panyeimbang (checks and balancing) terhadap 

kekuasaan negara dalam penegakkan hukum yang diwakili dan didelegasikan 

j1j Ibid. 

Universitas Indonesia Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 2009



77 

kepada kofllllonen penegak hukum, seperti penyidik dan penuntut umum 

melalui pernndang-undangan, Utamanya ditujukan secara cuma-cuma (prodeo) 

kepada yang membutuhkrumya Kebutuhan terhadap pemenuban secata pokok 

dan mendasar alas prinsip persamaan/kesederajatan bagi setiap orang di 

hadapan hukum (<quality before the law) dan penghonnalan terhadap harkat 

dan martabat rnanusia (human dignity), terutama ditujukan kepada rakyat 

miskin yang tidak mempunyai akses pengelahuan tenlang hukum, termasuk 

proses hukum dalam keadaannya berhadapan dengan penegak hukum yang 

memang terdidik dan mahir akan bukum Konsep tersebut diangkat untuk 

menghllangkan persepsi sebagian masyarakat, bahwa kenyataannya, pemberian 

bantuan hukum mengarah pada proresi dan llll1l:!l pencaharian, sehingga 

merupakan komoditi atau barang mewah dan hanya dapat dijangkau oleh kaum 

yang berharta114
, 

Terdapat beberapa istilah yang pada dasarnya merupakan bentuk bantuan 

hulrum, diantaranya : 

a Legal aid, pemberian jasa dibidang bantuan hukum kepada seseorang 

yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara yang dilak:ukan secara 

cuma-cnma, lebig khusus bagi yang tidak mampu dahnn masyakarat 

miskin, Motivasinya menegakan hukum dengan jalan membela 

kepentingan dan hak asasi rakyat miskin yang tak paham dan buta 

hulrum 

h Legal assistance, mengandung pengetian yang lebih luas daripada 

legal aid, Selain memberi jasa bantuan hukum, !ebih eenderung pada 

profesi advokat yang memberikan bantuan kepada pihak yang mampu 

rnembayar prestasi (jasa) dan seeara cuma-cuma kepada masyarakat 

miskin. 

c, Legal service, yang diartikan pe!ayanan hulrum, yang secara konsep 

dan tujuan lebih luas daripada legal aid dan legal assistance, dengan 

memberikan batuan kepada masyaraka! yatlg secara operasional 

bertujuan menghapuskan atan setidaknya mengutat~gi kesan 

1" M Yahya llarahap, op,ci/,, hlm36L 
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dilcriminatif dalam pemberian bantuan hukum antara pihak kaya da:t! 

miskln, dengan orientasi pada perwujudan kebenaran hukam dan 

ponghonnatan terhadap hak·hak setiap orang yang dibenarkan hukum, 

dan kecenderungan untuk menyelesaikan setiap songeta dengan 

menempnb cara perdamaian. 175 

Prinsip--prinsip hantuan hukum antara lain : 

a. Bantuan hukum merupukan suatu pekerjaan yang memerlukan suatu 

pendidikan khusus dan keablian khusus serta bersifat profesional. 

b. Bantuan hulrum merupukan suatu pekeJjaan pemberian jasa, dimana 

ada orang tertentu yang memberikan jasa kepada orang yang 

membutuhkan. 

e. Bantuan hukum merupukan hak, artinya sesuatu yang dapat dituntut 

pemenuhannya oleh setiap subyek hukurn. 

Orang yang berprofesi memberikan jasa hukurn, baik didalam maupun di 

luar pengadilan disebut advokat176
. Konsep bantuan hukum merupukan jasa 

hnkum yang diberikan oleh advokat secara cwna-cuma kapada pihak yang 

tidal< mampu m Untuk kepentingan penulisan tesis ini, hantuan hukum dibatasi 

padn tabap pra-ajudikasi (penyidikan dan· penuntutan). Sebagaimana telnb 

dijelaskan sebelumnya, bantuan hukum merupakan pekerjaan pemberian ja.sa. 

Jasa tersebut diberikan kepada dalarn hal ini, orang yang disangka I diduga 

melukukan tinduk pidana (tersangka). Fungsi bantuan hukum disini sebagai 

penasihat dan pendamping tersangka"' serta menjarnin terpenubinya dan tiduk. 

terlanggarnya bak-hak tersangka, bnkan berfungsi sebagai penolong tersangka 

sehingga bebas dari jeratan aneaman hnkum dalam pemerlksaan pada tabap 

pra·ajudikasi. Hal ini tegas dinyatakan dalarn KUHAP sebagai berikut : 

l7.S Ibid., hlm.363. 

"'Indonesia, Undang-undu•g Advokat, W No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tall!ln 2003, TLN 
No. 4282, Pasall butir I. 

"'Indonesia, Undang-undang Advokat, W No. I a Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN 
No. 4282, Pasall bntir 9. 

118 Andl Hamzah, vp. cit., hhn. 86. 
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Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat 
bantuan hukum darl seorang atau lebih penasihat hukutn selama dalam 
waktu dau pada · setiap tingkatan ~emeriksaan, menurut tatacara yang 
ditentukan dalarn undaug-undaug ini 79

• 

Dari pengertian pasal tersebut, bantuan hukum secara umum merupakan 

hak bagi orang yang disangks I diduga melakukan tindak pidana (tersangka) 

demi kepentingan pembelaan atas dirinya, terutama jika terhadap t.ersangka 

dilcenakan tindakan paksa (coercive measure), penahanan. Namun, hak 

mernperoleh bantuan hukum betuhah menjadi wajib memperoleh bantuan 

hukum, sehagaimana dijelaakan dalarn KUHAP sebagai berikut : 

Dalam hal tersangks atau terdakwa disangks atau didakwa melakukan 
tindak pi dana yang dianearn dengan pidana mati atau ancarnan pi dana lima 
belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak rnarnpu yang diancam 
dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mernpunyai penasihat 
hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 
pemerilcsaan dala proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi 
mereka180

• 

Peranan advokat (penasihat hukum) semskiu dibutuhkan, bahkan dapat 

dimasukkan sehagai quasi sub-system dalam SPP181 Advokat menjadi 

kornponen kelima dalam SPP se!ain sub-sub sistem yaitu polisi, jaksa, hakim 

dan petugas lembaga pemasyarakatan. Sehagaimana dipertegas dalam Undang­

Undaug tentang Advokat bahwa, "advokat berstatus sebagai penegak hukum, 

179 Indonesia. Undong-undang Hukum Acaro Pidana ataq Kitab Undang-wuiang Hukwn 
Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasat 
54i. 

ao lndonesia. Unddng-undang Hukunt Acara Pidona ofau Kitab UndatJg-undQJig Hulaun 
AcaraPidana (KUHAP), UUNo. 8 tahun 1981, LN No. 76TahlUI1981, TLNNo. 3209, Pasa156 
ay.tt (1). 

181 Muladi, op.cit., h1m.2L 
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bebas dan mandirl yang dijalnin oleh hukum dan peraturan perundang­

undangan"' 82
. 

Bantuan hukum sebagai bagian dari SPP yang tidak lepas dari landasan 

motivasi hukum acata pidana yang menjunjung penghorrnatan terhadap harkat 

dan martabat manusia, khususnya KtJHAP yang pada tataran operatif hendak 

mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal jU!Itice 

system). Landasan motivasi tersebut yang menjadi arah penagak hukurn, 

termasuk profesi dan fungsi advokat sebagai bagian yang terpadu atau integral 

(integrated) dari sulrsub sistem lain dalam SPP untuk rnewujudkan 

penghonnatan terbadap bark.at dan martahat manusia. 

Dalam proses hukum yang adil (due process of law) tercak.ap pula tnakna 

perllndangan terhadap bark.at dan martabat manusia. Sebagai contoh, meskipun 

seseorang Ielah melakukan tindak pidana (tersangk.a bahkan terdakwa), selarna 

yeng bersangkutan masih menjalani proses peradilan pidana, terutarna parla 

tahap pra-ajudikas~ barkat dan mattabat sebagai manusia tetap diakui. Dalam 

hal ini bentuk pengskuan tersebut tercennin dalam asas praduga tidak bersalah 

(presumptio>l of innocence) sampai kesalahannya dapat dibuktikan dalam 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

111 Indonesia. Undang-undang Advokat, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahllll 2003, TLN 
No. 4282, J>asalS. 
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TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN 
ADVOKATDALAMLEMBAGAPRAPENUNTUTAN 

Pada Bah 3 ini akan disajikan hasil dari penelitian serta analisis terhadap 

data yang telah terkumpul dan diuraikan pada Bab 1 dan Bab 2 sebelumnya. 

Berdaserkan hasil stud! ini, akan dapat dipahami peranan (tugas dan 

wewenang) dari kornponen-komporren dalarn sistem peradilan pidana 

(disingkat SPP) pada tahap pra-ajudikasi, yaitu penyidik (Polri), penuntut 

umum dan advokat dalam pernahamannya terbadap lembaga prapenuntutan. 

Dalam menganaiisis, penulis tetap berpegang pada pemyataan, bahwa pra­

ajudikasi merupakan tahap permulaan dalam memasuki SPP. Pada pra­

ajudikasi, penyidikan dan penuntutan sangat berkait erat dan tidak dapat 

dipisabkan secara tajam sebegai konsekuensi keterpaduan ( integreted) alas 

sistem dalam peradilan pidana Pra-ajudikasi menjadi salah satu tahap penting 

untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, yaitu proses hukum yang adi! (due 

process of law). 

Analisis terhadap data yang terkumpu~ baik data yang diperoleh dari 

basil studi dokumen I literatur I kepustakaan (data sekunder) rnaupun data 

primer yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber yang 

terkait dengan permasalahan pada tesis ini, yaitu po!isi, jaksa dan advokat 

untuk memperoleh konfirmasi terhadap studi kepustakaan yang telah terlebih 

dahulu dilakukan. Analisis dilakukan untuk memperoleh jawaban terhadap 

permasalahan pokok, yaltu kebljalum penyldikan dan penuntutan belum 

meogarahkan pada satu kebljakan Jlldana. Kebljakan pldana yang 

dlmaksud, yaknl kebljalum operaslonal dalam tahap pra-ajudlkasl. 

Agar dalam pembahasannya terarah, perumusan permasalahan tersebut 

dihatasi dalam beberapan pertanyaan penelitian (research questions), yaitu : 

L Apekah lembaga prapenuntutan dapat menjadi sarana untuk menetapkan 

kebijakan pidana (kebijakan operasional dalam tahap pra-ajudikasi) ? 

· 2. Bagaimana mewujudkan lembaga prapenuntutan rnenuju pada satu 

kebijakan pidana {kebijakan operasional dalam tabap pra-ajudlkasi) ? 
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A.l>eranan Sub-Sub Slsteml'ada Tubap l'ra-Ajndlkasl 

Dalam betproses, sistem peradilan pidana memberikan posisi pads hukum 

acara pidana atau hukum pidsna formil sehagai instrumen (sarana) untuk 

mengbarmonisasikan, termasuk menyelataskan berbagai perbedaan 

kepentingan dari para pihak yang terkait. Para pihak dslarn perkara pidana 

terdiri dsri komponen atau sub atau bagian dari sistem peradilan pidsna (SPP) 

yang secara langsung berkecimpung didalamnya, yaitu pollsi, jaksa, hakim dan 

petugas lembaga pemasyarakatkan serta advokat, yang semuanya 

berkedudukan sebagai peuegak hukum. 

Sebagai penegak hukum, mereka menjadi personilikasi dsri lembaga I 

instansi yang sebarusnya menjalankan fungsi negara pads bidsng yudikatif 

(keknasaan kehalciman) dalarn arti luas, yaitu kekuasaan negara dslam 

menegakkan hukum, termasuk tetapi tldak terbatas hanya pads lingkup 

kel:uasaan peradilan (mengadili) dalam proses peradilan pidana183
. Oleh 

undang-undsng, masing-masing lembaga penegak hukum diberikan kewaJiban 

(beban atau tugas), dan untuk mengoperasionalisasikan behan atau tugas 

tersebut disematkan bak (wewenang). 

Sebagai instrument I sarana, hukum acara pidana menjadi piliban bagi para 

pihak yang berkepentingan dalarn perkara pidana untuk mengembaBkan 

keseimbangan yang terganggu dalam masyarukut dengan jalan memprosesnya 

dalam suatu peradilan pidana. Instrumen ini seyogyanya difungsikan sebagai 

sarana I alar terakhir (ultimum remidium) dalarn kaitannya dengan hukum 

pidsna materiil, karena sifatnya akan memberikan dsmpak penderitaan, 

meakipun belum teatu bersalab, khususnya hagi peluku tindak pidsna. Sebagai 

sarana I instrumen terakhir, berarti daiam prosesnya dimungkinkan 

peuyelesaian dan pengembailan keseimbangan yang terganggu dalam 

masyarakat melalui cara lain, yaitu penyelesaian (secara hukum atau legal) di 

luat proses (afdoening buiten proces), yaitu penyelesaian secata hukum di luar 

m Bn.tda Nawawi Ariet; op.c!t .• hlm.33. 
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proses pengadilan disebut ttansaksi184
. transaksi disini menjadi solusi sah 

penyelesahrn suatu perkara pidana dan dibedakan dengan penyelesaian suatu 

perkara pidana yang tidak secara hukum a!au illegal, dalam arti perkara pidana 

tidak dilanjutkan karena ada kesepakatan "di bawah !augan" antar para pihak 

dimana salah satu pihak memberikan kompensasi antara lain berupa uang 

kepada penegak hukum (untuk kepentingan penegak hukum sendiri) yang 

menangani perkara pidana ternehul 

Sebagainnana telah diuraikan dalam Bah 1 dan Bab 2 pada tesis ini, tahap 

pra"ajudikasi merupakan tahep yang mengawali dan pembuka dalarn memasuki 

sistem peradilan pidana Pada iahap ini ditentukan antara lain : apabh suatu 

peristiwa merilpakan tindak pidana, fakta"fakia yang mendukung dan relevan 

dangan tindak pidana tersebut, seleksi terhadap siepa saja yang berkapasitas 

menjadi saksi dan siapa dianteranya yang dapat diduga sebagai pelaku tindak 

pidana serta apa yang menjadi dasarnya, dan langkah-langkah lain yang akan 

diternpuh untuk keberhasilan pada tahap pra-ajudikasi. 

Dalam pra-ajudikasi sangat bersinggung dengan kepentingan berbagai 

pihak, yaitu saksi-saksi (tem:msuk korban) dan tersangka di satu sisi, dan aparat 

peaegak hukum (polis~ jakaa dan advokar) di sisi lainnya Kapentingan 

berbugai pihak tersebut pada gilirannya akan berhubungan dengan 

penghormatan terhadap harkat dan martabat rnanusia, dalam hal ini upaya 

paksa, seperti pemanggilan, pemeriksaan, peaggeledahan, penyitaan, 

penangkapan, penahanan dan sebagainya. Pada tahap pra-ajudikasi menjadi 

pertemuan dari dua fungsi yang seharusnya sangat berkaiian dan sating 

mendukung yaitu penyidikan dan penuntu!an, yang masing-masing dijalankan 

oleh lnstansi kepolisian dan kejaksaan, serta advokat dalam limgsi bantuan 

hukum, sebingga dalam prosesnya diperlakan adanya harmonisast 

114 Jan Retnmclink. Hukum Fidana Komentar alas Pasal-Pasal Terpenting dari Kita{J Umiang~ 
Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kilab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia (Jabrta : Gnomedia l'usiJ!k. U!atna, 20031 hlmA42 
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Istilah "hannanisasi", secata e!llllO!ogis betasa! dllrl kata "hartnonl" yang 

berarti keselarasan, kecocokan, keserasian. 18' Pari sudut fi!sa!il!, hannonl 

berarti kerjasama antara berbagai lilktor yang sedemikian rupa, hingga faktor­

faktor tersebut menghasilkan kesatuan yaug luhur. '" Hannanisasi dalam hal inl 

mengandung arti sehagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan­

hatasan perbedaan, hal-hal yang bartentangan dan kejanggalan. Dikaitkan 

dengan hukum, maka hannonisasi hukum merupakan upaya alan proses untuk 

merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga 

menghasilkan kesatuan sistem hukum yang hannanis 187
• 

Dalam penegakan hukum, harmonisasi merupakan upaya atau proses 

untuk merealisasikan keselarasan dan keseimhangan, antara berbagai faktor 

dalam penegakan hukum yang sedemiktan rupa sehingga fak!or-faktor tersebut 

menghasilkan satu kesatuan atau keseluruhan yang luhur sebagai bagian dati 

suatu sistem, yaitu sistem peradilan pidaua terpadu (integrated crimina/ justice 

system). Secara konsepsianal, inti dan arti dari penegakan huknm terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yaug teljabarkan di dalarn kaidab­

kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sehagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan~ memeiiliara, dan 

mempertahankan keda:rnaian pergaulan hidup188
• Masalah pokok penegakan 

hukum terletak pada faktar-faktor yang mempengaruhinya. Menurat Soerjona 

Soekanto, beberapa fak!or tersebut, yaitu : 

I. Faktor hukumnya sendiri, yaug dihatasi pada undang-undang saja; 
2. Faktor penegak hukurn, yaknl pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

IE.5 M. Dablan A1 Barry. Kamus Modern Bahasa Indonesia (Yogyakarta : Arioka, 1995~ 
h!m.U5. 

"' Hassan Saddily, dkk, Ensiklopedi indonesia, lldlsi khusus (1Wrta : lchtiar Bnrn-Vm 
Hoeve. 1996), hlm, 1262. 

la7 Kusnu Goesniadhic s ... Hannanfsasl Hukum Dalam Perspektif Perundang~Undangan (Lex 
S'peclalis Suatu Masalah), Cet.Pertama (Snrabaya : l1' !looks, 2006) hlm.62. 

1111 Soeljono Soekanto, op.ciL, hlm. 8. 
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4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tetsebut berlaku atau 
diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yakni basil karya, cirta dan rasa yang didasarkan pada 
karsa manusia didalam pergaulan hidup" . 

Diantara kelima faktor -•but, dua fuktor ruantamya, yaitu fuktor hukum 

dan faktor penegak hukum akan digunakan dalam menganalisis permasalahan 

pada penulisan tesis ini. Kedua faktur tersehut berkaitan erat an tara satu dang an 

lainnya yang diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama, 

hukum d:ipmonifikas1kan sebagai penegak hukum, demlkian pula penegak 

hukum d:ipersepsikan sebagai hukum. Oleh undang-undang, penegak hukum 

diberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum. 

A&Pun uraian dari faktor-faktur tersebut, yaitu : 

1. Faktor hukwn (undang-UJtdang). 

Lazimnya hukum diartikan sebagai kaidah atau norma. Kaidah atau norma 

diperoleh berdasarkan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang 

dianggap pantas, pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau 

dianggap bunek (nilai), kadang timbul dari pola perilaku manusia yang 

dilakukan berulang-ulang dan nyata190
• Dalam tradisi civil law saperti di 

Indonesia, hukum utamanya merupekan produk legislasi (antara pemerintah 

selaku eksekutif dengan parlemen yaitu DPR RI) dalarn hal ini undang-undang, 

sebagaitnana adagium "ubi lex ibi poena" atau "di mana ada undang-undang 

disitu ada hukum", rneskipun demikian hukum tidak identik dengan undang­

undang saja. Ditinjau dari tatll tertib hidup bermasyarakat, hokum merupakan 

satu kesatuan dari keseluruhan ketentuan dan perundang-undaegan dalam satu 

sistem yang terbuka191 Di dalam penulisan tesis ini faktnr hukum akan dlbatasi 

pada undang-undang. 

m Ibid. 

19n Soerjono Soekanto, Pengantar Penelilian Hukum, Cet.Ketlga (Jakarta : Universitas 
Indonesia, !9!\6) hltn. 44. 

191 John z. Loudoe. op.cit., hlm.12. 
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Hukum pidana pada umumnya berisikan ancaman-ancaman hukuman 

terhadap pcrilaku-perilaku tertentu yang dianggaP sebagai pcnyelewengan. 

Ancaman-ancaman hukuman tadi bertujuan untuk menanggulangi (prevensi 

dan represi) terjadinya penyelewengan dengan cara menimbulkan efek 

menakut-nakuti. Tujuan (umum) hukum, yaitu terciptanya suatu kedamaian 

yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban (nilai ketertiban bertitik 

tolak pada kelerikatan) dengan ketentraman (bertitik tolak pada kebebasan)191
. 

Secara materlil, hukurn pidana merupakan nonna atau kaidah yang 

sebagian besar secara substansi diformulasikan dalarn hentuk aturan-aturan 

yang memuat larangan-l=gan atau kelarrusan-keharusan sekatigus sanksi 

(ancaman) bagi subyek hukum (pribadilmanusia atau natuurlijk persoon 

tnaUpun badan hukum atau rechtspersoon) yang melanggarnya'"· Pada tingkat 

operasionalnya hukum pidana memerlukan aturan-aturan untuk mewujudkan 

sanksi (ancaman) terhadap subyek bukum yang melanggarnya, yaitu hukum 

acara pidana atau hukum pidana formil. Suatu hukum acara pidana, secara 

umum herfungsi untuk membatasi kekUllllaan negara dalarn bertindek terhadap 

warga rnasyarakat yang terlibat dalarn proses peradilan pidana '", sekaligus 

menjadikan aparat penegak hukum (kekuasaan negara dalarn proses peradilan 

pidana) berfungsi dalam menjalankan tugas (kewajiban) dan wewenangnya 

(hak). 

Kekuasaan negara da!am proses peradilan pidana, direpresentasikan oleh 

komponen-kornpnnen (sub-sub) dalam SPP, yaitu pnlisi, jaksa, hakim dan 

!embaga pemasyarakatan yang masing-masing dibekali SaPerangkat wewenang 

(hak) untuk menjalankan tugas (kewajiban) da!am penegakan hukum. Pada 

proses pemeriksaan diatur mengenai bantuan hukum oleh advokat sebagai 

profesi terhormat atau off~eium nobile yang dalam bersikap dan bertindak 

selalu dalam kerangka menghormati bukum dan keadilan, sehingga kedudukan 

192 Soerjono Soek.anto, op.cfl,, hhn. 85 dan &6. 

'" !WdySalriyo Mukautardjo, ''Ketidakt")laduan Antara Potisi dan Jaksa Dalam Penyidikan", 
Adrianus Mellala, ed., dalam Quo Vadls Polisl, Cet.Po:tuna (lal<arta : Jurusan Kriado!ogi Fisip 
U!, 1996), hlm.37. 

194 Mardjono Reksodiputri:.t:t op.cit,, hlnL 25. 
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advokat sebagai "the offteer of the court''1", menjadikannya berstatus sebagai 

penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Undang-Undang No. 18 

Tahun 2003 tentang Advoka~ yang memberi kedudukan kepada advokat sebagai 

bagian dari komponen-komponen penegak hukum lain dalam SPP. 

Hukum acara pidana diadakan dengan maksud untuk menghindarkan 

tetjadinya proses !tukum yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum 

dan dipedomani untuk mencapai tujuannya yaitu proses hukum yang adil (due 

process of law) atau behoorlijk process recht'96
• Hukum acara pidana antara 

lain mengatur alat-alat atau lembaga-lembaga negara untuk menegakkan 

hukum pidana, prosedur penegakannya, tugas dan wewenang dari alat-alat 

negara tersebut, serta sanksi jika pelaksanaan penegakan hukum tidak sesuai 

deagan prosedur, tugas dan wewenangnya Dapat dikatukun, hukum acara 

pidana adalab kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan mengenai 

soal-soal sebagai berik:ut : 

a Cara bagaimana bums diambil tindakan-tiadakan jika ada sangkaan, jika 
ada sangkaan, baltwa telah tetjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana 
mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang Ielah 
dilakukan. 

b. Setelah temyata, bahwa ada suatu tiadak pidana yang dilakukan, siapa dan 
cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang 
yang disangku bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menagkap, 
menahan dan memeriksa orang itu~ 

c. Cara bagaimana mengumpulkan berang-berang bukt~ memeriksa, 
mengeledah bedan, dan temapt-teinpat lain serta menyita barang-barang 
itu, untuk membuktika kesalahan tersangka, 

d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa 
aleh hakim sampai dapat dijatubkan pidana, dan 

e. Oleh siapa dan dengan cara b~aimana putusan penjatuhan pidana itu 
harus dilaksanakan dan sebuginya ", 

Jss Sirajuddin; Zulkmnain; dan Sugiarto. Kamisi PettglfWilSan Penegak Hukum Mampukah 
Membawa Pen.d;ahan ?, CetPertama, (Maiang: MCW dan Yappika), blm, 149. 

'" Andi Hamzab, ''Urgensi Petubahan Tcrhad!lp KUHAP", Sri Wlndartl, ed., d!llam Mardjono 
Reksodiputro, Pengabdian Seorang Guru JJesar Hukum Pidana, CetPertama (Depok : Badan 
Pll!lerbit FHUI, zoo7), hlm.25. 

191 R.. Soesilo. Hukum Acaro F;dana (Prosedur Penye!esaian Perlrora Pidona Menurit.l 
KUHAP Bag! Penegak Hullum), Cet.P-a (llogor ; l>olllela, 1982), blm,3, 
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Pada l!lllSa berlakunya HIR (hukum yang dipakai sebagai pedoman untuk 

beracara dalam perkara pidana sebelum berlakunya ICUHAP), proses peradilan 

pidana dibagi menjadi tiga tahap, yaitn : 

a. Pemeriksaan pendahuluan yang dilakakan oleb pnlisi dan jaksa. 
b. Pemeriksaan dalam siding pengadilan oleb hakim dan jaksa, dan 
c. Pelaksanaan putnsan pengadilan yang dilakakan olebjaksa1". 

Oleh karena dalarn sistem HIR fungsi pemetiksaan pendahuluan dilakukan 

oleh polisi dan jaksa, maka secara konstelasi peradilan pidana, fungsi tersebut 

dapat torpadu (inlegraled). Jaksa atau rnagistraat199 merupakan pegawai 

penyidik, sebagaimana dimaksud da!arn Pasal 39 HIR, sedangkan pnlisi 

menjabat sebagai jaksa pembantn (hulp magistraat) yang pada hakikatnya 

merupakan jaksa juga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (I) HIR. 200 

Konstelasi peradilan pidana yang demikian, berubah sejak 

diundangkannya hukum acara pidana nasional melalui Undang-undang No. 8 

Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209 tentang Undang-undang Hukum 

Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acam Pidana (selanjutnya disebut 

KUHAP). Jiwa dan materi hukum acara pidana, khususnya dalarn KUHAP 

sangat berbeda dari pendahulunya (HIR), sehingga herimplikasi pada selurub 

tahapan da!arn SPP, tidak terkecuali pada tahap pra-ajudikasi, khususnya 

teljadi perubahan fundamental dalam bidang penyidikan yang antara lain 

sebagai berikut : 

198 Ibid .• hlmA 

m Magistraat (Belanda) adalah pejaba( dala1U kelruasaan tn:ngadilan. Dahnlu dikenal 
Magistratnr dnduk (Zittende magtsrratur) yattu bakim, sedangkan magistrate berdiri (staande 
magistrnw) yaitu jaksa, karena poda waktu membacaksn tuntutaanya ia harus berdiri, 
sebagoimana dimaksud dalam Andi H....,..ah, /Wrnu:; Hukwn, c.t.Peruuna (Jakarta : Gbalia 
lndon<Sia, 1986), hlm.360. 

100 R. Soesilo, op.cit.,hlm.5. 
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a. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi 
llllUll!llia di mana tnasyanakat dapat tnenghayati hak dan kewajibatltlya, 
yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjatnin 
hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap temangka secara layak sebagal 
subjek. 

b. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan 
wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, 
wewenang dan tanggung jawab. Pembidangan tersebut tak berarti 
mengkotak-katakan tugas, wewenang dan tanggung jawab, tapi 
mengandang koordinasi dan singkronisasi. 

c. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari 
fungsi penuntutan dan pengadilan, di mana te!jalin adanya hubungan 
koordinasi fungsionai dan instansional serta adanya singkronisasi 
pelaksanaan 

d. Polri sebagai penyidik utarna wajib mengknordinasikan penyidik pejabat 
pegawai negeri sipil dengan membarikan pengawasan, petunjuk dan 
bantuan. 

e. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang 
lebih ketat bagi penyidik demi penegakan hukam dan perlindungan bak 
asasi. 

f Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai 
kewajiban membarikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam 
hal tersangka tak mampu dan tak mempunyai penasihat hukam. 

g. Pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik, 
yang dilengkar,i dengan pendampingan oleh pembela kepada tersangka 
yang diperiksa 0'-

Intinya, terjadi perubahan dalam bukum aeara pidana, kbususnya bidang 

penyidikan dengan menjadikan prinsip proses hukum yang adil (due process of 

law) yang merupakan tujuan acara pidana, sebagai kerangka kerja dalam 

menjalaukan wewenang dun fungsi penyidikan. Wewenang dan fungsi 

penyidikan (meskipun tidak menjadi satu sebagaimana dalam pemeriksaan 

pendabuluan pada 111llSa HIR) tetap pada bingkai koordinasi dan singkronisasi 

dungan lembaga penegak hukam lainnya, yaitu penuntut umum pada bidang 

penuntutan dan advokat pada bidang bantuan hukam sebagai wujud 

pelaksanaan dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice 

system) . 

.wl Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Kirab Undang-Undang Hukum Acara Pidana1 keputusan 
Mentcri l>ebakirnan No. M.Ol.PW.07.03 tahun 1982, Bidang Pen;ldikau !lab I Pendahuluan. 
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Konsekuensi dari perubahan sistem penyidikan berdasarkan KUHAP, 

berdampak pada perubahan taktik dan tekuik penyidikan. Taktik dan tekuik 

penyidikan dalrun hal ini seharusnya tidak hanya berpegang pnda teori-teori 

yang kaku, melainkan dilakukan seeara preseptif, dengan mengingat ungkapan 

"penyidikan merupakan suatu seni bukan ilmu"202
• Dari sifatnya, penyidilcan 

dapat menggunakan met:ode tiga "i", yaitu informasi, interogasi dan 

instrumentasi, yang diuraikan sebagai barikut : 

a lnfotmasi. 

Dunia infurmasi digunakan untulc mendeskripsikan pengetahuan dimana 

pihak penyidik mengnmputkan pengetahuan tersebut dari pihak lain. 

lnfurmasi dalam hal ini merupakan hal-hal yang dapat diketahui oleh 

penyidik dati pihak-pihak tertentu. Hal mana mensyaratkan adanya 

sensitifitas dan aktifitas yang responsif dari penyidik terhadap tindak 

pidana yang Ielah teljadi, tetapi lcerrnmgkinan deteksi dini ( rurly warning) 

terhadap berbagai kemungkinan yang akan teljadi. 

b. Interogasi. 

Cara memperoieh infurrnasi da!am penyidikan, antara lain diperoleh dari 

kegiatan interogasi Sejauh mungkin, dalam memperoleh informasi dengan 

cara interogasi untulc mengindari mempersepsikan pemeriksaan perkara 

bukan untuk mencari kesalahan orang, meJainkan semata~mata untuk 

mencari keadilan. Pnda posisi ini orang yang diinterogasi dipandang 

sebagai subjek yang diperiksa dan diperlakukan sebagai manusia dengan 

hak-hakuya sebagai warga negara yang juga hams dilindungi hukum dan 

penegak hukum 

c. lnstrurnentasL 

Penyidikan memerlakan dukungan instrumen atau sarana yang diperlukan 

dan berkaitan dengan penyidikan. Sarana-sarana pendukung tersebut 

berfungsi sebagai hantuan ilmiah, termasuk namun tidak terbatas pada 

:w:< Gerson W. Sawengan, Penyidlkan Perkara Pidana cUm Tcknfk Inrerogasi, Cet.Ketiga 
(lakatia: Pradnya Paramila, 1989) hlm.2L 
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kriminalistik, tetat>i dapat pula penggunaan pengetahuan dan tekno!ogi 

mutakhir. 203 

Hukum acara pidana yang ber!aku saat ini, secara unrum diatur datarn 

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berkehendak untuk 

menciptakan suatu diferensiasi fungsional sebagai respon dan langkal1 reposisi 

dari penanganan proses pidana pada masa HlR yang diskriminatif (seperti : 

pengelompokan hukom berdasarkan daerah, goloagen keturunan atau ras, dan 

pembagian hukum acara) dan pelanggaran · terhadap harkat dan martahat 

manusia, 

Diferensiasi fungsional, yaitu penjelasan dan penegasan dengan )alan 

menahagi tugas wewenaug antara jl\iaran aparat peneguk hukum secara 

instansional. Penegasan fungsi dan wewenang jelas tersirat dengan membagi 

pembidangan antara penyidikan dan penuntutao. Pada sisi lain, secara 

kelembagaau, sekaligus terdapat diferensiasi instansiorial di mana masing­

masing fungsi dan wewenang terscbut dijalankan olch instansi yang berbeda 

dan mandiri, yaitu kepotisian yang menjalankan fungsi penyidikan dan 

kejuksaan yang menjalankan fungsi penuntutan. 

Alas dasar diferensiasi fungsi0nal, penjelasan dan pembagian 

(pengelompokan) tersebut diatur (dalam hukum acara) sedemikian rupa 

sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalarn proses penegakan 

hukum yang era! berkaltan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan 

instansi yang lain sebagairnana dimaksud prinsip "keterpaduan" atau 

"integreted" datarn sistem peradilan pidana atau integrated criminal justice 

system. Penjerniban dan dlferensiasi fungsi dan wewenang in~ terutama 

diarabken kepada penjerniban difurensiasi fungsi dan wewenang antara 

kepolisian dan kejuksaau""'. Berarti diferensiasi fungsional datarn difurensiasi 

instansional. Deugau dernikian, pada diferensiasi fungsi manghendaki pula 

difetensiasi instansional. 

101 /btd. 

""M. Yahyallatahllp, op.cit, hluL 46 dan 47. 
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a. Dlferenslasllnslanslonal 

l<UHAP telah memberikan penjelasan tentang penyidik sebagaimana 

diatur dalamPasal1 butir !junto l>asal6ayat (I) hurufa dan Pasall butir 

6 huruf b junto Pasal !3 l<UHAP. Dije!askan bahwa, ''Penyidik adalah 

pejabat polis! negara Republik Indonesia alau pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi wewenang kbusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan""''. Pengertian yang sama juga terdspat pads Pasal 

6 ayal (I} KUHAP. llemlklan pula pengertian mengenai penuntut umum 

l<UHAP menjelaskan bahwa, "penuntut umum adslah jaksa yang diberi 

wewenang oleh undsng-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan penetapan hakitn"206
• Pasal 13 kUHAP juga metnberikan 

pengulangan terhadsp pengertian penuntut umum 

Undang-Undsng sektoral yang mengatur kepotisian dan kejaksaan, 

yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Undsng-Undang No.16 tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia. Pads Pasa1 1 butir 10, Undang-Undang 

No.2 tahun 2002 tentang Kepo1isian Negara Republik Indonesia dije1askan 

mengenai defmisi penyidik yang sama sebagainnma diatur dalam KUHAP, 

namun pada undsng-undang kepolisian istilah "penyidik" dan "peayidik 

pegawai negeri sipil" menjadi pengertian yang terpisah. Definisi penyidik 

pegawai negeri sipil diatur di dalam Pasal 1 butir 11, Undang-Undang 

No.2 tahWI2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Dalam Pasal I butir 2, Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan mengenai definisi pemmtut 

umum yang sama sebagaimana diatur ds1am KUHAP. Kedua undang­

undang tersebut mengatur kepolisian dan kejaksaan yang terpisah secara 

kelemhagaan dan keduanya tnasing-masing mempunyai susunan dan tala 

ws Indonesia, Undang*Wfdang Hl.llam1 Acarn Pidana atau Kirab UndMg·undang Hukum 
Acaro Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun l981,l.N No. 76 Tahua 1981, Tl.N No. 3209, Pasa11 
butir I. 

Z06 Indonesia, Undangwundang Hukum Acara Pidana at® Kitab Und<mgwundang Hukwn 
Acara Pi<iana (KUHAP), UU No. 8 tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasall 
butir 6 hurufb. 
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kerja organisasi yang diatur tnelalui petaturalt pelaksana yang betbeda 

pula 
Dengan demikian, dladakan pembedaan secara jelas bebwa penyidik 

adalah pejabat Polri (instansi kepoiisian) dan penyidik pegawal negeri sipil 

tertentu, sedangkan penuntut umum adalah jaksa (lnstansi kejaksaan). 

KUHAP dan Undang-Undang sektoral telah menjadikan instansi penyidik 

dan instansi penuntut umum terpisah dan mandiri, antara satu instansi 

bukan subordinasi dari dari instansi lainnya dan masing-masing secara 

organisatoris bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasannya. 

Dalarn ketatanegaraan Indonesia, posisi I kedudukan lnstansi 

kepolisian dan kejaksaan berada di bawah dan menjadi subordinasi 

pernerintah I eksekutif (Presiden). Kepolisian dikepalai aleh Kepala 

Kepolisian Republlk Indonesia, sedangkan Kejaksaan (Kejaksaan Agung) 

dikepalai oleh Jaksa Agung Republlk Indonesia Kadudukan I posisi 

kepolisian sebagai bagian (subordinasi) dari pemerintah I eksekutif dapat 

diketahui dari ketentuan sebagai berikut : 

Fungal kepolisian adalah salah satu fungal pemerintaban negara di 
bidang pemeliharaan kearnanan dan ketertiban masyarakel, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat"''-
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan ala! negara yang 
herperan dalarn memelihara kearnanan dan ketertiban masyaraket, 
menegakkan hukum, serta memberikan pcrlindungan) pengayoman. 
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri203

• 

Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut, dapat diketahui salab 

satu fungsi kepolisian, yaltu penegakan hukum, tepatnya dalam hal fungsi 

penyelidikan dan penyidikan. Demikian juga kejaksaan, yang salab satu 

2ff1lndonesia. Undong·undang Kepclisian Negaro Republik lndonel>ia, UU No. 2 Tahun 2002, 
LN No.2 Tahun2002, TLN No. 4168, Pas11l2. 

l:tl$ Indonesia, Undang-undang Kepali$1an Negara Republik Indonesia, tJU No. 2 tahun 2002, 
LN No.2 Tahun 2002, TLN No. 416!l, Pasal5. 
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tugasnya, yaitu penegakan hukum, tepatnya di bidang penuntutan, yang 

dapat diketahui dari ketentuan sebagai berilmt : 

Jakl!a adaiah pejabat fungsional yang diberi wewerumg oleh undang­
undang untuk bertindak sebngai penuntut umum dan pelaksana 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatnn hukum tetap 
serta wewenang lain berdasarkan undang-undang"". 
Kejaksaan RepubUk Indonesia yang selanjutuya dalrun undang­
undang ini disebut dengan kejaksaan adalah lcmbega pemerintahan 
yang melaksanakan kekuaaaan negara di bidang penuntutan serta 
kewenangan lain berdasarkan undang-undang"'. 

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum diarnanahkan kepnda 

kekuasaan penegakan hukum (kekuasaan kehakiman)211
• Semua 

lembaga/inatnnsi (tennaauk instansi kepalisian dan kejaksaan) yang 

diberikun kekuasaan untuk itu sepatutnya disebut instansi penegak hukum 

Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuaaaan negara 

dalrun menegakkan hukum Kekuasaan kehakiman identik dengan 

kekuasaan (untuk) menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. 

Pengertian ini disebut kekuasaan kehakiman dalam arti luas. Berbeda 

dengan pengertian kekuasaan kehakiman dalarn arti sempit, yang identik 

dengan hanya kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili"' dengan 

Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan di bawahnya sebngai 

simbnlisasi institusianal, sebagaimana dimaksud dalarn ketentuan sebagai 

bnrikut: 

w Indonesia. Undilng4mdang kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 
67 Tllhun 2004, TLNNo. 4401, Pasal! ayat (1) . 

. uo Indonesia, Unda11g~undang Kf!Jfiksa(]J'I Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, LN No, 
67 Talum 2004, TLNNo. 4401, Pasa12 ayat (!). 

:tll Barda Nawawi Arie~ Masalah Penegakan Hukum dan Kebijalw.n Hukum Pidana dalam 
Fenanggulangan Kejahatan. Cet.:l>ertama (Jakarta : Kwcana Prena:da Media Group, 2007), lllm.5. 

212 Ibid., hJ.nL33. 
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kekuasaan kehaldman adalah kekoasaan negara yang merdeka ontuk 
menyelenggarakan petadilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan J>aucasila, demi terselanggaranya Negara Hokum 
Republik Indonesia'"· 
Penyelenggaraan kakuasaan kehaldman sebagahnana dimaksod dalam 
J>asal I di!akukan oleh seboah Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang berada di bawahnya dalam lingkungau peradilau umum, 
lingkungan peradilan agarna, lingkungau peradilan rniliter, lingkungan 
peradilan tala usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkarnah 
Konstitusi714• 

Dengan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti loas, 

sebagaimana Ielah dijelaskan sebelumnya, maka keko2Saan kehakiman 

tidak hanya berarti "kekuasaan mengadili" (kekuasaan menegakkan 

hnknm di badan-badan pengadilan), tetapi mencakup kekuasaan 

menegakkau hnknm dalam seluruh proses penegakau hokum. Hal ini 

berarti, dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), "kakuasaan 

kehakitnan (kekuasaan penegakau hukum) di bidaug pidana", mencakup 

seluruh kekuasaanlkewenangan dalam menegakkan hnknm pidana, yaitu 

kekuasaan penyidikan (oleh instansi penyidik, dalarn hal ini kepolisian), 

kekuasaan penontotan (oleh instansi kejaksaau), kekoasaan mengadili 

( oleh instansi pengadilan), dan kekuasaan pelaksaua potusanlpidana ( oleh 

instausi eksekusi)215
. Deugau demikian, keempat instansi tersebut 

melaksanakau kekuasaan kehaldman (kakuasaan penegakan hukem di 

bidaug bukum pidana), dan disebut sebagai instansi penegak hukum. 

Keempat (instansi) kekuasaan kehakiman (penegakan hukum) di 

bidang hukem pidana tersebut menjadi satu kesatuan sistern penegakau 

hukem pidana, yang dikenal dengan istilab "sistem peradilam pidana 

terpado" (integrated criminal justice system). Dengan mendasarkan pada 

pengertian keknasaan negara dalam penegakan hukem (kekuasaan 

213 Indonesia, Urukmg.undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tabun 2004. LN No. 8 
Tabllll 2004, TLN No. 4358, Pasall. 

'" Indonesia, Undnng-undang Kekuasaan Ke/wkiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 
Tabun 2004, TLNNo. 4358, Pasal2. 

215 Batda Naw.1wi Atiet op.cft., hlm.34. 
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kebakittlllJ!), ll1llka "kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri" 

barns pula terwujud dalam keseluruban proses penegakan hukum pidana. 

Hal ini berarti, keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan 

hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, 

kekuasaan mengadili dan kekuasaan eksekusi pidana, senarusnya merdeka 

dan mandiri (independen) yang berada di hawah naungan Mahkamah 

Agung2
" sebsgai harlan yndikatif menurut konsitusi, UUD 1945, dan 

kekuasaan kehakiman terlepas dart pengaruh, bahkan intervensi kekuasaan 

pernerintah I eksekutif. 

Karena itu, instansillembaga kepolisian (kekuasaan penyidikan oleh 

pnlisi disebut kepolisian kehakiman atau rijkspolitie. police judiciare211 

dan instansi /lembnga kejaksaan (kekuasaan penuntulan), yang keduanya 

menjalankan kekuasaan kebakiman sepatutnya pula disebut sebagai 

lembaga I instansi penegak hukum. Berdasarkun konsepsi berpikir 

demikian, maka sebagai konsekuensi togas penegakan hukum, seyogianya 

lembnga kepolisian dan lembnga kejaksaan bereda pada lingkungan 

keknasaan kehakiman, bukan subordinasi dart eksekutif I pemerintah 

(Presiden). 

b. Dlferenslasl fuugsl 

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata 

tertib, keamanan dan ketentaraman masyarekat dengan cara 

menanggulangi kejahatan, baik itu berupa usaha pencegahan (preventil) 

maupun pemberantasan atau penindakan (represil) setelah terjadinya 

pelanggaran hukum. Dalam penegakan hukum, negara memberikan 

kekuasaan kepada alat-alat I aparat penegak hukum untuk melaksanakan 

penegakan hukum terbadap setiap pelanggaran alas peraturan perundang­

undangan. Aparat penegak hukum yang berperan pada permulaan atau 

awalsuatu proses peradilan pidana, yakui lemhnga kepolisian dan lemhaga 

~u'lbtd .• hlm.35-36, 

m Badan Pembinaan Hukwn Nasiooal, op.cit .• hlm.32. 
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kejaksaan, yang tnasing-tnasing tnenjalankatt fungsl penyidikan datt 

penuntutan, tahapan petneriksaan pendahuluan atau sebelum petneriksaan 

dipersidangan (tahap pra-ajudikasi). 

Penyidikan berkaitan erat dengan penyelidikan. Fungsi penyelidikan 

guna menentukan memang benar telah teljadi suatu peristiwa. Peristiwa 

yang teljadi tersebut berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari 

basil penyelidikan diduga merupaksn tindak pidana dan dengan demlkian 

dapat menjadi dasar untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Dari 

uraian tersebut, penyelidikan bukanlah fungi yang berdiri sendiri terpisah 

dari fungsi penyidikan, melainkan penyelidikan menjadi bngian dari 

penyidikan, karena itu penyelidikan merupakan bagian atau cara dari 

penyidikan. Pada kepolisian melekat fungsi penyelidikan dan penyidikan. 

Perihal penyidikan datam KUHAP dinyatakan : 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalarn hal dan 
menurut cara yang diatur dalarn undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan hukti itu merribuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya218

. 

Bertitik tolak dari uraian mengenai pengertian penyidikan tersebut, 

setidaknya terdapat dua fungsi penyidikan, yaitu : 

I. Mencari dan mengumpulkan bukti, melalui serangkaian tindakan 

penyidik menurut cara yang diatur undang-undang (KUHAP), dan 

2. Alas dasar bukti yang telah terkumpul tersebut, digunakan untuk 

membuat lerang tntang tindak pidana yang teljarli datt menentukan 

tersangkanya. 

Guna kelancaran dalam melaksanakan fungsi penyidikan, aparat 

penegak hukum, dalarn hal ini penyidik diberi wewenang (hak) tettnasuk 

penggunaan upaya paksa, sepcrti penangkapan, penahanan, 

m Indonesia. Uffdarrg~Ulldrmg Hukum Acaro Pldarra atau Kitab Undarrg-undang Hukum 
Acara PidoM (KUFW'), UUNo. 8 Tahan 1981, LNNo. 76 Talnm 19111, tLNNo. 3209, !>asal! 
butir 2. 
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penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya yang tnetnbolebkan alat 

penegak bukum untuk menempuhnya. Karena itu, dalam penggunaan 

upaya paksa perlu diatur persyaratan dan pembatasan yang ketal demi 

terjaminnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 

(HAM). 

Untuk dapat menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau 

bukan, maka penyidik harus merniliki kemampuan untuk mengidentifikasi 

suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan mempergunakan ilmu 

pengetahuan hukum pidana Dalam penggunaan ilmu pengetahuan hokum 

pidana pada tahap penyidikan tentunya diarahkan kepada pembuktian yang 

mengarah pada unsur-unsur tindak pidana dan tersangka (pelakunya), 

sehingga tersangka dapat dituntut di hadapan persidan&an, kemudian 

dipidana hila terbukti bersalah. 

Penyidikan merupakan bagian terpenling proses pidana, sehingga 

penyidikan dianggap sebngai hulu kegiatan penuntutan. Sementara 

penuntutan rnerupakan penghubung antara penyidikan dan persidangan. 

Keberhasilan penuntutan sangat tergantung pada penyidikan. Sebaliknya 

kegagalan penyidikan merupakan kegagalan penuntutan. Penyidikan dapat 

berhasiljika'"; 

a. Penyidik profesional dan menguasai baik sarana teknik (kliminalistik) 
rnaupun hukum pidana dan hokum acara pidana. 

b. Hams obyektif, eepat, cerdas, adil, jujur dan mempunyai integritas 
tinggi. 

c. Ada mekanisrne pengawasan pengawasan baik dari atasan maupun 
horizontal (pengawasan tekis yuridis oleh penuntut umum). 

d. Adanya partisipasi masyarakat. 

Hubungan yang tidak terpisahkan antara polisi dan penuntut umum 

harusnya dipahami oleh mereka, bukan menonjolkan dan mendudukkan 

rnasing-rnasing fungsi pada posisi yang saling berhadap-hadapan dan 

~19 13adan l'embinaan Hukum Nasion.at. op.cil., bhn. 40. 
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terfragmentasl dengan argumentasi berdasarkan prinsip diferensias! 

fungsional, anlata penyidikatt dan penuntutan. 

Setelah menganalisis fungsi penyidikan dalam proses pidana, 

selanjutnya akan dibahas mengenai fungsi penuntutan sebsgai berikut : 

l'enuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk me!impahkan 
perkara pidana ke pengadilan negeri yang betwenang dalam hal dan 
menurut cara yang diatur da!am undang-undeng ini dengan 
permintaan supaya diperlksa dan <fiputtul oleh hakim di sidang 
pengadilan"'. 

Berdasarkan uraian mengenai pengertian penuntutnn tersebut, 

setidaknya terdapat dua fungsi penuntutnn, yaitu : 

1. Me!impabkan perkara pldana ke pengsdilan negeri yang berwenang, 

2. Untuk sampai pada tnhapan me!impabkan perkara ke pengadilan, 

penuntut umurn diharuskan me!akukan tindakan persiapan demi 

keberbasilan penuntutan. 

Dengan kata lain, sebagai antisipasi terhadap kegagalan dalarn 

penuntutan, penuntut umum harus mempersiapkan segala hal dalam 

rangka pelimpahan perkara pidaaa ke pengadilan. Diantara persiapan yang 

paling pokok, yaitu penilaian (berdasarkan penelitian berkas perkara I 

BAP) terbadap terpenubinya unsur-unsur tindak pidana atau pembuktian, 

yang menjadi inti dari tugas penuntutan oleh penuntut umum di 

pernidangan. Pembuktian tersebut anatar Jain meliputi pembuktian 

terhadap tindak pidana yang terjadi, pembaktian terhadap pelaku dari 

tindak pidana, unsur kesalahannya dan dapat dipertanggungjawabkannya 

perbuatan pelaku" 

Berdasarkan basi! penyidikan, yaitu betkas perkara I BAP, penuntut 

umum memformulasikan sural dakwam Sural dakwaan dan berkas 

perkara beserta barang bukti dilimpahkan ke pengadilan untuk 

llCI lndon~a, Undang-undong Hukum Acara Pidona atau Kitab Undang~undfJJig Hulrwn 
Acara Ptdaoo (KUHAP), UUNo. 8 Tahun 19&1, LN No" 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasall 
built 7. 
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disidangkan. lJi persidangan sural dakwaan menjadi dasar pemeriksaan 

bagi bakim dan kepentingan pembelaan bagi terdakwa tnelalui penasihat 

hukum. Meskipun secora formil sural dakwaan yang menjadi dasar 

pemeriksaan oleb haldm dipersidangan, narnun berkas perkara (basil 

penyidikan) tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan {sebagai 

konsekuensi pelimPaban perkara pidana) dalarn proses pemeriksaan 

tersebut, sebingga alarn pikir hakim sebenarnya tidak dalam posisi netral 

dan kosong (blank) dalarn memandang dan menyelami suatu perkara 

pidana yang akan diadilinya. Demikian sakelumit garnbaran dari tahapan­

tabepan dalarn proses pidana sebagai suatu sistem yang saling 

barhubungan era! dan kait-mengait yang semuanya berawal dari 

penyidikan. 

Secara mrmil, penuntut umum mengetabui habwa penyidik sedang 

rnelakukan penyidikan melalui pernberitahuan dimulalnya penyidikan nleh 

penyidik kepada penuntut umurn, pada titik ini dirnulai hubeogan penyidik 

dengan penuntut umurn, sebagaimana KUHAP rnenyatakan, "Da!am hal 

penyidik Ielah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang 

merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada 

penuntut umum11221 , 

Sehubungan dengan pemberitabuan dimulainya penyidikan ditegaskan 

bahwa ditegaskan tentang kewajiban penyarnpaiannya, bentuk dan 

waktunya sebagai berikut : 

a. Babwa pernberitabuan nleh penyidik kepada penuntut umum 
sebegaimana dimaksud oleb Pasal 109 adalab rnerupakan kewajiban 
bagi penyidik. 

b. Babwa pernberitahuan itu wujudaya harus terlulis demi ketertiban 
admlnistrasi perkara dan dalam hubungan ini perlu adanya suatu 
standarisasi, yakni apakab pemberitahuan itu dituangkan dalam bentuk 
suatu mrmulir ataukah sural dinas biasa dan selanjutnya mengingat 
letak geografis untuk cepatnya dapat dimanfaatkan alat komunikasi 

121 ltldollesia, Undang~undang Hukum Acan; Pidano atau Kilab Undang·ttndang Hukwn 
Acura Pidanu (KUHAP), UU No. B TahWl 19S1,LN No. 76 Tahnn 1981, TLN No. 3209, Pasal 
109 aya! (1). 
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y.mg ada dengan tidal< menutup kemungkinan pemberitahuan itu 
disusulkan secara tertulis. 

c. Balas waktu pemberitahuan seyogianya di!akukan da1ani waktu relatif 
singkat, yaitu sejak penyidik memulai pemeriksaan terhadap 
tersangka222

• 

Dari ura1an tersebut, diketahui babwa pemberitahuan dimulainya 

penyidikan oleb penyidik kepada penuntut umum bersifat wajib 

(imperatif). Penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan 

da1am bentuk tertulis sebagaimana dikenal dengan Sural l'emberitahuan 

Dimulainya Penyidikan ( disingkat SPDP). Namun menjadi janggal bi!a 

KIJHAP tidak mengatur sanksi alas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. 

KIJHAP juga tidak mengatur. 

Dalam praktik timbul permasalahan, yaitu tindakan-tindakan apa 

yang (dapat dimuugkinkan) dilakukan oleb penyidik dan penuntut urnum 

(untuk keberhasilan penyidikan dan penuntutan) dalam hal 

disampaikannya pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana 

diatur oleb KIJHAP. Masalah lainnya, penyampaian pemberitahuan 

dimulainya penyidikan (SPDP) bersamaan dengan pengiriman basil 

penyidikan {berkas pekara) kepada penuntut umurn, padahal SPDP 

berfungsi untuk persiapan pelaksanaan tugas prapenuntutan.223 Mengenai 

prapenuntutan, lebib jauh akan dibabas pada bagian lain daiam Bab ini. 

Keperluan dari disampaikannya pemberitahuan dimulainya 

penyidikan bagi penyidik (Polri) secara umum, yaitu sebagai alat kontroll 

pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse 

of power) dari aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik (Polri). 

Fungal lain sebugai jaminan dan parlindungan terhadap hak-hak dan 

mariabat tersaugka dari kemungkinan tindakan penyidikan yang tidak sah. 

w Indonesia, Pedoman PelWanaan Kitab Undang~Undang Hukum Acara Pfdana, :Keputusan 
Ment«i l<d!akiman No. MOLPW.07.03 tahun 1982, Bidang Pcnuntutan Bab I Penyldil: dan 
l'enuntul Umum. 

"' Berdasarkaa wawancara pada tanggall5 Jani 2009dengan Lila Agusiina, Jaksa pada Sub 
·• Diteldurat Oharda, Jaksa Agung Muda Pidaua Umum, K<;jaks!W! Agung Rl. 
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Sedangkan penyarnpaian SI'DI' bersamaan dengan pengiriman berkas 

perkara tidak dapat dibenarkan, hal ini akan mempersulit penuntut UtnUtn 

dalam mempersiapan penuntutan, Permasalahan ini akan menjadi 

perhatian bagi aparat penyidik (polisi) dalarn menjalankan tugasnya'" 

Untuk memperoleh jawaban alas permasalahan tersebut, perlu kiranya 

kembali memahami secara komprehensif dan jernih kehendak KUHAP 

dengan menciptakan prinsip diferensiasi fungsionai, yang bera:rti 

penjeiasan dan penegasan pembagian fungsi dan wewenang bidang 

penyidikan dan penuntutan yang dioperasionalisasikan secara instansional 

( sahagaimana Ieiah diuraikan pada butir a) dan fungsional (sebagaimana 

diuraikan pada butir b ini). Namun, tidak berhenti dan terpaku pada 

pernbagian fungsi (penyidikan dan penuntutan) saja. Dalam pembagian 

fungsi (terutama penyidikan dan penuntutan) diatur sedemikian rupa 

sahingga terbina korelasi dan koordinasi berdasarkan prinsip 

"keterpaduan" atau "inlegreted" dalarn proses penanganan perkara pidnna 

(sistem peradilan pidana terpadu) tanpa mengenyampingkan mekanisrne 

pengawasan horizontal berupa checks and balances antar instansi 

(kepolisian dan kejaksaan). 

Dapat dikatakan, bahwa diadakannya lembaga pemberitahuan 

dimulainya penyidikan (SPDP) dimaksud guna meletakkan dasar-dasar 

ketjasama dan koordinasi fungsional-instansional (lintas instansi) serta 

merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penyidik 

dan penuntut umum, dalam rangka mewujudkan proses penanganan 

perkara pidana secara 11Cepat. sederhana dan biaya ringan'1 yang menjadi 

salab satu prinsip atau asas dari peradilan pidana di Indonesia. 

Tujuan utama dari asas pemisahan diferensiasi fungsional. menurut M. 

Yahya Harahap, yaitu: 

L Melenyapkan proses penyidikan yang tumpang tindib. 

"' llerd>sarkan W1lWllllC!I!a prula tanggal 12 Juni 2009 dengan AKP. Sri lrawati, pmyidik 
(l>olrl) pada!Jirekiorall'l'ranl! Nasion a!, Sagian Res<rse Krimina1, Markas Besat Polti 
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2. Met!jatnin kepastian hukum 
3. Menyedethanakau datt mempercepat proses penyelesaian perkata. 
4. Memudahkan pengawasan atasan secara struktuta~ datt 
5. Terciptanya keseragaman datt satunya hasit berita acara 

pemerlksaan'". 

Seyogianya difereDSiasi fungsioanal (antara penyidikan dan 

penuntutan) yang dikehendaki KUHAP juga rnempunyai tujuan yang 

serupa dengan pendapat M. Y ahya Harahap sebagalrnana Ielah dljelaskan 

sehelumnya. Dar! kondisi pemisahan wewenang secara tegas datt tajam 

untara polis! sebagai penyidik datt jaksa sebagai penuntut umum sebagai 

sambungan domino skan berdampak pada permasalahan hubungan 

koordinasi antara polis! datt jaksa yang sangat sulit untuk dipecahkan, 

padahal dalam sistem peradilan pidatta terpadu (integrated crimina/justice 

system) antara peeyidikan datt penuntutan harus sambung kait-mengkait 

sebagai mata ranta1"'. Bila tidak dipisah secara tajam, buik dar! segi 

fungsi (penyidikan dan penuntutan) maupun secara orgatdsasi (kepolisian 

dan kejaksaan), mska kekhawatiran teJjadinya tumpang tindihnya 

penyidikan tidak terjadi221
. 

Diferensiasi fungsional dan instansional, menjadi kontra produktif 

dengan tujuan diadakannya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

sehingga keadaan itu akan menimhulkan ketidaksinarnbungan dalam 

proses peradilan pldana terhadep suatu perkara. Hal tersebut akan memberi 

dampak yang tidak posltif tarhadap seorang tersangka dan terlanggarnya 

bak-bak asasi seorang pencari keadi!an karena terbakanya kemungkinan 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) penyidikan dan 

penyalahgunaan penuntutan dalarn pelaksanaannya. 

Dengan dilskukannya pemisahan!diferensiasi secara tajam baik secara 

fungsi, yaitu penyidikan datt penun!u!an (diferensiasi fungsional) melalui 

"' M Yahya Harahap, O]>ciL, hlm. 49. 

ZlJj Andi Hamzab, ap cit., hlm.ZO, 

m tiadan t'embinaan Hukutn Nasiouat op,cil.1 blm. 32. 
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hukwn acata pidana (lCU1tA1>) dan organisasi, yaitu kepolisian dan 

kejaksaan, maka sesungguhnya semakin menjauhkan ptoses petadilan 

pidana dati asaslprinsip petadilan yang cepat, sedethana dan biaya ringan 

serta tujuan proses peradilan pidana yaitu, proses hukwn yang adil (tfue 

process of law). 

2. Faktor penegak hukom. 

lstilah "penegak hukwn" mempunyai ruang lingkup yang luas sekali, yaitu 

meneakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung 

betkeeimpung di bidang penegak:an hukum Untuk memba!asi pengertian 

penegak hakum, maka akan dibatasi pada kalangan yang seoara langsung 

berkacimpung dalam penegakan hukum dengan eakupan law enforcement 

maupun peace maintenance, yang meliputi bidang kepolisian, kejaksaan, 

kepenga<:araan, kehakiman dan pemasyarakatan."' Semua pihak-piliak yang 

menerapkan (wujud nyata) dan menegskkan hukum dalam kehldupan sehari­

hari depat disebut penegsk bukum 

Selain istilah "penegak hukum", terdapat pula istilah "profesi bukum". 

lstilah yang kedua tadi sernestinya hanya ditujukan kepada lulusan yang 

berlatar belakang pendidikan tinggi (fakultas) hukum yang menjalaukan bidang 

pekerjaan (profesi) daiam masyarakat Jadi, termasuk didaiamnya moreka yang 

menjalankan profesi sebagai pengacara, penasihat bukum, konsultan bukum, 

ataupun jaksa dan hakim (tidak tormasuk didalamnya sarjana hukum yang 

rnenjadi dosen atau polisi). Sernentara, istilah "penegak hukum" sebagai 

terjernahan dari law enforcement officer dalarn arti sempit hanya tettuju pada 

pnlisi, namun depat juga mencakup jaksa. Di Indonesia, istilah penegak hukum 

biasauya dipetluas sebingga meliputi pula hakim dan pengacara (advokat)22
'. 

Masyarakat luas pun memandang meteka semua sebagai ala! I aperat negara 

penegak hukum230 

"' Soerjono SocloJI!to, op.cfr., him. 19. 

w Mardjntlo Reksodlputro, op.clt.1 him. 78. 

"' l!ardn Nawaw! Ariel; op.clt., hlmso. 
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Setiap penegak hukutn mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) 

dalam pelaksanaan penegakan hukutn. Secara sosial, kedudakan merupakan 

posisi terientu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkln tlnggi, sedang 

atau rendah. Kedudukan sebenamya merupakan suatu wadah yang berisi hak­

hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak sebenarnya merupakan 

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah 

beban atau tugas. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan 

atau role. Karena itu, seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya 

dinarnakan pemegang peranan {role occupan().231 Sebagai pemegang peranan, 

penegak hukum melalui undang-undang dipercaya menyandangkan kekuasaan 

(tugas dan wewenang) untuk menegakkan hakum (kekuasaan kehakiman)"". 

Suatu peranan tertentu, dapat diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian, 

yaitu : peranan yang ideal (ideal role), peranan yang seharusnya (expected 

role), peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri (perceived role), dan peranan 

yang sebenarnya dilakukan (actual role)"'. Peranan yang ideal dan peranan 

yang seharusnya dari kalangan penegak hukum, khususnya pada tahap pra­

ajudikasi, yaitu polisi, jaksa dan advokat telah dirumuskan dalam beberapa 

undang-undang (Undang-undang No. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, LN No.2 Tahun 2002, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang 

K~akaaan Republik Indonesia dan Undang-undang No. I 8 Tahun 2003 tentang 

Advoka!). 

Pada lain sisi, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga 

masyarakat lainnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, 

sehlngga tidak mustahil antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik 

(status conflict dan conflict of roles). Hal tersebut muncul bila pada 

kenyatannnya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya 

(expected role) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual 

m Soerjono &ekanto, op.cit,, hlm.l9. 

m Barda Nawawi Ariet; op.cii., hlm.33. 

::!) Soerjooo SoekantQ, op.cit., hlm.20. 
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(actual role), yang berakibat terjadinya suatu kesenjattgatt peranan (role 

distance). Perattan yang sebella11lya atau peranan yang aktual terkait dengan 

prilaku nyata dari pelaksaua peranan, yakni para penegak hukum, yang disatu 

pihak menerapkan perundang-undangan, tetapi di lain pihak melakukan 

diskresi di dalarn keadaan tertentu.234 

Masalah peranan dianggap penting, karena pernbahasan rnengenai penegak 

hakurn sebenamya lebih banyak tertuju pada disksesi. Penegakan hukum 

sebagai suatu proses, pada haklkatnya merupakan penerapan diskresi yang 

menyangkut pengarnbilan keputusan yang secara tidak ketat diatur oleh kaidah 

hukum, narnun mempunyai unsur penilaian pnlladi (subyektifitas). Pada 

baklkatnya diskresi berada di antara hukum dan moral ( etika dalam arti 

sempit).235 

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai penegak hukum hams 

didasarkan pada prinsip bahwa segala perbuatan atau tindakan penegak hukum 

didasarkan atas atllrlln dan prosedur atau rules and procedures ( regels )230 

dalam segala bentuknya dengan tujuan terwujudnya proses hukum yang adil 

(due process of law). Prinsip normatif dernilcian nampaknya sangat kakn dan 

dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Karena itu, untuk menjamin 

ruang gerak bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya maka sebagai 

pengimbang, dirnungktakan pula untuk mengembangkan dan menetapkan 

sendiri kebijakan atau beleid-regels (policy rules) yang berlaku internal secara 

bebas dan mandiri dalarn rangka rnenjalankan tugas jabatan yang dibebankan 

oleh peraturan yang sah berdasarkan pada prinsip ''freies ermessen""'. 

2.!4 Ibid., hlm.21. 

'"!bid, hlm.7 dan 21. 

136 Asshiddiqie, Jimly. "Ciia Negara Hukum Indonesia Kontemporer•. Orasl D.tniah 
dlsa1npaikan pada Wisuda Sarjana Hukum Pakullas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 
Marel2004, blmA 

231 Ibid. 
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"Freles ermessen"138
, betasal dari bahasa Jennan, dlterjemahkan sebagai 

"keleluasaan bertindak" atau "kebijaksanaan" (diskresi), dala.tn bahasa Latin 

disebut "discretlo""', dalam bahasa Inggris disebut "discretion"140 

Sehubungan dengan hal ini, Andi Hamzah241 membedakan antara kebijakan 

(policy) dengan kebijaksonaon (discretion), perbedaan itu sama dengan 

perbedaan antara "strategi"242 don "taktik""". Berbagai keadaan yang bersifat 

situasional mungkln dibadapi oleb penegak hukum dalam menjalankan peranan 

(tngas don wewenang), di satu pibak tetap menerapkan perundong-undongan, 

namun di lain pihak mengbaruskan mereka melakakan diskresi, demi 

kecepatan bertindak, tetapi tetap pada kecermatan berpikir. 

Contohnya : peranan kepolisian. Peranan kepolisian, termasuk Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri), pada bakikatnya bersifat Universal Secara 

universal peranan kepolisian dirumuskan sebagai penegak hakum (law 

enforcement officer), termasak peranan sebagai pembasmi kejahatan (crime 

fighters) don pemelihara ketertiban (order maintenance)"'. Karena itu, 

terdapat organisasi internasional (Polri termasak anggatanya) yang populer 

:m Freies erme.ssen : kebebasan bertindak mmu.rut pertimbangan seodiri, banyak dipakai 
dalam huknm administrasi negara. di mana peJaksana mengambil kebijaksanaan yang diluar 
kclentuan, demi lancarnya administrasi (pembangman), sebagaimana dimasud dalam. Andi 
Hamzah, Kamus Hukum, CetPcrtama (Jakarta : Obalia Indonesia. 1986). hlm. 2US. 

m Discrelio : menurnt k.eb1jaksanaan. sebagai kata sifat; menurut wewenang atau k.ekuasaan; 
y.mg tidak atau tidak selurulmya terikat pada ketentuan tllldimg-undang, dalam Andi Ham,m, 
Kamus Hukum, Cet.P<ttuna (Jakarta' Ghalia fndoo<Sia, 1986), him. 152. 

240 Discretion : kemerdekaan bertin~ dalm:n !.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukwn 
lnggris·In00ne£ia, Cet. Kedaa (Jakarta : Sinar Grafika. 2000) hlm. 223. 
Discretion (criminal & ~orl law) : the capacity to distinguish between right and lm.ing, sufficient 
to make a person responsible for his or her own action, dalam Henry Campbell Black, Black "s 
Law Dlctlanary, Seventh Edition, (St. Paul ' Weot Publishing Co, 1999) hlm.479. 

241 Andi Ha.rnz:ah, op.cit., hbn.6. 

242 Strategi : rencana yang cenna! mengenai kegiatau. utttu.k mencapai sasaran kbusus, dalam 
Oepartemen Pe11didi.kan dan Kebudayaan_, Kamus Be.rar Bahasa Indonesia, Bdisi Kedua, 
Cet.Kee111pat (Jakarta ' Balal Pustaka, !995), hlm.964. . 

241 Taktik : reneana atau l:indakan yang bersistem tllltuk mencapai tujuan; pelaksanaan .strategi~ 
siasat; mus.tiha~ dtdam Oepartemen Pendidibul dan Kebudayaan,, Kamus Besnr Bahasa fmlo!JCSia, 
lldisi Kcdua, Cet.Keempat (Jalwla' !laW Pustaka, 1995), hlm.994. 

'"' Badan P<~nbinaan Hulrum Nasionai op.clt., hlm. 23. 
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dengan nama "lnterpnl", yaitu slngkat.n darl "lntematiorw./ Criminal Police 

Orga11ization" disingkat !CPO yang betkedudukan di Paris, Perancis'"· Foku.s 

Interpol yaitu pada kerjasama intemasional mengenal pemberantasan kejahatan 

internasional (pertukaran keterangan polisL identifikasi penjahat-penjahat yang 

dicrui alan dicurigai dan penangkapan orang-orang atas sural porintah hadan­

badan pengadilan dengan ekstradisi) dan kerjasama internasional"''. 

Peranan kepolisian (Polri) lainnya, da1am hal menegakkan hukum, yaitu 

datam penyidikan (tahap pra-ajudikasi), misalnya, dalam suatu tindak pidana 

penyidik mencrui dan mengumpulkan bukti untuk memperoleh "bukti 

permulaan.yang cukup" yang padauannya, yaitu probable cause. Selain "bukti 

permulaan yang cukup" dikenal juga "bukti yang cukup" yang padanannya, 

yaitu probable cause ditambah resonablesness241
• 

Dalam Penjelasan Penal 17 ICUHAP, dinyatakan bukti permulaan yang 

cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana Penjelasan 

Pasal17 KUHAP yang damik:ian, tidaklah cukup menjelaskan apa maksud dari 

"bukti permulaan yang cukup". Ketidakjelasan arti kata-kata "bukti pennulaan 

yang cukup" di dalam undang-undang (KUHAP) akan mengakibatan 

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya248
. Karena 

ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan "bukti pennulaan yang cukup", 

maka dalam Rakergab Mahkejapol I tabun 1984, dirumuskan bahwa yang 

dimaksud dengan "bukti pennulaan yang cukup" seyogianya minimal laporan 

polisi ditambah denga satu ala! bukti lainnya24
'. Kemudian rumusan terse but 

dimasukkan oleh Polri ke dalam Surat Keputusan No. Pol.: Skep/1205IIX/2000 

245 M. Karjadi.Inferpal (PoJisi Internasional). (Bogor: Polileia. 1976)hlmJ dan 2. 

146 lbid., hlm.lS.-20. 

'" "Bukti pennullll!ll yang cukup" sebagai dasar penangkapan m01turut Pasal 17 KUHAP, 
sodangkan "bukti yang cukup" sebagai dasar pewiliarum, sebagaimana dilrutip dalam Luhut M.P. 
Pangaribuan. Lay juti~ dan Hakim Ad Hac Suahl Srudi Teorilis Mengenai Sislem Peradilan 
Pidana Indonesia. Cet. Pertama. (Jakarta : :Program Pascasarjana Universitas tndonesia, 2009) 
hlm.l09. 

:Ma Sctdjouo Soekanto, op.cit,, hlm.l8. 

"" Halnrat Hamid dan !lJil1u1 M. Huseln, op.clt., him. 83. 
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tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pldana. 

Begltu pula persoalan sah atau tidaknya satu alat buk!l yang diperoleh penyidik 

sebagai bagian dari "bukti permulaan yang cukup", selain adanya laporan 

polisi, tidak diatur dalam KUHAP. Semuanya didasarkan pada diskresi 

(kebijaksanaan) penyidik"0 

Penyidik dalam menjalankan fungsi penyidikan melukukan rangkaian 

tindakan untuk (meagumpulkan "bukti permulaan yang cukup") membuat 

terang tinduk pidana yang terjadi dan guaa menemukan tersangkanya. "Bukti 

permulaan yang cukup" sebagaimana J>enjelasan Pasal 17 KUHAP, adalah 

"bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana" (cetak tebal oleh 

penu!is). NamW! bagaimana "menduga" dari ''perbuataanya atau keadaanya" 

itu telah diyakini adanya buk!l permulaan yaag cukup secara sah berdasarkan 

mekanisme hukum acara pidana, juga penentuannya diserahkan pada penyidik, 

bukan porsi penuntut umum karena tidak diatur dalam KUHAP. Dalam 

wacana, penilaian terbadap bukti permulaan yang cukup dan untuk menduga 

telah tetjadi tindak pidana kelak akan diserabkan kepada hakim magistrates 

atau Hakim Kon:risaris"' (akan dibahas pada bagian lain dalam Bah ini). 

Demikian juga, dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, klausula 

"bukti permulaan yang cukup" ( adalah bukti permulaan untuk rnenduga adanya 

tindak pidana252
) atau probable cause menjadi sangat penting. Sebagai 

tersangka, penyidik apabila Ielah menimbang adanya alasan keperluan 

(necessity) dan memenuhi syarat secara yuridis atau reasanablessness. seorang 

tersangka dapat juga lakukan penangkapan atau penahanan. Semuanya 

dilakukan alas pertimbangan penyidik sendiri253
, berdasarkan diskresi 

(kebijaksanaan) penyidik. Diskresi kepolisian dalam bidang penyidikan begitu 

"'Luhut M.P. Pangaribuan, hlm.l49. 

'"Ibid hlm.l81. 

151 Indonesia, Utulang·wulang Hukum Acara Pidana atau Kftab Undtmg·undang Hukum 
Acora Pldana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 !ahilll 1981, rLN No. 3209, 
Penjelasan Pasall7. 

l!Sl tuhut MP. Pangarlbuan, loc.cif. 
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luas. Jadi, sangat mungkln pertimbangan penyidik menjadi tidak objeklif dan 
bias, sehingga dalam keadaan yang seperti itu diperlukan kontrol I pengawasan. 

Dalam hal pengawasan I kontrol, KUHAP Ielah mengadakan lembaga 

praperadian dan prapenuntutan. Kontrol demikian bersifat horizontal. 

Praperadilan menjadi wewenang pengedilan dan prapenuntutan menjadi 

wewenang penuntut umum Selain mekanisme hukum acara pidana, terdapat 

juga kontrol yang bersifat vertikal atau pengawasan secara internal yang telah 

ada dalam lembnga kapolisian (Propam) dan pengawasan yang diserabkan 

kepada masing-masing atasan secara berjenjang. Selain itu, ada lembaga 

Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) yang juga menjadi pengawas 

terhadap kinetja kepolisian. Sehingga, hila te!jadi permasalahan atau 

ketidakpuasan bahkan pelanggaran dalarn prosedur penanganan perkara pidana 

yang dilakukan oleh polisi, maka jalur -jalur terse but dapat climanfaatkan254
. 

Kontrol I pengawasan dari sudut pandang proses beracara (pidana) sangat 

mutlak diperlukan karena rnempunyai persinggungan dan relevansi sangat kua!. 

dengan bak asasi manusia (HAM), seperti upaya paksa. Alur proses pidana, 

setelah penyidikan, kernudian perkara pidana dilanjutkan ke tahap penuntutan, 

penuntut umum disini mempunyai posisi terdekat dengan penyidik. Pada upaya 

paksa yang dilakukan oleh penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, 

penuntut umum tidak mempunyai kepasitas untuk menilai upaya paksa tersebut 

dan tidak diberikan hak untuk mempraperadilankannya, kecuali rnengenai 

penghentian penyidikan. Secara timbal balik, penyidik juga dapat 

mempraperadilankan penghentian penuntutan oleh penuntut umum. Dernikian 

pula pada lembaga prapenuntutan, penuntut urnurn hanya meneliti berkas 

perkara apakah telah lengkap syarat formil dan rnatcriilnya, penilaian terhadap 

upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan selarna dilampirkan sura! 

perintah dan berita acaranya dianggap Ielah sah"'. 

"' Bcrdasarkan wawancara pada ll!nggal 12 Jani 2009 deugan AKP. Sri lrawati, penyidik 
(l'olri) pada DirCk!orat I Trans NwO!IJI!, Bagian Reserse Krimioal, Marlats Besar Poki. 

'" Bcrdasarkan wawanCll!<l pada tanggall5 Juni 2009 d"'Jliill Lila Agostina,Jaksa pada Sub 
!Jlrektmat Oharda,Jaksa A!!ung Muda Pidana Umum, Kojaksaan Agung Rl. 
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Saat lnl, di Indonesia belum diatur lembaga pengadilan (seperti Hakim 

Komisaris) yang mempunyai wewenang melakukan evaluasi terbadap 

tindakan-tindakan aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) pada 

tabap pra-ajudikasi, khususnya upaya pak.a yang berdasarkan pada diskresi 

(sepihak). Lembaga tersebut tidak baaya menilai setelah upaya paksa, seperti 

peuangkapen I penahanan, yang ditetepkan berdasakan diskresi (sebagaimana 

konsepsi lembaga praperadilan yang Ielah diatur KUHAP), namun dapat 

menjangkau dan memutuskan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh 

aparat penegak hukum dalarn pelak.anaau tugas dan wewenangnya. 

Hnkom acara pidana menjadi ujian akan kebenaran sehagai karya agung 

melalui pengetrapannya dalarn kehidupan sehari-hari secara nyata berdasarkan 

prinsip jaminan dan perlindungan bek asasi manusia (HAM), namun usaha 

tersebut dapat kandas kanona pada tahapan operasionalisasi terhadap prinsip 

tersebut sepak te!jang aparat penegak bukum dalam penegakan hukum selalu 

dilandasi oleh rormalisme belaka"". 

Penegak hnkom merupakan golongan panutan dalarn masyarakat, yang 

hendaknya mempunyai kernampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman257 yang kini semakin menghorrmati dan 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai panutan, sudah 

seharusuya penegak hukum dituntut menjadi tauladan dalam menjalankan 

tugas dan wewenangnya, yang tidak semata-mata hanya berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan, khususnya hukum acara pidana saja, namun juga didasari 

oleh moral pribadi dan etika profusi. 

3. Advokat dan bantuan hukum sebago! perwojndan proses hnkum 

yang adll (due process of law) dalam pra-ajudlkasl 

Dalam pra-ajudikas~ khususnya pada pemeriksaan tahap penyidikllll, 

seotang tersangka berhak mernperoleh bantuan bukum oleh advokat, 

1S<i indonesia, Pedoman Pelokianaart Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepntusan 
Men!<ri KMak!man No. M.OI.l'W.07.03 tahun 1982, BidllllJl Umwn Bab V Pmutup. 

2$T Soerdj011o Soekafito, op.cit., blm.34. 
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sebagaimana dimaksud dala!n Pasal 54 KUHAP, bahkan tldak hanya pada 

tahap peuyidikan metainkan pada setllua tingkat pemeriksaan. "Hak 

meroperoleh bantuan hukurn" ini menjadi salah satu asas yang diakomodasi 

dala!n KUHAP. Hak tersangka untuk rneroperoleh bantuan hukum bahknn 

berubah menjadi "wajib" hila sangkaan atau dakwaannya diancam dengan 

pidana mali atau lima belas tahun atau lebih. Kewajiban penunjukan penasihat 

hukum itu dibebankan kepada aparat penegak hukum disetiap tingkat 

perneriksaan dalam proses peradilan sebegaimana diteatukan oleh Pasal 56 

ayat (I) KUHAP. 

Landasan darl bantuan hukurn, baik dalam pelaksanaannya maupun 

tujuannya harus dapat metrciptakan suatu kondisi yang melindungi dnn 

menjunjung tinggi hak asasi manllSia (HAM), sesuai dengan falsafuh bangsa 

Indonesia, yaitu Pancasila yang tidak boleh terlupakan. Falsafah tersebut 

ditetjemahkan ke dalam prlnsip-prinsip hukum yang berlaku universal, 

termasuk dengan mernberi seseorang (tersangkafterdakwa) kedudukan sebagai 

subjek (bukan obyek) hukum yang berbak mernpertabankan derajat dan 

rnartabatnya sebagai manusia. 

Pada tataran yuridis praktis, bantuan hukum merupakan perwujudan proses 

hukum yang adil (due process of law) yang menjadi tujuan hukum acara 

pidana Dalam due process of law tercakup makna perlindungan terhadnp 

HAM, karena meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, selama ia 

masih dalam proses peradilan pidana, terutarna pada pemeriksaan di tingkat 

penyidikan, ia masih diakui harkat dan martabatnya sebegaimana dimaksud 

dalam prinsip I asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sernpai 

adanya bukti akan kesalahannya dalam putusan pengadilan yang telab 

berkekuatan bukum tetap25
'. 

Asas praduga tidak bersalah ini merupakan asas utama perlindungan 

terhadap HAM dalam suatu ptoses hukum yang adil. Dalam asas ini mencakup 

sekurang-kurangaya : 

'" Indonesia, Undtlng-undang Kekua.•aan Kehakiman, UU No. 4 'tahun 2004, LN No. i 
Talmn 2004, tLNNo. 4358, Pasa18. 
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a Perlindungan ternadap tindakan sewenang-wenang dati I'CJabat negara, 
h. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentakan salah tidaknya 

terdak:wa, 
c. Bahwa sidang pengadilan harus terhaka (tidak bolah bersifat rahasia), 

dan 
d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk 

dapat membela diri sepenuh-penuhnya'"· 

Asas "hak untak memperoleh bantuan hukum" merupakan akibat logis 

dari ketiga asas, yaitu : asas "perlakuan sama di muka hukom tanpa 

diskriminasi", asas "pradnga tidak bersaiah" dan asas "hak untak memperoleh 

kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi". K.arena itu, dol<rtin "equality of 

arms" juga harns ditaati, sebagaimana dinyatakan oleh Mardjono 

Reksodipulro: 

Doktrin ini merupakan pengakuan bahwa asas "praduga tidak bersalah" 
bukanlab suatu asas yang kosong. Negara, melalui aparat kepolisian dan 
kejaksaan, selalu mempunyai kesernpatan yang lebih besar dibanding 
dengan kesernpatas yang dimitiki tersangka dan terdakwa (yang 
kemungkinan besar berada dalam tahanan). Hak untak mernheia diri telah 
diperoleh melalui asas praduga tidak bersalah, akan tetapi doktrin 
"equality of arms" ini didasarkan paria keadaan tersangka den terdakwa 
yang sangat tidak seimbang (disadvantage) menghariapi negara. Asas ini 
pun menuntut adenya profesi advokat yang bebas (an idependent legal 
profession). Kebebasan profesi advokat ini harus diartikan bahwa tidak aria 
yang perlu ditakuti seorang advakat apabila ill mernbela searang klien 
yang '~idak disukai" masyarakat atau negara."' 

Paria pemeriksaan penyidikan tersebut advokat mendampingi tersangka, 

namun pendampingan tersebot tanpa disertai dengan hak untuk berbicara dan 

menambehkan apapun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka. 

Dalam pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, advokat dapat betkansultasi 

;.tS' Mardjono kebodiputro, op.cit .• hlm.36. 

""Ibid., hlm.38. 
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dengan tersangka tetapi whithin sight and without hearing'". Dalam hal ini 

kehadiran advokat bersifat pasiE Berbeda pada tabap penuntutan (termasuk 

persiapan penuntutan atau prapenuntutan), yang di dalamnya tidak ada proses 

pemeriksaan, baik terhadap saksi-saksi maupun tersangka. 

Dalam penuntutan posisi advokat kurang berperan, meskipun tidak dapat 

dikatakan tidak berperan sama sekali. Contohnya : setelab berkas perkara 

penyidikan kepolisian dinyatakan lengkap oleh jaksa, kemudian dilanjutkan 

dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada 

kejaksaan (yang dikenal pada internal kejaksaan sebagai '~ahap kedua"). Pada 

tahap ini, jaksa akan menerima tersangka dari kepolisian dan meneliti (secara 

fonnil) identitas tersangka. Setelab itu jaksa akan menjelaskan kepada 

tersangka dengan cara memberitahukan (notice, sebagai salah satu unsur dasar 

dari "due process") mengenai tuduban yang akan disangkakan kepada 

tersangka. Advokat dalam posisinya dapat melakukan pendampingan terhadap 

tersangka pada tahap ini. Advokat mernastikan tidak adanya pemaksaan dan 

intimidasi dari pihak jaksa terhadap kliennya untuk menerima dengan serta 

merta tuduhan tersebue62
. 

Kembali pada proses penyidikan. Dari sisi advokat, kehadirannya dalam 

mendampingi tersangka cukup signifikan, kondisi demikian dimaksud untuk 

kepentingan pembelaan dan melindungi hak-hak lain dari tersangka dalam 

proses pemeriksaan, terutama hila terhadap tersangka dilakukan upaya paksa, 

seperti penahanan. Pada prinsipnya upaya paksa, seperti penangkapan dan 

penahanan harus ditujukan terhadap yang betul-betul melakukan tindak 

pida.na263. 

Secara filosofi, penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap HAM dan pengekangan I pembatasan terhadap 

261 Luhut MP. Pangaribuan. op.cit., hlm.182. 

262 BerdasBrkan wawancara pada tanggal15 Juni 2009 dengan Lila Agostina, Jaksa pada Sub 
Direktorat Oharda, Jaksa Agung Muda Pidana Umu.m, Kejaksaan Agung Rl. 

263 Berdasarkan wawancara pada tanggal 17 Juni 2009 dengan Leonard Simorangkir dan 
Sugeng Teguh Santoso, Advokat dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat Peradi (Perhimpunan 
Advokat Indonesia). 
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kemetdekaan seseorang yang tnempunyai harkat dan rnartabat. Dalarn 

penegakan hukum, penangkapan dan peaabanan sebagai upaya paksa, barus 

sedemikian nt!>a dibatasi penggunaannya sebab merupakan bentuk pelanggaran 

HAM, karena itu perlu diatur dan diawasi (kontrol) dalam suatu undang­

undang. Meskipun ada lembega praperadilan, untuk memeriksa sah atau 

tidaknya upaya paksa penangkapan I penabanan, namun penilaian terhadap 

"bukti pernulaan yang cukup" dan adanya alasan keperluan serta memenuhi 

syarat secara yuridis (yang menjadi dasar penangkapan I penahanan), 

sebagaimana Ielah dijelaskan merupakan dislcresi penyidik, tidak masuk dalam 

lingkup praperadilan (Pasal 77 sld &2 KUHAP). Padahal, secara konsep 

diadakannya lembaga praperadilan dimaksud untuk melindungi HAM 

seseorang dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh 

aparat penyidik atuu penuntut umum dalam tahap pra-ajudikasi. Disinilah peran 

advokat dalam tahap pra-ajudikasi, khususnya pada penyidikan, dengan 

memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada tersangka untuk 

membela hak-baknya sebagai manusia dan sebagai warga negara''"· 

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu 

upaya untuk mengatasi rnasalah sosial termasuk dalarn bidang kebijakan 

penegakan hukum Disamping itu) karena tujuannya untuk mencapai 

kesejahteraan rnasyaruka~ maka kebijukan penegakan hukum termasuk dalam 

bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasionai untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah 

kebijukan, makn penggunaan hukum (pidana) sebenamya tidak merupukan 

suatu keharusan"' (ultimum remidium). Tidak ada absolutism dalam bidang 

kebijukan, karena pada haldkatnya dalam masalah kebijukan orang dbadapkan 

pada masalah penilaian dan pernilihan duri berbagai macam alternatit"". 

l!Hlbid, 

2.65 Muladi dan Bard a Nawawi Arief, Teori-Teorl dan Kebijakan Pi dana Cet.Ketiga (Ban dung : 
Alumnl, 2005) blnd49. 

"'Ibid. 
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Hal serupa sebagainmna dikemukakan oleh Sudsrto, daJam ruelaksanakan 

politik (kehijakan), orang J:llell!l8.daka penllaiati dan ~nelakukan pemillban dati 

sekian banyak alternatif yang dlhadapi. Kebijakan pidana herkait eral dengan 

lllllSalah nilai (filosofi), dalam konteks Indonesia yang berfilosofikan Pancasila, 

ruaka kebijakan penegakan hukuru diletakkan pada pendekatan humanistis207
. 

Pernidanaan pada dasamya ruerupakan suatu langkah yang disebut 

discretion (kebijaksanaan), lllltnun hal ini tidak dapat diartikan sehagai porilaku 

personal, melaiakan sebagai langkah dan pendekaian untuk memut:uskan secara 

khusus alas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran, hukum dan 

keadilan'". Dalam kontaks ini keadilan sebagaifairness"'· Salah satu bentuk 

keadilan sebagai fairness yaitu ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang 

antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan 

menentukan antara klaim-klaim (kepentingan-kepentingan) yang 

berseberangan derni kemanfaatan kehidupan sosia1270 

B. Prapenuntntan Dlantnra Kepollslan Dan Kejaksaan 

K<>nsekuensi berlakunya KUHAP dalarn bidang penyidikan, bahwa 

kewenangan kejaksaan ("""'a HIR) dalam taltap perneriksaan pendaltuluan 

(pra-ajudikasi) yang meliputi penyidikan, penyidikan lanjutan dan pengawasan 

koordinasi terhadap penyidik lain telalt dialihkan kepada kepolisian. Dengan 

dernikian, fungsi penyidikan secara umum, dengan segala kewenangan dalam 

bidung tersebut, seperti upaya paksa berupa penangkapan, pena!tanan, 

penggeledaltan badan, pernasukan rumalt, dan penyitaan, seeara otomatis 

beralih kepada kepolisian sebagai penyidik utama (koordinator bagi penyidik 

lain), bnkan penyidik tunggal. 

""Sudarto, Hukum dan Hukum Pidrma, (Bandung: Alumni, 1977), hlm.161 seperti dilrutip 
oleh Muladi dan Barda Nawawi Ariet; Teori~Teorl don Kebljakan Pidana Cet.Ketiga {l:Jandung: 
Alumni, 2005) Wm.164. 

u• Muladi dan !larda Nawawi Arlef, op.c/1., Wm.210. 

"" lolm Itaw!s, Teori Kearlilan (A 'l'heory of JusUce,l. Diterjemahkan oleh Uzair Fau:mll dan 
H<tU ~. Cet.Pcrtanla (Yogyakarla : l'uslakal'ulajar, 1996), hln1.3. 

210 Ibid., Wm.6. 
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Dengan diserahkannya lrewenangan penyidikan (secara utnUm) kepada 

Polri, tetjadilah diferensiasi fungsional menurut KU1tAP (hila tidak ingin 

menyebut kompartemensi) antara penyidik dan penuntut umlll1L Pada 

prinsipnya kegiatan penyidikan sebago! "hulu" dan penuntutan sebago! "hilir" 

atau muara layaknya "sungai" dari proses peradilan pidana. Semua kegiatan 

oleh penyidik akan menjadi tanggung jawab penuntut umum di depan sidang 

pengadi!an. Keberhasilan atau kegagaian penuntutan akan bergantung pada 

sempuma atau tidaknya basil penyidikan. 

Kesaderaran akan penting dan terkaitnya penyidikan den penuntutan, 

KUHAP secl!rll berturut-turut memberikan jalur koordinasi antara penyidik dan 

penuntut umum melalui tiga hal, yaitu pemberitahuan dimulainya penyidikan 

{dalam bentuk Su:rat Pernberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP), 

perpanjangan penahanan (oleh penyidik kepada penuntut umum pada tahap 

penyidikan) dan lembaga prapenuntutan (sarana menyelaraskan fungsi 

penyidikan dan penuntutan). 

1. Prapenuntutan sebagal wujud kebijakan (operaslonal) pldana 

KUHAP merupakan produk legislasi sebagai perwujudan penanggulangan 

kejahatan dalam konteks politik (kebijakan) pidana alau criminal policy 

melalui sarana penal dengan bentuk undang-undang (acara pidana atau pidana 

formil). Perwujudan kebijakan (pidana) secara unrum melalui tiga tahap, 

diantaranya yaitu tahap penetapan pidana (materiii dan formil) oleh pembuat 

undang-undang"1
• Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Sistem Penegakan 

Hukum Hidana (SPHP) pada bakikatnya merupakan bagian dari criminal 

policy dengan menggunakan saranalupaya penal272
• Criminal policy antara lain 

hams bertujuan untak pada satu plhak mengurangi keinginan (mengecilkan hat! 

atau discourage) pelanggaran .aturan-aturan pidana dan pada pihak lain 

memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalarn pelaksanaannya 

271 Muladi da:n Barda Nawawi Arief, Teort-Teorl dan Kehfjalron Pfdana~ CetKetiga (tJ:mdung 
; Alumni, 2005), hlm.173. 

m Barda Nawawi Arlef, cp.cit., h1m.47. 
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oleh SPI', dengan tujuan memenuhi kedua unsur terse but, tidak.lah mwlah. 

Untuk itu diharapkan adanya ketelpaduan (sebagai asas atau pritlsip) dslam 

pelaksanaan kebijakan pidana oleh komponen-komponen SPP113
• 

Kebijakan penetapan lembaga prapeountutan dalam KUHAP, sebagai 

contoh dari wujud kebijakan oleh pembuat undang-undang, dslam hal ini 

sebagai tahap kebijakan pertama atau disebut sebagai kebijakan 

legislatif/fonnulatif, yang paling strategis dan diharapkao menjadi pedoman 

untuk tahap-tahap berikutnya274
. Pada lembaga tersebut, kebijakan pidana 

dspat diuraikan sebagai kebijakan operasional dalarn upaya penanggulangan 

kejahat211 pada tahap pra-ajudikasL Karena itu semua aparat penegak hukum 

dslam ruang lingkup SPP (kepolisian dan kejaksaan pada tabap pra-ajudikasi) 

dapat saja menentukan langkah-langkah kebijakan apa yang sebaiknya diambil 

dslam melaksanakan togas dan wewenangnya"'. 

Bila Asas I prinsip keterpaduan dslarn SPP dipahami oleh masing-masing 

IDstansi pads tahap pra-ajudikasi, maka lembega prapenuotutan secara 

pragmatis dapat diarahkan dan dikonkritkan oleh kepolisian dan kejaksaan 

sebagai strategi I kebijakan pidana atau criminal policy, dalam arti kebijakan 

operasional dslam upaya penanggulangan kejahatan melalui cara penal. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro mengenai pcmaofuatan 

lembaga prapenuntutan yang secara lengkap sebagai berikut : 

Koordinasi kerja antara kepolisian dan kejaksaan menurut KVHAP (yang 
mempakan hakum positif acara pidana di Indonesia) dapat 
diselenggarakan melalui lembaga "pra-penuntutan". Lembaga ini, yang 
merupakan "dserah perbatasan" antara wewenang penyidikan dan 
wewenang penuntutau, sebalknya dapat dlmanfaatkan (cetak tebal oleh 
penulis) untuk menyusun suatu kebijakan krirnioal dalam bidang 
penyidikan dan penuntutan yang terpadu. Dalam KUHAP lembaga pra­
penwttulan (mungkin pula dianggap sebagai "tabap" dalam proses 
peradilan pidana yang merupakan rangkeian kasataan) ini kurang 

273 Mardjono Reksodiputro, op.c.tt,, hlm.92. 

214 Muladi dan Barda Nawawi Arie~ Joe.. cit 

:m BJll'da Nawawi Arief,op.cif., hlm.52. 
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dije!askan dan praktekpun rupanya hanya melihatnya sebagai "k.otak pos" 
pemlndahan dokumen-d9l<umen. antara penyidik dan pelllU!tut. Apabila 
lembaga pm-penuntutan ini ingin dikembangkan, maka harus diusahakan 
agar "kotak pos" ini menjadi "ruang komunikesi", dimana tahap 
penyidikan dan tahap penuntutan sejauh mungkin harus diselaraskan (tune­
up). Di dalam ruang komunikasi ini disusun kebijakan terpadu penyidikan 
dan penuntutan216

. 

Lebib lanjut, melalui asas keterpaduan atau integrated dalam sistem 

peradilan pidana terpadu, penyidik (kepolisian) dan penuntut umum 

(kejaksaan) dalam prapenuntutan dapat meletakkan dasar dan arab kebijakan 

(policy) atau stratagi dengan menetapkan kebijaksanaan (diskresildiscretlon) 

atau taktik secara bersarna-sama dalam upaya penanggulangan kejahatan secara 

kelembagaan dangan dilandasi pada tujuan hukum acara pidana, yaitu proses 

hukum yang adil (due process of law), Kebijaksanaan (diskresi) yang 

terpadulintegral tesehnt dimaksudkan sebagai upaya untuk memaknakan proses 

hukum yang adil (due process of law) yang menjadi tujuan dari pemdilan 

pi dana 

Misaluya, dalam mencari dan mengumpulkan bukti permulann yang cukup 

dan suatu tindak pidana, sejak tahap penyidikan, penyidik melalui koordinasi 

bcrsama dengan penuntut umum bertakar pikiran (urun pikir) dalam forum 

"gelar perkara" (exspose), Dari perternuan dalarn gelar perkara tersebut, 

terkadang dilangsungkan bebcrapa kali, akan diperoleh masukkan atau 

pendapat melalui pembahasan yang argumentatif dari peserta forum gelar 

perkara, baik polisi maupun jaksa, pada titik tertentu akan diperoleh sudut 

pandeng yang hampir sama sehingga memperjelas arah penyempurnaan 

penyidikan. Biasanya hanya diadakan dalam menghadari perkara pidana 

tertentu saja, yang mempunyai ancaman pidana berat atau sulit 

pembaktiannya277
. 

216 Marcljono Reksodiputro, op.cit,, h1m.96. 

"' Berdasatkar w.ll''lllu:ara pada !aoggal 12 Juni 2009 dengan AKP, Sri lrawati, penyidik 
(l'olrl) pada Direldorat 1 Traru Naslonal, Bagian Rmrse Kriminal, Mm-lw Besar Polri 
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Forum gelar perkara atau ekspose antara penyidik dan penuntut umum, 

banya betsifut situasional dau ad hoc (tidak teiap) dau terbadap perkara-perkara 

pidana yang dirasa sulit memperoleh bukti yang cukup pada tahap penyidikan 

dau akan menemui kendata pula dalam penuntutan hila tidak secara cermat 

ditangani. Meskipun gelar perkara tidak diatur dalam hukum acara (KUHAP), 

namun juga tidak "diharamkan"178
, 

Jadi sesungguhnya, itikad untuk menyelaraskan dau memadukan fungsi 

penyidikan dan penuntutan telnh ada dalam pralctik proses peradilan pidana, 

yakni dalam penanganan perkara pidana antara polis! dan jaksa pada tnhap pra­

ajudikasi. Gelar perkara tidak lain merupakan bentuk (koukrit) keleluasaan I 

kernerdekean bertindak ( diskresi) dari aparat penegak hukurn yakni penyidik 

dau penuntut umurn untuk keberhasilan tugas masing-masing. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, yang menyatakan kebijakan kriminal 

(strafrechtelijke beleicl) bukan sekedar "basil perumusan" bersama, tetapi 

merupakan basil (resultante) dari berbagai kewenangan yang bekerja bersama­

sarna dalarn menanggulangi masalnh kriminal, yang pada pelaksanaan 

penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan ditetapkan kebijakan dalam 

penyidikan dan penuntutan"'. 

Penulis menghargai niat balk penanganan perkara pidana memalui futum 

gular perkara sebagai inisiatif yang dilakukan oleh penyidik (Polri) dan 

penuntut urnum, serta sependapat dengan pernyataan Mardjono Reksodiputro 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan barapan tidak hanya terbatas pada 

forum gelar perkara saja hubungan penyidik dan penuntut urnum diselaraskan 

dan dipadukan, namun bisa lebih dari sekedar hal tersebut, misalnya, penyidik 

sejak awal penanganan perkara pidana telnh melibatkan jaksa (yang mungkin 

akan menjadi penuntut umum perkara tersebet) dalarn proses penyidikan, 

meminta pendapat huklll11 dalam rangka opini kedua (second opinion) tentang 

bukti-bukti dan fukta-fukta yang Ielah diperoleh. Hal ini bukan untuk 

"' llerdasarkan wawancata pada tanggaliS Illni 200!1dmgan Lila Agustina, Jaksa pada Sub 
Dir.klorllt Ollltrda, Iaksa Agung Mud• Pidana Uruum, Kl<!aksaan Agung ru. 

""Mardjono Reksodiputro, op.cfl., hlm.94. 
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menjadikan penyidik sebagai bawahan penuntut umum, tetapi justtu sebagai 

wujud konkrit hubungan penyidikan dan penuntutan yang terpadu. 

Dengan kata lain, kebijakan pidana (kebijakan operasional) pada tahap 

pra-ajudikasi, dirnaksudkan dan diarahkan dalam rangka penanggulangan 

kejahatan dengan orientasi kepada terwujudnya proses hukum yang adil (due 

process of low). Karena itu, aparat penegak hukum pada tahap pra-ajudiaksi, 

khususnya kepolisian dan kejaksaan dapat secara bersama menentukan 

langkah-langkah strategi atau kebijakan (policy) apa yang sebaiknya diarnbil 

dalam melaksanakan tngas dan wewenangnya (penyidikan dan penuntutan) 

dalam wilayah bersarna, prapenuntutan, guna rnencapai tujuan peradilan 

pidana, yaitu proses hukum yang adil (due process of law). 

2. Prapenuntutan dlantara keterpaduan dan dlferenslasl fungslonal­

lnstanslonal 

KUHAP sebagai ius conslitutum (hukum yang kini berlaku) mengatur 

mengenai prapenuntutan. Prapenuntutan merupakan wewenang (bak) penuntut 

umum Sebagai suatu peristilaban, isti1ah "prapenuntutan" hanya terdapat pada 

ketentuan sebngai berikut : "Mengadakan prapenututan apabila ada 

kekuarangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentullJl Pasal 110 ayat 

(3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk datam rangka penyempumaan 

penyidikan dari penyidik"2 
... 

Dalarn hukum acara pidana, khususnya KUHAP tidak ada satupun Bab 

yang mengatur rinci pelaksanaannya Demikian pula lidak ada satu pun· Pasal 

yang menjelaskan pengertian "prapenuntutan" sebagai penafsiran olentik yang 

sesunggnhnya sangat dibutuhkan sebagai pedoman untuk terhindar dari 

kemungkinan timbulnya permasalahan dalam praktik. Meskipun demikian para 

abli (hukum pidana) Ielah mernberikan pengertian mengenai prapenuntutllJl, 

sebagaimana Ielah dijelaskan sebelumnya dalam Bab 1 dan Bab 2. Namun, hila 

hal tersebul dikernbalikan pada asas-asas yang dtanut dalam KUHAP, yaitu : 

nu Indonesia, UndMg·urv:/JJng Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), UUNo. 5Tahun I9SI,lN No. 76 Tahunl98l, !LNNo.l209, Pasal 14 
hurufa. 
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a. KlJHAP pada dasarnya secara implisit menghendaki adanya ketelitian, 
kecennatan dan kecepatan dalam penyidikan dan penyelesaian perkara 
serta penyempurnlUlll guna penyidangannya; 

b. Keadaan tersebut dalam rangka mewujudkan secara nyata tentang 
peradilan sederhana, cepat dan murah dalam menyelesaikan perkara· 
perkara pida.na baik. sebelum maupun sesudah sidang pengadilan; 

c. Ketentuan-ketentuan materi yang mengatur pasal-pasal prapenuntutan, 
yaltu Pasal14 hurufb, PasalllO ayat (3) dan (4). Pasa1138 ayat (I) dan 
(2), bila ditelusuri secara mendalaru :naka jelas untuk : 

Melindungi kepentingan tersangka; 
Kepentingan persiapan penuntutan. 

sehingga tersimpul adanya perlindungan terhadap harkat martabat 
tersangka serta adanya tegak-mantapnya hukum dan keadilan'". 

Sebagai tambahan dari uraian di atas, dalarn sistern peradilan pidana 

(SPP), sangat penting bagi aparat penegak hukum memaharni prinsip!asas 

"keterpaduan" atau integrated, khususnya antara penyidik dan penuntut umum 

yang akan lebih mendukung ketiga asas sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya. Asas/prinsip keterpaduan ini yang mungkin luput dan behun 

dipaharni secara baik oleh penyidik dan penuntut umum dalarn menjalaukan 

tugas dan wewenangnya, yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum282
• 

Kurang dijelaskannya lembaga prapenuntutan di dalam KUHAP dan 

peraturan pelaksanaanya, mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran 

serta da1arn penerapannya hanya sekedar pemindahan berkas antara penyidik 

dan penuntut umum. Hal ini merupakan salah satu sebab yang berakibat paria 

gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang"'. 

KlJHAP tidak menghalangi (melalui prinsip diferensiasi fungsional), 

bahkan menghendaki terwujudnya keterpaduan fungsi penyidikan dan 

:m Indonesia, Pedcmnn Pelak.ranaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piduna,leeputusan. 
Men!<ri Kdulkiman No. M.OI.PW.07.03 tahun !982, llidang Penunrullm Bab l Penyidlk dan 
P..,..Ml.Jmum. 

212 Soeajono Soekanto, op.cit., hfm.l8. 

"' Soejono Soekanto. op.cit .• hlm.!S. 
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pe!!Wl!utan sebagai suatu prinsip pada proses peradilan pidana Penjelasan dan 

penegasan alas pemisaban fungsi dan wewenang yang dijalankan secara 

terpisah dan instansional khususnya diarahkan pada penjemihan fungsi 

penyidikan dan penuntutan (pra-ajudikasi) antara kepolisian dan kejaksaan"4. 

Pra-ajudikasi menurut K\JHAI> dibagi berdasarknn fungsi ma.sing-masing 

aparat dan instansi penegak hokum yang bersifat independen antara satu 

dengan yang lain, yakni dalam proses penyidikan dan penuntutan keduanya 

terpisah dan hanya dihubungkan oleh "suatu jembatan koordinatir' yaitu 

prapenuntan antar kedua instansi (kepolisian dan kejaksaan)"". 

Prapenuntutan morupakan wewenang (hak) penuntut umum, dalam 

praktiknya sebagalmana cara yang diatur dalam KtiHAP agar penyidlkan oleh 

polisi dan penuntutan oleb jaksa tersambung, maka jaksa dapat memperlajari 

dan menelill basil penyidikan (berkas perkara) polisi sebalumnya dan 

selanjutnya jaksa dapat mengembalikan berkas perkara tersebut disertai 

petuujuk ( dibedakan dengan ala! bukti petuujuk menurut KUHAP) mengenai 

hal-hal yang dinilai masih diperlukan jaksa dalarn penuntutan nantinya. 

Dengan demikian, prapenuntutan dijadikan solusi dan jalan tengah agar 

terhadap pembagian fungsi dan instansi yang tegas antara polisi sebagai 

penyidik dan jaksa selaku penuntut umum tetap pada jalur ke!e!J"'duan 

(integrated) dalam SPP186
• 

Frase "keterpaduan" tersebut menjadi suatu hal yang sangat pouting, 

namun sulit dalarn pelaksanaannya. Hubungan yang terpadu antara polisi dan 

jaksa dalarn SPP sangat penting dan amat herarti dalarn proses peradilan 

pidana, khususnya para tahep pra-ajudikasi. 

Sehelum penuntutan dijalankan, penunlut umurn Gaksa yang diheri 

wewenang melakukan penuntutan) harus nrernpersiapkan sehalk-baiknya 

melalui persiapan penuntutan segala hal yang berhubungan dengan 

,.. M. YBhya l!arahap, opctr .. blmA?. 

m Luhut M.P. Pangaribuan, op.cil., hlrn.112. 

iiiiSTopo Sa.tttoso, Pol!si dan Jtiks<J : Kelerpatllli.W otau Pergflfatan?, Cct. Pertama (Depok : 
Pusat Studll>eradilan Pida!ll! Indonesia, 2000) blm,6. 
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tugaslkewajibannya dalam tahap petsldangan, yaitu pembuktian. Persiapan 

penuntutan itu dilnulai dati metrllai basil penyidikan (berkas perkara) polis! 

sampai dengan basil penyidikan dinyalakan telah lengbp oleh jaksa peneliti 

(P-21)"'. Persiapan penuntutan yang telah sebaik-baiknya dilakukan olehjaksa 

peneliti, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penuntutan oleh 

penuntut umum di pengadilan. Tentu saja penuntutan tersebut tidak akan 

herhasil baik hila berkas perkara (basil penyidikan) tidak lengkap dan 

sempurnazas. 

Kegagalan penyidikan yang dilakakan oleh penyidik akan menjadi 

penyebab kegagalan pennntutan oleb penuntut umum. Demikian paralel dan 

terkaitnya penyidikan dan penuntutan mengbaruskan adanya keterpaduan 

antara polis! dan jaksa melalui lembaga prapenuntutan. Mengenai ketetpaduan 

antara polis! dan jaksa serta hubungannya dengan prapenuntutan, Topu Santoso 

pendapat sebagai berikut : 

Dapat dikatakan bahwa kegagalan atau ketidaksempumaan proses 
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat merupakan awal gagalnya 
proses penuntutan. Tidak hanya itu, tidak adanya keterpaduan antara polisi dan 
jaksa juga menyebabkan penuntut umurn kurang menguasai penuntutan sebab 
selama penyidikan polisi seolah bekerja sendiri. sedang jaksa tinggal 
menunggu. Meskipun sudah ada prapenuntutan yang diharapkan dapat 
menutup celah kelemahan dalarn kekurang terpaduan ini, pada kenyataannya 
baik di pihak kepolisian maupun di pihak kejaksaan masih sating menyalahkan 
jika tirnbul persoalan. Pihak kepolisian akan dengan mudah menyatakan bahwa 
ia Ielah melaksanakan tugas sebaik-haiknya, narnun berkasnya tetap 
dikembalikan olah kejaksaan. Sementara pihak kejaksaan juga mengeluhkan 
mengapa hanyak berkas pemeriksaan dari polisi yang dikembalikan jaksa 

"' P-21 merupakan p<~Db<ritahuan dalam bentuk tulism (SUial) dari kojaksaan yang dilujukan 
kepada ptnyidik yang mmyatakan h..;t pmyidikan Ielah lengkap, daiii!Jl WRwaaCl!I1! pada tanggal 
15 llllli 200!1 dengan Lila Agustin~ laksa pada Sub Direk!orat Oharda, Jaksa Agung Muda Pidana 
tllnum, K(!jaksaan Agaag Rl. 

'" ~aksill!ll ...,.,. ..dmlWstrasi p<nanganan pcrkara membedakan sebagai bedku~ y.rlm 
l. Tahap penelltian !rerbs perkaralpersiapan penuntutan oleh jabs penelltl berm pcrkata (P-

115) 
2. Tahap penlllltntm oleh penunllll umum (1>-16A). (C<!ak tebal oleh pooulis) 
ba!am praks!kaya, jakan jJJ!da P-16 dan P-16A blsa saja orang yang sama, namun bisa saja 
berl>cda, dalam wa- pada tmggall5 Jlllli 2009 dengan lila Agustlna, Jaksa pada Sub 
Direk!orat Olult<ia. laksa Agung Muda Pidana Umwn, Kqaksaan Agung Rl. 
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(melalul proses prapenuntutan) tidak dikembalikan oleh polis!. l'ihak polis! 
sering merasa hahwa petunjuk-petunjuk kejaksaan sul!t dlpenuhl. Sementata 
menuru! pibsk kejaksaan, petunjuk-petunjuk tadi sebenainya sudah sanga! 
jelas. Demikianlah gambaran sulitnya mewujudkan keterpaduan antara polis! 
dan juksa dalam sistem peradilan pidana209

• 

Prapenuntutan merupakan lembaga hukum barn yang hersifat inovasi, 

karena tidak dlkenal dalam sistem hukum acara pidana yang lama (HIR). 

Mengingat bahwa prapenuntutan tersebut sebagai suatu hal yang barn dikena I 

dalam hukum acara pidana (KUHAP), seyogianya terhadap hal tersebut 

diherikan penjelasan yang lugas, sehingga tidak mengandung banyak 

pertanyaan dan skan lebih konkrit dalam pelaksanaannya. Suatu lembaga 

hukum yang haru dikenal perlu memherikau penjelasan yang rinci, tentang 

bagaimana sifat dan coraknya, apa maksud dan tujuannya serta sejauhmana 

ruang lingkupnya. Dengan adanya kejelasan tentang hal itu, malta tidak ska 

nada keragu-raguan dalam praktik pelaksanaannya.""' 

Dari uraian yang telah dijelaskan, adanya diferensiasi instansional (instaruli 

kepolisian dan kejaksaan) seyogianya tidak mengskibatkan terjadinya 

kecenderungan diferensiasi fungsional (fungsi penyidikan dan penuntutan) 

yang seharusnya konsisten pada prinsip/asas keterpaduan atau terintegrasi 

(integrated) dalam tahap pra-ajudiaksi sebagaimana diatur dalam hukum acara 

pidana (KUHAP) dan undang-undang sektoral. Namun karellll persepsi yang 

herbeda-beda alas prapenuntutan sebagai akibat dari tidak diatumya pengertian 

prapenuntutan dalam KUHAP, serta pemahaman keliru dan kurang 

kornprehensif terhadap prinsip "keterpaduan" oleb tiap kornponen SPP, 

khususnya polis! dan jaksa, malta skan mengalami kesukaran dalam proses 

penangan perkara pidana dan memberikau dampak negutif da1am penegskan 

huknm. 

m topo Sanfuso, op.c/t., hlm.7l. 

"'llarun M. HuS<lin, op.clt., hlm.230. 
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3. Masa depan prapenuntutan dahtm RUU Hnknm Acara l'ldana dan 

haldm komlsarls 

Jaminan dan perlindungan HAM menjadi keniscayaan untuk dipenuhi dan 

menjadi bagian dari penegakan hukum beserta aparatnya. Pada pokoknya, 

jamina dan perlindugan HAM tersebut dilandasi oleh prinsip proses hukurn 

yang adil (due process of law) dalam proses peradilan pidaua diseluruh sub-sub 

sistem (polisi, jaksa, advokat, hakirn dan lernbaga pernasyarakatan) dan pada 

tiap faseftahap dalam sistem peradilan pidana (SPP) yaitu pra-ajudikasi, 

ajudikasi dan puma ajudikasi. 

Proses peradilan pidana dideskripsikan sebagai suatu rangkaian kesatuan 

(continuum) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara 

teratur : mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa 

oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhimya resosialisasi 

(kernbali ke masyarakat)""· Rangkalan tersebut sebagai permulaannya diawali 

melalui tahap pra-ajudikasi, tahapan pemeriksaan pedahuluan atau sebelum 

persidangan. Pads tahap pra-ajudikasi terdapat dua fungsi penting proses 

peradilan pidana, yaitu penyidikan dan penuntutan yang dijalankan oleh 

iostansi yang terpisah dan mandiri, yaitu kepolisian dan kejaksaan sebsgaimana 

diatur dalarn KUHAP dan undang-undang sektoral yang terkait. 

Dalam RUU KUHAP2
", fungsi penyidikan dan penuntutan menyatu tidak 

terli'agmentasi, meskipun secara kelembagaan tetap tepisah. Konsekuensinya 

penyidikan dan penuntutan menjadi suatu rangkaian yang sambung­

menyarnbung, imbasnya prapenuntutan ditiadakan. Begitu era! kaitannya 

antara fungsi penyidikan dan penuntutan dalarn pelaksanaan koordinasi dan 

konsultasi dari penyidik kepada penuntut umum serta petunjuk dari penuntut 

umum kepada penyidik dapat dilakukan secara langsung, baik tertulis maupun 

lisan yang dapat dilakukan dengan telepon, faksimili, e-mail atau alat 

elektronik yang lain, sebagahnana dimaksud dalam Penje!asan Pasal 13 ayat 

291 Mardjono Rcltsodiputro, ap.cit .• hlnt93. 

"" Diljcn P<%1lluran P<%11lldang-urubmgan Departemen Huk:um dan HAM Rl, Rrul<;llllglUl 
Undang-Undang Hukum Acara Pidano. 2008. 
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(2) lttJtJ l<UHA.l' . Alat bukti atau pemyataan yaug diperoleh secara tidak sah 

tidak dapat dijadikan ala! bukti. Hanya ala! bukti yang diperoleh secata sah 

menurut bukum yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa 

di hadapan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) 

beserts Penjelasannya. 

Sebagai respon dari penghormatan terbadaP hatkat dan martabat manusia, 

proses pemeriksaan pendahuluan (penyidikan dan penuntutan) disyaratkan 

dengan cara-cara yang fair dan sah dengan tetap mendasarkan pada asas 

pradnga tidak bersalah atau presumption of innocence. 

Kepada tersangka/terdakwa bila merasa haknya dilanggar oleh kekuasaan 

penegak hukum diberikan hak untuk mengajukan "permohonan peninjauan" 

kepada "bakim penilai" untuk memeriksa kebelll!ran "permohonan peninjauan" 

dari tersangkalterdakwa yang bersangkutan. Dalam RUU KUHAP Ielah 

memasukan ketentuan mengenai "hakim komisaris" atau semacam "hakim 

penilai", yang bertugas mengawasi dan memeriksa penyalahgunaan wewenang 

(abuse of power) penyidik dalarn menjalankan tugasnya, sebagairnana 

dimaksud dalam Pasallll RUU KUHAP. 

Hakim komisaris adalah hakim yang meruirnpin perneriksaan pendahuluan 

(tahap pra-ajudikasi) tetapi tidak rnelakukan sendiri perneriksaan itu. Hakim 

komisaris menangani bagaimana upaya paksa, seperti penangkepan I 

penahanan. Dengan demikian hakim komisaris dekat dengan fungsi jaksa 

dalatn hubungannya dong an pengawasan jaksa lerhadap polisi. 293 

Lembaga "Hakim Komisaris" menggantikan lernbaga praperadilan yang 

selama ini belum he!jalan sebagaimana mestinya. Lembaga ini pada dasarnya 

merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu 

pihak dan bakim di laln pihak. Wewenang hakim komisaris lebih luas dan lebih 

leugkap daripada prapenuntutan maupun lembaga praperadilan. 

"' O<m!tt Smo Adji, Hukum Hakim Pidana, O..Kalna (Jabrta : llrlanw, 1984) hlm.88. 
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C.Model Bnbungan l'enyldik l>an l'enuntnt Umum !>ada Komtsl 

l'emberantassn Ttndak Pldana Kompsl (Kl'K) 

Fungsi penyidikan seharusnys dilrerahksn untuk mencari (fskta~fakta 

te!jadinya lindale pidana) dan mengumpulkan "bukti permulaan yang cukup", 

yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya lindale pidana (probable cause) 

serta adanya alasan keperluan dan memenuhi syarat secara yuridis 

(resonable.rsness )"4 dalam hal melakukan upaya psksa Dalam redsksi lainnya, 

pcnyidikan didayagullllkan untuk menghasiikan prima facie evidence (bukti­

bukti permulaan yang cukup atau probable cause yang meyakinkan dan tidak 

memberi peluang lagi bsgi peluku kejahaian untuk mengbindari diri dari 

tuntutan), sehingga pada tahap selanjutnya yaitu pcnuntulan dapat memenuhi 

syarat untuk disidangkan ke pengadilan (prima facie case). 

Penilaian alas terpenuhinya prima facie evidence dan prima facie case 

menjadi proporsi atan bagian dari penuntut umum yang diberi beban (tanggung 

jawah) untuk melukukan penuntutan dengan melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan. Kemudian prima facie evidence dan prima facie case diveriflkasi 

oleh hsklm yang mengawasi proses pemeriksaan penyidikan don penuntutan 

(tahap pra-ajudikasi). Hal ini merupakan gambaran ideal sejalan dengan Sistem 

Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Jmtice System). 

Semangat keterpaduan, hubungan yang erat don rangkaian yang saling 

tidsk: terpisahkan inilah yang hendak dikedepankan dalam setiap penanganan 

perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Peberantasan Tindak Pidana 

Korups~ khususnya pada tahap pra-ajudikasi, antara penyidikan dan 

penuntutan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketcntuan sebagai berikut : 

l3ukti permulaan yang cukup dianggap Ielah ada apabila telah ditemukan 
sekurang-kurangnys 2 (dua) ala! bukt~ termasuk dan tidak terbatas pada 
infurmasi atau data yang diueapkan, dikirim, diterima, atau dislmpan baik 
secara bias a maupun elektronik a tau optik295

• 

"'Lahul MP. PangaribulUl, op.clt., hlm.l91. 

;;ss tndonesla. . Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Karupsf, UU No. 30: 
'tahun 2002, LNNo. l37'tahnn2002, tLNNo. 4250, Pasa144ayat(4). 
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Pada proses penyidikan tindak pidana korupsi yang Ielah tnempetoleh 

bukti perrnulaan yang cukup alau prima facie evidence dan prima facie case, 

selanjutnya dinyatakan : 

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik memhuat berita acara dan 
dlsornpaika:n kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk 
segera dilindaklanjuti'"''. 
Penuntut umum, setelah menerima herkas perkara dari penyidik, paling 
lambat 14 ( empa! bel as hari) kerja terhltung sejak tanggal diterimanya 
berkas tersebu~ wajib melimpahkan berkas perkara tersebut lrepada 
Pengadi!an Negeri197

. 

Pada Pasal 44 ayat (4), Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang KPK 

Ielah menjelaskan apa yang dimaksud dengan "bukli permulaan yang cukup", 

sehingga tidak ada keraguan atas hal tersebut, bahkan terjadi perluasan makna 

alat bukti, selain yang diatur dalam Pasal 1 S4 ayat (I) KUHAP. Kemudian 

dalam prosesnya berlanjut dengan "penyidikan dinyatakan cnkup", dalam arti 

Ielah terjalin proses (pengambilan keputusan) sedernikian rupa sehingga 

ditetapkan kebijaksanaan (diskresi) dengan menyatakan penyidikan Ielah 

cukup (berdaserkan alat-alat bukti yang Ielah diperoleh sebelumnya). Untuk 

selanjutnya berkas perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke pengadilan. 

Dahun hal kebijakan ( opersional) pidana, KPK juga secara mandiri 

menetapkan kebijakan alau policy (strategi) dan kebijaksanaan atau diskresi 

(taktik) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dijelaskan 

dalam ketentuan sebagai berikut : 

Komisi Pemberantasan Korupsi : 
a. menetapkan kebijakan dan tala cara organisasi mengenai pelaksanaan 

tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; 

2.9G. Indonesia, Undang~undang Komisi Pemberanrasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 
Tabun 2002, LN No. 137 TahUil 2002, TLN No. 4250, Pasal49 

297 Indonesia, Undang-Wldang Komis! J>emberantasan Tindak Pidana Korupsi, tJtJ No. 30 
TabUil2002, LN No. 137 Talllm2002, TLN No. 4250, Pasal52. 
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b. mengangkat dan rnemberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, 
Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Kotnisi 
Pemberantasan Korupsi; 

c. menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi'". 

Sesunggnbnya Undang-undang No.30 tabun 2002 tentang KPK dapat 

dijadikan pembanding dalam hal proses penyidikan dan penuntutan serta pola 

hubuugan antarn penyidik dan penuntut umum, khususnya terhadap timiak 

pidana umum seba.gaimana diatur dalam KUHAP yang dijalankan oleh 

kepolisian dan kejaksaan, yang pada praktik pelaksanaannya sangat 

terpeugaruh deugan asas difurensiasi fungsionaL Pengaruh tersehut rnempunyai 

kecendarangan negatif, karena tidak terpadanya penyidik dan penuntut umurn 

da1am penanganan perkara pidana yang berakihat pada bolak-baliknya herkas 

perkara dari kepolistan kepada kejaksaan melalui lemba.ga prapenuntutan. 

Deugan borlaksnya Undang-Undang No.30 tabun 2002 tentang Komisi 

Pemborantasan Tindak Pidana Korups~ khusus dalam penanganan perkara 

tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, proses penyidikan dan 

penuntulan menjadi rangkaian yang saling tidak terpisahkan. Pada ta!aran 

teknis, penyidik KPK daiam melakukan proses penyidikan tindak pidana 

korupsi selalu didampingi oleh jaksa KPK dan segera dilakukan evaluasi 

terbadap hasil penyidikan. Daiam dinamika internal (penyidik dan penuntut 

umum pada KPK) praktis tidak ada kendala yang berarti yang mengakibatkan 

tersendatnya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana karupsi299
• 

Sejalan dengan pernyatann tersebut, Rudy Satrio Mukantardjo300
, melihat 

contoh kelemba.gaan dalam KPK terkait dengan pola hubungan penyidikan dan 

m Indonesia. Undang-undang Komi51 Pemberan/asan Tirrdak Pidana Koropsi, UU No. 30 
Tahun2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250, Pasal25. 

2Y9 Berdasarkan wawancara pada tanggall8 Juni 2009 dengan Zet Tadung Allo, Jaksa ):tada 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 

300 RIIdy Satriyo Mukantardjo, Kebijakan Reposisi Kepolisian NcgaraR.l (Kajian dati Sisi 
Fw:tgsi), malwlah tidak cliterbitkao, 2004, hlrn.9 seperti dikntip oleb. Luhut M.P. Pangarlbuan, Lay 
Judges dan Hakim Ad Hoc : Suatu Studt Teoriti.s Mengenai Sisrem Peradilcm Pidana Indones/(1, 
Cet. Pert.anJ.a (Jakarta : Program l'ascasarjana Fakultas Hu.kum Universitas Indonesia, 2009) 
hlm.161. 
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penuntutan. balam ke!embagaan KPK fungsi penyidikan dan penuntutan 

da1am tahap pra-ajudikasi tidak terpisah, melainkan terintegrasikan dalam 

kelembagaan yang satu. Sebab keselarasan, kesesuaian dan keperluan bukti 

yang dikumpulkan unlnk baban pernbnktian perkara nanti di pengadilan hanya 

mungkin efektif bila jaksa sebagai penuntut umum rnenjadi pihak yang 

mengenda1ikan atau mernimpin jatannya penyidikan. 

Menurut penulis, tahap pra-ajudikasi (penyidikan dan penuntutan) dalam 

KPK Ielah memberikan tauladan mengenai wujud ideal dalam menjalankan 

fungsi penyidikan dan penuntutan dengan dasar keterpaduan. KUHAP sama 

sekali tidak menutup rapal terjalinnya kerjasama I koordinasi antara penyidik 

dan pelllllltut umum babkan menyediakan celab untuk itu demi keberbasilan 

penyidikan dan penuntutan melalui lembaga prapenuntutan. Sekarang tinggal 

kebendak baik (good will) dari penyidik dan penuntu! umum untuk menetapkan 

niat bersama dalam kebijakan operasional untnk memanfaatkan prapenuntutan 

demi keberhasilan penyidikan dan penuntutan. 

D. Pra-Ajudlkasl Dl Negara Lain 

Saluh satu negara yang sukses menggunakan pendekatan keterpaduan 

(integrated approach) dalem sistem peradilan pidananya adalab Jepang. Sistem 

di Jepang diperumparnakan bekerja sebagai "a chain of gears, and each of 

them should be precise and tenacious in maintaining good combination with 

each other" (seperangkat rnda gigi, yang barus dengan cermat dan ulet 

menjaga kombirulsi yang baik antara masing-masing roda gigi tersebut)."' 

balam hal sistem peradilan pidana di Jepang, Philip L. Reichel menyatakan: 

Japan provides an appropriate case study for our purposes because (1) its 
criminal justice system seem to provide an effective response to the 
criminal problem, and (2) its effective criminal justice system owes much 
to the J10lices ang procedures of criminal justice systems in other 
count,Y"2

. 

"' Mnrdjono Reksodipulro, o~tdt., blm.49. 

301 Philip t. Reichcl, Compatarive Criminal Justice System. A Topical Approach. Third 
l!dilloo. (New Jersey : Pr.ruke !WI, 2002) blm.302. 
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Angka pengungkapan perkara yang !inggi (high clearance rate) di 

Kepolisian dan angka penghukullll!ll yang !inggi (high conviction rate) di 

pengadilan, sebab penyidikan efisien, parlisipasi masyarakat yang aktif, 

kerajinan para penegak hokum dan kecederungan mereka mengejar kebenaran 

materiil (substantial lnlth) atau precise justice dalam se!iap pengungkapan 

perkara303
• 

!Ji Jepang, suatu !indak pidana yang berhasil diungkap dilaporkan oleh 

pollsi kepada penuntut umum bahwa tindak pidana telah berhasil diselesaikan, 

bahkan tanpa perlu meh!kukan penahanan. Kepolisian Jepang pada tahap awal 

penanganan perkara mempunyai tiga pilihan, yaitu : 

a. send only the evldence to the prosecutor leaving the suspect unarrested 
but still liable to prosecution, 

b. arrest the suspect but decide no to detain him or her, or 
c. arrest tile suspect and recommend that the prosecutor detain him or 

he.'". 

Pada pilihan pertamalah (bukti dikirim, tanpa tersangka) paling banyak 

diterapkan dalam penanganan suatu perkara Pada tahap ini, dimulai hubungan 

kepolisian dan kejaksaan di Jepang (pra-ajudikasi), yakni tiap kepala kejakaaan 

lokal (di Indonesia disebut kejakaaan negeri) menetapkan kriteria yang 

mengizinkan kepolisian untuk menghentikan proses hukum terhadap seseorang 

yang melakukan pelanggaran yang bukan merupakan kejahatau yang serius. 

Disini tergamber letak diskresi kepollsian yang signifikan pada penanganan 

perkara pidana yang dilakukan atas sepengetahuan kejaksaan sebagai 

pengendail atau koordinator seluruh proses petadilan pidana Hal demikian bila 

dilakukan di Indonesia akan menimbulkan sikap saling cu:riga antara kepolisian 

dan kejakaaal!. 

303 Mardjono Reksodiputra. lac.cit. 

""' ~hlllp L.lle!chel, ap.cU., hlm.3Z4. 
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Dalam hal perkara pidana diajukan kepada penuntut umum, di !epa11g 

seorang penuntut umum mempunyal wewenang yang disebut suspended 

prosecution, keleluasaatJ (diskresi) untuk menghentikan penuntutan meskipun 

ada cukup bukti305
• Kewenangan suspended prosecWion dengan 

mempertimbangkan : 

if. aftt>r considering the character, age, and situation of the offender. the 
grafiiy of the offense, the circumstances under which the offence oos 
commited.. and the conditions subsequent to the commission of the offense, 
prosecution is deemed unnecessary, prosecution need not to be 
instituted"'· 

Kewenangan sebagaimana dijelaskan belum diatur dalarn KUHAP. 

Namun, pada Pasal 42, RUU KIJHAl> kewenangan harnpir serupa dengan 

suspended prosecution diatur dalam sebagai berikut : 

Penuntut Umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau 
dengan alasan tertentu mengbentikan Penuntutan bsik dengan syarat 
maupun tanpa sya:rat. Kewenangan Penuntut Umum sebagaimana 
dimaksud dapat dilaksanakan jika: 
a. tindak pidana yang dilakukan bersifut ringan; 
b. tindak pidana yang dilakukan diancarn dengan pidana penjara paling 

larna 4 ( empat tahun); 
c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancarn dengan pidana denda; 
d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh 

puluh) tahun; dan/atau 
e. kerugian sudab diganti. 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e hanya berlaku 
untuk tindak pidana yang diancarn dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun"'. 

w.s Mardjono ReksodiputtOt lac.cil. 

"" Philip L. Reichel, op.dt., hltn.326. 

"" Diijm Peratunm PeJ:lllldang-lU1~ Dq>attem<n Hakunt dan IIAM !U, Rancallgan 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2008. 
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A. Keslrnpulan 

11AII4 

PENtJtUP 

I. Upaya penanggulangan kejahatan terkait dengan penegakan nukum 

pidana. Demi keberhasilan dalam penegakan hukum pidana diperlukan 

pendekatan sistem dalam implementasinya yang dikenal dengan istilah 

sistern peradilan pidana (criminal justice system). Sebagai suatu sistern, 

keterpaduan I integrasi atau inlegreted dan koordinasi pada prinsipnya 

merupakan keniscayaan dan kala kunci untuk keberhasilan pelaksanaan 

peradilan pidana. Sislern peiadilan pidana terbegi rneujadi komponen­

komponen atau sub-sub sistem yang terdiri deri : kepolisian, kejakaaan, 

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk advokat (penasihat 

hukum) yang menjadi komponen kelima dalam sistem peradi!an pidana, 

karena peranannya dalam memberikan bantuan hukum yang sernakin 

dihutuhkan. Sebagai suatu rangkeian proses, sistem peradilan pidana dapat 

dibegi menjadi tiga tahapan yang terdiri dari : tahap sebelum sidang 

pengadilan (pra-ajudikasi), tahap sidang pengadilan (ajudikasi) dan tahap 

setelah pengadilan (puma ajudikesi). 

Pra-ajudikasi menjadi tahap awal atau permulaan yang diibaratkan sebagai 

pembuka dalam memasuki wilayah sistem peradilan pidena. Dalam proses 

pra-ajudikasi, terjalin dua fungsi penting yang sangat saling herpengaruh 

dan menentukan keberhasllannya, yaitu penyidikan dan penuntutan yang 

sangat berkail era! dan tidak dapat dipisahkan secara tajam sebagai 

konsekuensi deri prinsip integtasi I keterpaduan dalam sistem peradilan 

pidana, sehingga menjadi salah satu tahapan penting untuk mencapai 

tujuan hukum acata pidana, yaitu ptoses hukum yang adil (due process of 

law). 

Sebegai konsekuensi dari pendekatan sistern dalam peradilan pidana, 

prinsip keterpaduan anlara komponen-komponen atau sub-sub dari sistem 

peradilan pidana, termasuk dan tidak tetkccuali pada instansi kepolisian 

134 Universitas Indonesia Analisis Tugas..., Rusdi Amin, FH UI, 2009
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(fungsi penyidikan) dan kejaksaan (fungsi penUl!tUtnn) disambungkan oleh 
KlJHAP melalui lembaga prapenuntutan. 

Berdasarkan prinsip keterpaduan alau integrated dalam sislem peradilan 

pidana, penyidik (kepoHsian) dan penuntut umum (kejaksaan) melalui 

lembaga prapenuntutan dapat meletakkan dasar dan arab kebijakan 

(policy) atau strategi yang bersifal operasional dalam penanggulangan 

kejabatan dengan menetapkan kebijaksanaan (diskresi I discretion) atau 

taktik secara bersarna-sama (terpadu) dalarn upaya penanggulangan 

kejabatan secara kelembagaan. Dengan demikian lembaga prapenuntutan 

dapat menjadi sarana untuk menetapkan kebijakan pidana (kebijakan 

operasional) pada tabap pra-ajudikasi. 

2. Jaminan dan perlindungan bak asasi manusia menjadi suatu keharusan 

untuk dipenuhi dan menjadi bagian dari proses penegakan hukum beserta 

aparatnya, yang pada pokoknya dilandasi oleh prinsip proses hukum yang 

adil (due process of law) dalam proses peradilao pidaoa diseluruh sub-sub 

sistem (polisi, jaksa, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan) dan 

pada tiap faseltabapan dalam sistem peradilan pidana, yaltu pra-ajudikasi, 

ajudikasi dan puma ajudikasi. 

Kebijakan pidana (kebijakan operasional) pada tabap pra-ajudikasi, 

dimaksudkan dan diarabkan dalarn rangka penanggulangan kejahatan 

dengan berpedoman pada tujuan hukum acara pidana, yaitu terwujudnya 

proses hukum yang adil (due process of law). Karena itu, aparat penegak 

hukum pada tahap pra-ajudiaksi, kepolisian dan kejaksaan dapat secara 

becsarua (tanpa menghilangkan fungsi kontroVpengawasan) menentukan 

laogkab-langkab strategi atau kebijakan (policy) apa yang sebaiknya 

diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenaoguya (penyidikan dan 

penuntutaa) dalam wilayab bersarna, melalui lembaga prapenuntutan. 

Deugao kondisi tetwujuduya prapenuntutan sebagal sarana untuk 

menetapkan kebijakan pidana (kebijakan operasional dalam !ahap pra­

ajudikasi) bukanlah bebas dari permasalahan, babkan tetap berpeluang 

terjadinya proses hukwn yang sewenang-wenang (arbitrary process) oleh 

penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka sebagal ekses negatif dari 
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kebijakan operasional pidana pada tahap pra-ajudikasi (penyidikan dan 

penuntutan) yang dipersatukan oleh lembaga prapenuntutan. 

Dalam rangka menghindarkan ekses negatiftersebut, advokat (secara tidak 

langsung) dapat dijadikan counter partner dalam kedudukan sebagai 

penegak hukwn l!unnya, yaitu dengan membangun kapasitasnya sebagai 

penasihat hukum dengan peranannya dalam memberikan bantuan hukum 

bagi tersangka. Bantuan hukum sangat penting dalam keperluan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka. Bantuan hul-um dimaksud 

dalam rangka pengawasan I kontrol dan penyeimbang alas kekuasaan 

(tugas dan wewenang) dari kepolisian dan kejaksaan pada tahap prn­

ajudikasi serta dalam upaya untuk menghindari terjadinya proses hukum 

yang sewenang-wenang (arbitrary process). Advokat dapat mengarnbil 

peranan melakukan pendampingan terhadap tersangka pada tahap pra­

ajudikasi, dengan tetap memha!a hak-hak tersangka, baik sehagai manusia 

yang bennartahat maupun sebagai warga negara yang dijamin hak-hak 

asasinya secara konstitusiona1. Bersinerginya penegak: hukum dalam pra­

ajudiaks~ yaitu po!isi, jaksa dan advokat sesuai dengan peranan (tugas dan 

wewenang) masing-masing ukan memberlkan keseimbangan hak dan 

kewl\iiban diantarn para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana 

(pada tahap pra-ajudikasi), sehingga me!alui !embaga prapenuntutan dapat 

tewujud tujuan acara pidana, yaitu proses hukum yang adi! (due process of 

law). 

B-Saran 

Salah satu pangkal permasalahan dari prapenunutan yaitu da!am KUHAP tidak 

memberlkan pengertian (penafuiran otentik) dan tidak memberikan penjelasan 

rinci mengenai prapenuntutan. Mesklpun demlkian, secara praktis proses 

peradilan pidana harus tetap berjalan sebagaimana layaknya suatu sistem, yang 

dimulai dengan pe!aksanaan tahap pra-ajudikasi, tempat dimana prapenuntutan 

berada. l'enyidik dan peountut umum, hendaknya tidak menjadikan 

prapenuntutan sebagai kotak pos pernindahan dokumen (beakas perkata), 

melainkan berupaya mensinergikan seluruh potensi penyidikan dan penuntutan 
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untuk memperoleh. keberhasilan penanganan perkara pidana dengan 

mernanfaatkannya sebagai sarana koordinasi babkan dapat menjadikannya 

seh.agai wadah. untuk menetapkan kebijakan (operasional) pidana yang 

mendukung keh.etbasilan penyidikan dan penuntutan. Secara konkrit, dalam 

talaran praktis-operasional pada lembaga prapenuntutan dimungkinkannya 

keterlibatan langsung jaksa dalam proses penyidikan oleh polis~ dengan 

persepsi dan pemnbaman yang sama tethadap prinsip keterpeduan sebagai 

prasyaratnya Hal tersehut tidak dimaksudkan untuk mencampuri tugas dan 

wewenang pada tah.ap penyidikan, melainkan lebih pada kehendak untuk 

terciptanya keterpaduan (suatu r.ata yang mudah diucapkan namun sullt untuk 

dijalankan} antara penyidikan dan penuntutan sebagai suatu rangkaian 

kesatuan. 

Pra-ajudikasi pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam 

konteka ini dapat dijadikan acuan untuk ditauladani sebagai usaha konkrit dan 

praktis dalarn mewujudkan terciptanya keterpaduaniintegrasi antara penyidikan 

dan penuntutan sebagai suatu rangkaian kesatuan dalam sistem peradilan 

pidana yang diarabkan menuju pada satu kebijakan pidana, dalam arti 

kebijakan operasional penanggulangan kejahatan. Secara kornposisi, KPK 

diantaranya terdiri dari penyidik (polisi yang diperhantukan oleh lernbaga 

kepolisian) dan penuntut umum (jakaa yang diperhantukan oleh instansi 

kejaksaan). Polisi dan jakaa pada KPK dapat rnenjalin keterpaduan pada tahap 

pra-ajudikasi. Atrnosfir keterpaduan lersebut idealnya bisa terbawa dan 

ditularkan ketika kedua penegak hukum tersebut kernbali bertugas pada 

instansi masing-masing. 
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